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ABSTRAK

Nama ; Novita Milarda

Program Studi  © Hukum Ekonons

Judul . Analisa Tentang Penyalahgunaan Monopoli Berdasarkan Putusan-
Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha {KPPL) Dan Putusan
Penigaditan

Penulisan ini dilatarbolakangt dengan begity banyaknya persturan perundang.
undangan vang mengatur tentang persaingae usahe termosuk di dalamnve terkalt
dengan Monopoll, Hinggs pada tshon 1999 lahirlsh Undang-Undang No. 3 Tabhun
1999 tentang Pealick Muonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Kowmdsi
Pengawas Persaingan Usals (KPPU), Kehadivan Undang —Undang Wo. § Tshun 1999
dan KPPU it menimbulkan pertanyaan pertama, bagaimana konsistensi putusat.
putusars KPPU terhadap prakiek monopoli. Xedua, metode apa yang diterapkan dalam
pembuktian penyalaligunaan prakiek monopoli dan ketiga, bagaimana penerapan
pasal mengenai monopolt pada Undanp-Undang No.5 Tahun 1999 terhadap
pnyalahgunaan praktek monopoli. Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebul,
digunakan metede penelitian yuridis normatif, yakni metode penelitian yang mengacu
kepada norma-norma hukum yang terdapatl dalam peraturan perundang-undangan
maupun yang sidlah secara konkeli ditefapkan oleh lembaga yang mempunyai
kewenangan memutus perkara ersebul. Adapun data sekunder yang digunakan
terbapi menjadi 2{dua} baban lwkwm yaite behan hukum primer yang meliputi produk
lembaga legisiatif, dalam twiisan ini sdalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan
putnsan KPPU sedangkan baban hukum sekunder vang digunakan meliputi artikel,
tulisan ilmiah amw majaloh hukom, Dari metode yang digunsken dapat disimgpalkon
bahwa ditemukan adanya ketidakonsistenan majells komisi dalam merumuskan
pengertian pelaky usaha, pengusssan siss produksi alau pemasaran barang dan aisu
jasa dan mengakibatkan terjadings prakiek monopoll dan atau persaingan usaha tigok
schat. Sclanjutnya, ditermukan jugs adenva penerapan putusan fanpa pemoriksass
pasar dan pemeriksan terhadap bambatan persaingsn. Namun demikian dapat
dikatakan bshwa pencrapan wmoeopoli berdassrkan Undang-Undang Moo 8 Tahum
1999 dalam putusane KPPU sudah cukup konsisten, namun terkadang tidak sejalan
dengan putusan pergadilan,

Kata Kunci: Monopoli, Putusan KPPU
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ABSTRAK

Name : Wovira Milanda

Study Program  © Beomonie Law

Titie : Aralyst Abuse of Monopoly Based On KPPU Degicion and Court
Pecicion

Because a ot of regulation in antitrust include monopoly. At least, in 1999 there are
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Prakiek Monopeli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPUY, whereas the absent
invites some question, first, consistency of KPPU decision consider in monopoly.
Second, the methiod that application 1o prove abuse of monopoly and third, applicaiion of
monopoly rule that use for abuse of monopoly. To answer the questions, yuridis-
normiive method is used. Yuridis-normative method refers from both normative law in
regulation and decision that made by legal institution. This reset use primary dala froin
legizlative ingtitution such as Undang-Undang No. 3 Tzhun 1999 and KPPU docision,
while secondary daia such as article, ournal. From the method that use, knowing that
there are meunsisiency in KPPU decizion such as eriteria of from peleku usaha,
penguasaan atas produksi atan pemasaran barsog dan atau jasa dac mengakibatkan
terjadinya praktek moenopoll dan atau persaingan usaha lidak sehat, Nexi, thers is no
investigation in market and behavior in antitrust of KPPU decision, Finally, among
KPPU decisions 4re consisten, but between KPPU decisions and ¢owit decisions are not
consisten,

Kata Kunei: Manopoly, KPPU decision
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Kesadaran tentang pentingnya persaingan usaha sudah dipahami jauh
sebelum diberlakukannya UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal tersebut dapat dilihat dengan
dengan adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persaingan usaha yang
tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh dalan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pasal 382 Bis yang mengatur
tentang Persaingan Curang.

Demikian pula dalam Undang-Undang No, 5 tahun 1984 tentang
Perindustrian disinggung tentang persaingan yang tidak schat juga persaingan
yang tidak jujur. Disamping itu, kerap dikemukan bahwa kerugian yang diderita
oleh pelaku usaha dari persaingan yang tidak sehat, scpanjang kerugian tersebut
bersifat perdata dari persaingan, maka dapat digunakan pasal 1365 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata'.

Selain ketentuan-ketentuan tersebut di atas, ada juga ketentuan-ketentuan
lain yang mengatur mengenai larangan praktek monopeli dan persaingan usaha
tidak sehat yaitu: pertama, pasal 13 Undang-Undang Pokok Agraria yang
menyatakan bahwa monopoli di bidang pertanahan harus diccgah. Kedua, pasal
81 dan 82 UU No. 19 tahun 1992 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang
No. | Tahun 1997 tentang Merek yang menyatakan ancaman pidana bagi
perbuatan curang dalam pemakaian merek. Ketiga, pasal 126 UU No. 40 tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas yang mencegah kemungkinan terjadinya
monopoli atau kegialan yang merugikan masyarakat akibat penggabungan,
peleburan atau pengamnbilalihan perusahaan. Keempal, pasal 10 UU No. 8 tahun
1995 tentang Pasar Modal yang melarang adanya ketentuan yang menghambat
adanya persaingan sehat dalam pasar modal. Kelima, pasal 8b Undang-Undang

No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang mencegah pembentukan struktur

'Hikmahanto Juwana, Bunga Rampai Ifukum Ekonomi dan Hukum Internasional, Cel. |,
Jakarta: Lentera [Hati, 2002, hal 62-63.
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pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli,
oligopoli dan monopsoni yang merugikan usaha-usaha kecil’.

Dengan lahirnya UU No. 5 tahun 1999, hal-hal yang berkaitan dengan
persaingan usaha dan monopoli yang selama ini tersebar pada beberapa peraturan
perundang-undangan, kini telah dinaungi oleh UU No. 5 tahun 1999.

UU No. 5 tahun 1999 didalamnya juga mengatur mengenai monopoli yaitu
pada pasal 17 yang melarang kepiatan yang mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli. Menurut Posner terdapat tiga alasan politis penyebab praktek monopoli
tidak dikehendaki, yakni: pertama, bahwa monopoli mengalihkan kekayaan dari
para konsumen kepada pemegang saham perusahaan-pcrusahaan yang
monopolistik, yaitu suatu distribusi kekayaan yang berlangsung dari golongan
yang kurang mampu kepada yang kaya. Kedua, bahwa monopoli, atau secara
lebih luas setiap kondisi yang memperkuat kerjasama di antara perusahaan-
perusahaan yang bersaing, akan memudahkan dunia industri untuk melakukan
manipulasi politis guna memperoleh proteksi dalam bentuk pcraturan perundang-
undangan yang memungkinkan adanya perolehan keuntungan di bidang industri
yang bersangkutan. Ketiga, adalah berkaitan dengan keberatan atas praktek
monopoli yakni, bahwa kebijakan anti monopoli yang bertujuan untuk
meningkatkan efisiensi, merupakan kebijakan yang membatasi kebebasan
bertindak bagi perusahaan-perusahaan besar untuk dapat  berkembangnya
dibandingkan dengan perusahan-perusahaan kecil’.

Namun demikian UU No. 5 tahun 1999 melakukan pengecualian
terhadap monopoli vyaitu sebagaimana tercantum dalam pasal 51, dimana
monopoli diperbolehkan dengan persyaratan yaitu: pertama, berkaitan dengan
produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup
orang banyak. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur
dalam Undang-Undang. Hal ini sesuai dengan pasal 33 UUD 1945, Ketiga,
penyelenggaranya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau lembaga yang

dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.

*Johnny Ibrahim, Hekint Persaingan Usaha, Cet. 1, Malang: Bayumedia, 2006, hal. 15-
16.

Richard A. Posner, Anfitrust Lo (an Economic Perspective), Chicugo and London: The
University of Chicago Press, 1976, hal. 8-9.

Universitas Indonesia
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Semua ketentuan yang diatur pada UU No. 5 tghun 1999 termasuk
monopolt memiliki tujoan sehagai berikut®;

a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional
sebagai salah safu upaya untuk meningkatkan kesejahiteraan rakyat;

b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalul pengaturan persaingan usaha
vang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang
sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaky usaha kecil;

c. mencegah prakiek monopoll dan alsy persaingan ussha tidak sehat vang
ditimbulkan oleh pelsku usaha; dan

4. terciptanya cfekiivitas dan efisienst dalam kegiatan usaba,

Tujuan terssbut tidak dapat tercapai, @anpa adenya suatu lembaga yang
bertugas melaksanakan wjuan fersebut. Lembaga vang dimaksud adalah Komile
Pengawas Persaingan Usaha (KPPUY yang didirikan berdasarkan pasal 30 sampai
dengan pasal 37 UL} No. 3 tahun 1999, Berdasarkan pasai 34 ayat (1) UU No. §
tahun 1999 vang menyatskan balnwa pembentukan Romisl serta  susunan
arganisasi, tugas dan fungsi KPPU diterapkan dengan Kcputusan Presiden.
Kemudian terbit Keppres No. 75 tabun 1999 tentang Komite Pengawas
Persaingan Usaha yang menjadi dasar pembentukan KPPU?,

Berdasarkan pasal 35 UU No. 5 tahun 1999, KPPU  mempunyai
kewenangan untuk melakukan interpretasi dan interpretasi tersebut mempunyai
kekuatan hukum, Diharapkan agar interpretasi-interpretasi yang dilakokan oleh
KPPU diberikan secara konsisten terhadap putusan-putusan KPPU teruiama yang
berkaitan dengan monopofi.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
konsistensi interpretasi KPPU dan pengadilan terhadap monopoli berdasarkan
putusan-putusan KPPU dan putusan pengadilan yvang diluangkon dalam fesis yang
berjudul “Analisa Tentang Pemyalahgunsan Monopoll Bordasarkan Putusan-

Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU} dan Potusan Pengadilan®™,

“Indonasia, Undang-Uindang Tewmtany Loramgen Proktek Monopoli dm Persaingan
Lisaha Tidek Sehof, UU Mo, 5 Tabun 1998, LM, Mo, 33, TLN Ne. 3817, 5. &

“Hikimahanto Juwaos et all, Peras Lembage Perodilan Dol Menanguni Perkars
Persaingan Usaha, Cet. 1, Inkorla: Lonterg Hatd, 2003, hal. |

Universitas Indonasia
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1.2 Pokok Pcrmasalahan
Berdasarkan uraian di atas, untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini,
maka permasalahan penelitian diidentifikasi sebagai berikut:
1. Bagaimana konsistensi putusan-putusan KPPU terhadap prakiek
monopoli?
2. Metode apa yang diterapkan dalam pembuktian penyalahgunaan praktek
monopoli?
3. Bagaimana penerapan pasal mengenai monopoli pada Undang-Undang

No. 5 Tahun 1999 terhadap penyalahgunaan praktek monopoli?

1.3 Tujuan Penclitian
Berdasarkan perumusan permasalahan terscbut di atas, dikemukanan

tujuan peneletian, yakni:

1. Untuk mengetahui konsistensi putusan KPPU terhadap praktek
monopoli.

2. Untuk mengetahui metede yang paling efektif dan efisien lerhadap
pembuktian penyalahgunaan praktek monopoli.

3. Untuk mengetahui penerapan pasal mengenai menopeli pada Undang-
undang No. 3 Tahun 1999 dalam putusan-putusan KPPU dan putusan

pengadilan.

1.4 Kegunaan Penclitian
Hasil penelitian ini diharapkan:

[. Meningkatkan  pengetahuan dan  wawasan  penulis  dalam
memformulasikan suatu peristiwa hukum ke dalam bentuk karya tulis
ilmiah.

2. Penelitian ini secara teoritis berhubungan dengan pengembangan
pengetahuan ilmu hukum khususnya berkaitan dengan hukum
persaingan usaha.

3. Penclitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran bagi hakim, advokat, pelaku usaha serta diharapkan juga

berguna bagi para pembuat kebijakan publik.
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1.5 Kerangka Teori dan Kouasepsional

Untik menganalisa praktek moenopoli dalam hukum persaingan usaba,
digunzkan teori campur tangan pemerintah dalam  bidang perekonomian,
khususnya pengaluran pasar dalam konsep negara kesejahteraan yaitu negara
bertanggung jawab untuk menjamin standar Ridoep minimum bagl setiap warga
negaranya. Konsep negara kesejabteran pada dasarnva dikembangkan dalam
konteks eckonomi pasar dan dalam hubusgannya dengen sistem ekonomi
campuran.

Menurut Briggs, peran negara dalam kousep negara kesciabteraan adalah
memodifikasi berbagai kekuatan pasar®, Perlunya pengendalian dan pembatasan
terhadap kerjanva kekuatan-kekuatan paser orselil adsich ontuk mengaast
unsur-unsur negatif yang tdak dibarapkan scbagal has atan ahibst bekerdanys
kekuatan-kekuatan pasar tersehut.

Mernurut Goodin, dalam negara kesciahiorasn, campur tangan negars
dalam mengatur pasar adalah sebagat campur tangan publik dalam ekonomi pasar
swasta’.  Tojuannyas  untuk  moningkatkan  kesciabteraan  umum  dao
memaksimalkan kesejahteraan sosisl, sehingga memperkesit dampak kegagalan
pasar terhadap masyarakal yang disebabkan oleh aps yang disebut more/ fzard
dan menggunaan yang keliry terhadap borbagal sumber ciayag. Scdangkan pasar
yang tidak dikontrol menyehabkan perkembangan negedf sehingga semus orang
di dunia harus membayar dengan kehilengan yang senget besar, termasuk
kehilangan mata pencahariannya’. Tanpa campur tangan pemerintah, pihak-pibak
yang sangat terganiung pada pihak lain, akan sangat ovadah dickploitesi  tanpa
belas kasih sama sckall, Secara ckonowmis, dapat dilakukan penawaran yang
terbaik terhadap pihak yang membutubkan, namun secara moral tindakan tersebut

tidak dapat dibcnarkan. Dalam hal inilah pengaturan diluar kebiasaan pasar

SA. Briggs, Fhe Welfure Stare in Mistarical Perspective, dulam; Archiivas Buropeans de
Suciology 2, hal. 221-238. Scbhagaimana dikutip daei Donald J. Moon, Respansibility Rights &
Welfare, the Theory of the Welfare Stare. Wesl view Press Ing,, Boulder, Colorado, 1988, hal. 21,

"Robert E. Goodin, Reason For welfire, Beonomies, Sociological and Politicel bt
Ultimately Moral, dalam Responsibiliny Right & Wellare, The Theory of The Welfare State, Donal
J. Mooun, 1bid, hal. 22

“1hid, hal, 24 dan 33.

*Oscar Lufontaine, Rancangan Globatisasi (Jenvethenr Kuvn Sosial Demokrat), dalam
Ade Ma'rul dun Anas Syahrul {editor): Shaping Globulization Jowabmn atas Neoliberalisime,
Kumpubam Makatah dalom Interaccional Conferance 178" of June 1998, Willy Brandt [Haus,
Beshin, diterjemabknn oleh Dign Prativi & Fotchol Mu'in, Yogyakarta: Jendela, bad 1.

Universitas Indonesia

Analisa Tentang..., Novita Milanda, FH Ul, 2009



dimaksudkan uptik melindungi agar tidak terjadi eksploitasi terhadap pihak-pihak
yang memiliki ketergantungan dan pihak-pihak tersebut juga tidak dapat
dimanfaatkan oleh pihak vang lebib kuat, schingga ada suatu perlindungan
terhadap pihak yang memiliki ketergantungan,

Menurat Sri Redjeki Hartono, babiwa asas campur tangan negara terhadap
kegiatan ekonomi merupokan salah satu darl tiga asas penting yang dibutuhkan
dalam rangka pembinaan oila hukug dard asas-asas hukum nasions! ditingau dari
aspek hukum dagang dan ckonomi. Dua asas lainnya adalah asas keseimbangan
dan asas pengawasan publik'’. Kegiatan ckonomi yang terjadi dalam masyarakat
membutuhkan campur tangan negara, mengingat tujuan dasar kegiatan ckonoms
adalah unfuk mencapai keuntungan, Tujuan ierscbut mendorong ferfadinya
berbagai penyimpangan bahkan keeurangan yang dapat merugikan pihak-pihak
tertentu bahkan semua pihak, Oleh karena itu, diperlukan campur tangan negara
terhadap kegiatan ekonemi secara wnum sehinaga hubungan hukum yang terjad)
tetap berada dalam batas-balas keselmbangan kepentingan semua pibak dalam
masyarakal. Melindungli  kepentingan produsen dan  konsumen,  sesckali
melindungi kepentingan negara dan kepenfingan umum terhadap kepentingan
perusahaan ataw pribadi'’

Menurut Friedmann, dalam hubungan dengan €konomi campuran, negara
mentiliki empat fungsi vaite'™:

I. Negara sebagai penyedia, dalamn kapasilas tersebut dilaksanakan upaya-
upava untuk memenuhi stsudsr minimum yang diperfokan masyarakat
dalarn rangka mengurangt dampsk pasar bebas vang dapat merugikan
masvarakat,

2. Negara sebagai pengatur, entuk menjamin keteritban agar tidak muneu!
kekacavan. Sebagai comtoh pengaturan dalam bidang hukum persaingan
usaha, agar [ereiptanya stat persaingan usaba yang sehat.

3. Campur tangan langsung dalam bidang perekonomian melalui BUMN,

karena ada bidang usaha tertentu yang vital bagi masyarakat, namun tidak

;’nSr’I Redjeki Hastono, Kapite Sefekea Hukinr Ehenord, Bandung: Mandar Maju, hal. 13,

“Muid, hat 13,

Woikeang Friedmann, The Sty mwd The Rale af T Fr o Mives Frouomy, Slgwns &
Sens, London, 1971, hat. 3
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menguntungkan bagi perusafiaan swasta alau usaba yang berhubungan
dengan kepentingan pelayanan umom.

4. WNogara sebagal pengawas, yang berkailan dengan besbagal macam
produk aluran bukum untuk menjaga ketertiban dan keadilan sekaligus
bertindak sebmgai penepak hukum.

Dengan demilian, kerangka pemikiran teoritis dan konsepsional yang

dimaksud memiliki relevansi yang kuat dengan fakia adanya beberapa kegagalan

pasar yang mewsjibkan adanya campuor fangan pemerintmb dalam bentuk

kebijakan publik. Berkaitan dengan pembahasan tesis ini juga adalah dengan
diberlakukannya UU Ne. § mhun 1699 dan pembentukan XPPU,

Untuk  kepentingan  penulisan ini, beberapa istilah vang dipunakan

diberikan pengertian operasional sebagai berikut:

L.

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan
atan atas penggunaan jasa terlenin oleh satu pelaku nsaha atau satu kelompok

pelaku usaha'®.

. Praktck monopoli adalab pemusaian kekuatan ekonoini oleh saly ataw lebih

pelaku usaha yanp mengakibatkan dikoasainys produksi dan atau pemasaran
alas barang dan atau jasa lerientu schingpa menimbulkan persaingan usaha

tidlak sehat dan dapat merugikan kepentingan mnum™,

. Pelaky ussha adulab sciiap orang perorangan atau badan usaba, baik veng

berbentuk baden hukum ateu buken badan hukum yang didiviken dan
berkedudukan atau melakukan kegiaton dalam wilayah hukom negara Republik
Indonesia, baik senditi  mavpun  bersamg-sama  melalui  peranjian,

menyelenggarokan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomd!®,

. Persaingan vsaba tidak schat adalah persaingan amtar pelaku usaha dalam

menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang ataw jasa yang
dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukwm atay menghambat

persaingan usaha'®,

. Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah

Pindonesia, Op O3 pasal ) angka (13
Vs, pasal | angka (D)

Prbid, ps.  angka (3%

“1hid, ps. § angka (6L
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pemasaran tertenin oleh pelaku usaho alas barang dan jasa yang sama atau
sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut’”

6. Pemusatan kekualan ekonomi adalah pengugssan yang nyata atas svatu pasar
bersangkutan oleh satu atau lebih pelakyu osaha sehingga dapat menentukan

hargs barang dan alay }égsazg‘

1.6 Mectode Penelitinn

Penclitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaknt
metods penelitian yang mengack kepada nerma-norma hukum veng ferdapat
dalam peraturan perundang-undangsn maupun yang sudah secara  konkril
ditetapkan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan memautus perkara tersebut,

Pendckatan yang digunakan dalam penelitian ini adalab sinkronisasi
vertikal dan horisontal yaitu meneliti keserasian antara ketentuan-ketentuan yang
berfaku, Adapun sinkronisasi vertikaf, menelitl keserasian UU No. 5 tahun 1999
dan peraturan yang terkait dengan monopoll, sedangkan sinkronisasi horisontal
adalah meneliti koasistensi putusan-putusan KPPU terhadap prakiek manopoli.

Guna memdukiung penclitian i, diperukan suatu data sckunder yvang
diperolch melalui studi perpustaksan, Data sekunder digolongkan menjadi 2
bahan hukum yvaknl perlams, behan hukom primer vang meliputi produk lembaga
legisiatif, dalam penulizan ini adalah UU No. § chon 1999 dan putusan KPPUL
Kedua, bahan hukum sekunder vang meliputi artikel, tulisan ilmiah dan atau
majalah hukum’,

Selanputnyva, dats yang dikumpolkan stau dianalisa secara kualitatif, yang
artinya bahwa data vang diperoich torsebut di atas akan diamalisa secars

menyeluruh*®,

1.7 Sistematika Penulisan
Penelitian tentang pencrapan monopoli dalam hukum persaingan usaba

berdasarkan putusan KPPL yang tertulis yang terdiri dari beberapa bab.

Vitid ps. 1 angha (10},

Brhid, ps. | anpks {33

PSosione Soekanto dan Su Mamndii, Penalition Fukam Normotf Swatn Tinjian Singhe,
Cet. 135, Jakasts OV, Rudawal, 1990, hal 115,

FSaciono Seekonto, Pengenior Peneiiton, Cev. T, Jakarta; Ul-Press, 1986, hal 31
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Bab Perfama, scbagai pendahuluan diwssikan Istar belakang masalab,
rumusan permasalaban, fujuan penelitian, kerangka teori dan konsepsi, metode
penelitian yang dignuakan dan yang terakhir adalsh sistematke ponvlisan.

Bab Keodua, mempericlas teort monopolt dengan membahas teriebih
dahule pengertian pasar dimana monopeli menjadi bagian dari pasar yang
dinvaksud, selanjuinya membahas monopoli secara kebih mendalam, Pembahasan
terakhir dalam bab ini adalah mengenai metode pembuktian  terhadap
penyalahgunaan praktek monopoli.

Bab Ketiga, menjelaskan penerapan monopoll dalam  pulusan-putusan
KPPU dimana penjelasannys meliputi pelaku usaha, duduk perkara, pertimbangan
hukum dalam mengambil keputusan mengenai monopali yang dibagt menjadi 6go
kelompok, pertama vaity monopoli bordasarkan peraturan perundang-undangan
yaitu putosan KPPU 22/KPPULL2007 dengan pelake usaba PT. Angkasa Purz |
(PT. AP I3 dan putusan KPPU nomor 08/KPPLU-I2005 dengan pelaka usahz PT
Surveyor ladonesia (Persera) dan PT Superintending Company of [ndonesia
{Persero). Kedua, monopoli berdasarkan lisensi/agreement moliputi, putusan
KPPU nomor Q4/KPPU.I/2003 dengan pelaku wsaha PT.Jakarta International
Container Terminal (PT. HCT), putusan KPPU nomor GI/KPPU-L/2004 dengan
pelaky wsaka PT. (Perscro) Pelabulian Indonesia 1, putusan KPPU nomor
Q3/KPPU-L72004 dengan pelako vsaha Perusahaan Umum Percctakan Uang
Republik Indonesia {Perum Peruriidan PT Pura Nusapersada, dan putusan KPPU
nomor 28K PPLU-1/2007 dengen pelaku usaha Koperast Karyawan Otorita Batam
{(KKOB) dan Koperasi Pengemaxdi Faksl Domestik Sckupong (KFTDS) Ketiga,
monopoll berdasarkan Penguasaan Pasar dengan kasus putusan KPFU nomor
07/KPPU-LA2G0T terkait dengan PT. Tetekomunikast Selulay

Bab Keempat, membahas putusan-putusan KPP ditinjau dari aspek
yuridis mengenat perkara-perkara yang berkaitan desgan praktek monopoli.
Adapun aspek yuridis yang dibahas meliputic pertanya, Kongistenst putusan KPPU
terhadap penerapan monopoll vang berkailan dengan pelaku usaha, pengnasaan
atas produksi den otsu pemasaran barang dan atau jasa dan akibat terjadinya

prakick monopol. Kedus, metode yang digunaken uniuk pembuktian prakick
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monopoli. Ketiga, pertimbangan hukum terhadap prakiek monopoli dalam
putusan-puttisan KPPU dan pengadiian.

Bab Kelima, merupakan penutup vang memiat beberapa Kesimpulan dar
jawaban terhadap permasalahan-permasalafian yang dibahas scrta beberapa saran

yang terkait dengan permasalahan vang muncul dalam hukum persaingan usaha.
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BAR 2
TINJAUAN MONOPOLI DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA

2.1 Konsep Pasar

Menurut UL No. 3 tahun 1999 pasar adalah lembaga ckonomi di mana
para pembeli dan penjual baik secara lanpsung maupun tidak langsung dapat
melakukan transaksi perdagangan barang dan &t&a}as&ziv

Pengertian pasar dapat beraneka ragam. Para ckopom moengartikan pasar
sebagai suatu arena yang didalamnyva mempertekarkan barang dan jasa, Bagl para
agen pemsgsaran, pasar adalah suatu proses sosial vang dengan Hu individa dan
kelompok memperoleh apa yang merckas butshkan dan inginken melalui
pembuatan dan pertukaran produk dan nilai produk dengan yang lain, Bagi pam
sarjana hukum, paser eadalah unit yang bersangkwian dari analisis untuk

mengevaluasi kekuatan pasar™.

*'Indonesia, Op.Cit, pasal | angka (9)
PMartin  Taschdjion, Defining  The Relevant Mavkes, Paper Kingston, Jamaica,
wwav.lessproject.oom/products/missions%20support/ jam_pres 2.pd(, 25 Tanuaei 2009,
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Dalam ilmu ekononti pasar yang paling ideal adalah pasar persaingan sempurna

yang memiliki beberapa karakteristik tertentu™. Ini adalah jenis pasar yang ideal

vang dalam prakicknyva sangat sullt untuk dicapai.

i

Bentuk-bentuk pasar lainnya yang dikenal secara umum adalah™:
Monopoli, yaitu apabila pelaku tidak memiliki pesaing, jadi pelaku usaha
tersebut adalah pesaing tunggal vang menguasat pasar bersangkutan,  Jenis
pasar ini adalah jenis vang berlolak belakang dari pasar persaingan sempurma.
Dalam pasar monepolt hanya ada satu penjual sehingga penjual mempunyai
kekuatan mutiak untuk menentukan sendiri jumlah barang yang akan dijual
herdasarkan pada kewntungan yang akan diraih. Sementara pembeli tidak
dapat berbuat apapun selain menerima harga yang ditenlukan oleh pedagang
terschut. Akibatnya, barga yang diteniukan di dalam pasar monopoli akan
selaly lebih tinggl dibandingkan dengan pasar vang bersifat persaingan
sempurna. Pasar monopoli dapat terbentuk teruiama karena adanya hambaten

bagi pelaku vsaha Jain uniuk masuk ke dalam pasar.

Pprathama Kaharke don Mandale Manurung, Pengmuar i Ehonomi (Mikrockanoni &

Makrovkonami}, Jakurts: Fokulins Frosost Universiias Indonesia, 2004, hal 173
Karakteristik dart passe porsaingan serpirns yainn

a4,

Semua premsahaun memproduksl barang vang homopen vehe produk yaog  muwepu
memberikan  kepussan Repads Ronmemes tanpz periu meagetehul siopa peodusennys,
Konsuren sidak membeli bursng (apl mengguasken borang, kassmn  sermun perasahan
disnggap mampu memproduksi bareng dan fass deagun kealitas dan karokierisiik vong sama,
Produsen dun kensumen memilikd pengetahuanfinformasi sempurnn. Para pelaku ekonomi
memitiki penpetahunn enlang barga weoduk dan iopul yuag dijual, Konasumen tidok akan
menerima diskriminosi harga satu perusahaan denpan perusahasn lainnys terhadap sadn jonis
barang.
Gulput perusabpan celatfl keeil. Semua perusahaan dalam industri dianggap berproduiksi
clisicn bk dalam fangka pendek atsupun japgka panjang. Kendati demikian jumlah output
seitap prrosohaon seears ipdividy dianggap relaiif keeil dibandingkan jumlah output seluruh
peruszhann dalans indusle,
Perusahaan menerim bargs yang ditentukan pasar. Keaschuensi dosd autpul perosahian vaog
selalil febdh kel adalab bohws perusshaan menjual produkava desgan herpaiokan pada harga
yang dietopkan puser, Korcos secum individe perasahusm tduk mampe mempengarubi borga
pasar, hal yang dopst dilsluken porusshoon adalah meayesvsian Jumloh cuipul anluk
mencapat laba maksimum,
Keleluosnan kelumr mawk peswr. Dolem passr perseingen somipurna fakior produks
mobliitasays fidak terbaiay duw sidok ado binvs yang hams dikelusrkan ontul awoindohkan
Faktor produks, Maksudoye, Bltor produltst sepertt teaaea kerin mudah diphudahlan darl sate
ismpat ke tempst hinnys st dart satw pekerjoen ke pekerizan hinnys tanpe blays. Mt
wrseht mesycbabkan pevosahagn letuass hohne mosek paser, She ponusabuag onarik puda
saiu indusirl, dengan segers dogad minsuk. Bila ddak tertarik tagl ston papal devpan segora
dagat keloy,

“Kewd Mansen, ol all. Undmrg.Undang Larangan Monepoli dan Persaingen Usohe

Trdak S, Jokarny GTE-Katelis, 2001, hat 30,
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2. Dugpoly, vaim struktur pasar dimana ferdapat dua pesaing kual yang
MEnguasai pasar,

3. Cligopoly, yaitu bentuk pasar yang ada di antara monopoli dan pasar
persaingan sempurna. Pasar jenis ini ditandai dengan adanya beberapa penjual
dan relatif banyak pembeli. Dalam pasar oligopoly masimg-masing pedagang
mempunyal kekuatan ustuk menemtokan  pasar, dimana  masing-masing
pedagang dapat saling bersaing atav dapat puls melakuken kohusi di antara
mereka.

4. Polipoli, yaitu struktur pasar ditnana tordapa! scjumilah besar pesaing, vang
tidak satn pun sanggup meénguasal pasar bersangkutan. Polipoli dapat

menciptakan stinasi persaingan sempurng,

Palam UU No. 3 tehun 1999, istilah pasar tidek digunakan sceara
tersendiri, namun pengertian pasar tersebut meletakkan dasar untuk pengertian
pasar bersangkutan, struklur pasar, perilaky pasar, pangsa pasar dan harga pasar.
Pembahasan selanjutnya hanya mengenal pasar bersangkutan, guna menjadi teori
dalam menganalisa UU No, 3 tabun 1999 pasal 17 mengenai monopoli.

Isiilah pasar bersangkutan merupakan istilah seniral semua tata hukum
antimenapoli dimana pengerlian umum teatang pasar dibatasi dengan pasar
bersangkutan. Ada beberapa pandangon (enfang pasar borsangkutan yaitu sebagai
berikut:

i, Fronz Jurgen Sacker dan Jens Thomag Fuller

Pengidentifikasian pasar bersangkotan berdasarkan pasar pasokan {supply
marke!} dan pasar permintean {demand morkery yang dilihat dand segi fakiual dan
geografis juga pengidentifikasian pasar bersangkutan dari segi waktn®™. Tojuan
pengidentifikosian tersebul adalah untuk menilal penpussaan pasar dari sepl

pemasok dan dari segl pembels mongrt hukum porsaingan usoha,

2. The Sherman Antitrust Act (1896}
Pasar bersangkutan keberadagnnya dibatasi dengan pesfama, jangkevan

atau dacrah pemasaran. Kedua, kelompok pelaku nssha, Ketiga, barang dan/atay

ZFhid hal 95- Hid,
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jasa tertenty, yaitu barang dan/atau jasa yang sama afav sejenis, atau subsitusi dari

barang danfatau Jasa tersebut™

. Pembatasan forsebul peating Karena transaksi
hanya mungkin terjadi dalam kelompok peloky usaha tortentu, atas barang

dan/atau jasa tertentu, dalam jangkauan atan daerah pemasaran yang tertentu pula.

3. LS Horozomtal Merger Guidelines

Pengidentifikasian pasar bersangkutan melalui suatu produk atau suatuy
kelompok produk dan suati arca geoarafis, Untuk menemtukan hipotesis mooopoli
penguasaan  pasar, perlu mengevaluasi  kecenderungan respon  perminiaan
konsumen untuk beralih ke poduk lain atau ke produk yang sama yang diproduksi
oleh perusahaan dari tempat lain. Sifat dan ukuran dua tipe respon permintaan ind

menentikan Hoghkup pasar prodok dan pasar gcogz‘aﬁsz?‘

4. Enropean Commission

Pengidentifikasian pasar bersangkutan merupakan alat untuk menentukan
lingkup persaingan di antara pava pelaku usaha yang dilaksanakan kasus per kasus
mencakup dimensi produk dan georafis. Tujuan wlamanya  adalah  untok

mengetahul sistematika hambatan-hambatan persaingan yang dihadapi”™.

5. UNCTAD

Pengidentifikasian pasar bersangkutan melipuli semua barang dan jasa
yang dapal mensublifusi, serla semua pesaing di daerah berdekalon vang dapat
dihubungi pembeli apabila hambatan atau penyalshgunaan penguasaan pasar

mengakibaikan kenaikan harga yang tidak berarti®.

Hrhe Shermun Antitrast Al {1850} liha juga
hupefhwear sleleduipeople/besier/antirnstsintutesisherman o), 25 Januad 2000

U8, Departemunt of Justice and the Federal Trads Comwision, Horosonte! Merger
Guidelines, lssved  Aprid 2, 1992, revised, Apd 8 1997, that  jugs
hitprAvwivasdal eo/atrinublic/aaidelions/ Bocizhook/ma | el 28 Janear] 2600,

“European Commdssion Notice on the Delination of Relovant Market for the Parposs of
Comrpunity Competilion Law liba juge hip#eusonsewscadplusiles/endvi/i26673 m, 13
Tanuad 2069,

TUNCTAD Continued Work on (he Elaboration ol A Maodel Loty or Laws on restrictive
Business Practices dalam Commenlary 10 arlighe 2 likat  juga
hup:www.anetsd. are/enfdoes/tbebp8 LeS.pdf,25 Januard 2009,
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8. FPasal 1 angha 18 U No, 3 tabn 1999
Pasal ini hanya mengasumsikan adanya pasar pasokan, sehingga tidak
dapat digunakan univk mendefinisikan pasar pcrmintaan. Dari pasal fersebut -
terdapat dua kriteria pokok untuk mengidentifikasi pasar bersangkutan yaity,
a. barang dan/atay tass vang sqma atau seicnis atau subtitusi dart barang dan/atay

iasa tersebul.
Mengenai barang dan/atan jase yang sama atau sefenis afpu substitusi dari

barang dan/atau jasa tersebot ads beberaps pendapat sebagai berikot;
11 Franz Jurgen Sacker dan Jeas Thomas Fuller

Penentuan pasar bersangkutan dari segi faktual dengan cara menetapkan
barang danfatau jasa yang dapat disobtinusi barang danfatau jasa lain, Jika
terjadi kekosongan subsitusi, maka barang-barang tersebut tidak berada dalam

pasar bersangkutan fakeuaf™, -

2; A M Tri Angaroind -
Dalam mencntukan pasar produk, terdapat tiga hal pokok yaug perlu

dianalisa, yakni sianys’':

» kenaikan harga, yang harus membual sebagian {meskipun kecil) pembeli
beralih ke produk penpeanti;

+ adanya reaks! pembeli dang

» prinsip pasar terkectl, dimaksodkan vatnk mencezah terbentuknys pusar
yang bermacam-macarm dan luas, schingga dapat menyulitkan deteksi seria

mengaburkan kegiatan anti persaingan tersebui.

3) Ewropean Commission
Mendetinisikan suatu pasar yang bersangkutan mencakup semua produk
dan/atau jasa yang dianggap sebagai produk danfatau jasa yang dapat saling

disubsitusikan oleh konsumen karena karakterisitk produk, harga dan tujuan

*Krnud Hansen, Op Cl, hal 95, -
HAMTA Angaainl, Peserapan Pendokaton Rude of Reason™ dan “Per B kgl
Dafear Hukwn Persoinpor, vmal Hokum Sisals. Volume 19, 2007 hal 18,
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pengUNARNNYA .

4} Furopean Lnion -
Lintuk menganalisis pasar produk dengan menggunakan analists substitugi

yang dapat diukur dari;

» Tingkat fungsional dari perdagangan: termasuk hubungan grosir dan retail
melalui rantai nilai yang kompleky dan berjapis;

«  Subtitusi permintaan: hambatan bagi kossumen untuk beralih ke produk
atau pemasok ain;

# Lingkup wakiu analisis: biasanya satu tahun, namun dapat pula 18 bulan
atan dua ahon;

*  Semmentast konsumen ataw sub pasar uniuk analisis diskriminasi harga:

»  Substitust rentai: produk A dan C mungkin tidak saling mensubstitisi, :
namun produk B dapat mensubtitusi kedvanya, schingga mcletakkan A -

33 -

dan € ks dalam satu pasar yang sama™,

53 UNCEAD
Menjelaskan bolrwa di dalam prakick ferdapat dud penguiian yang et
kattannaya saiu sama lain dan saling melengkap! untul mengidentifikasi pasar

produk yang bersangkutan, yaitn kegunaan yang saling dapat dipertukarkan®™,

6) Fasal 1 angho 10 UU No. 5 talum 1299
Kriteria subsilusi dalam pasal tersebut, menurui analisa Franz Jurgen
Sacker dan Jens Thomas Fuller adalah™;
o dapat ditentukan secara afsohd sifat barang danfatau jasa yang sama
atan sejenis
« Berdarkan sifat berang danfatau jmsa, pembeli perlu mengongyap

bahwa barang dan/atau jasa tersebut dapat digant barang dan/atau jasa

*European Commission Notice. Op.Cil,

PMartin Teschdjian, Defining  The Relevanr Marker, Paper Kingsion, Jamaica, -
wwvLlessproisctaomiareducty missions%Wsunport lam pves 7 edl 20 Joii 2004,

FUNCTAD Continued Work, 180

Frgnud Hansen, 4p. Cif, hal. 7.
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lainnya.

b. janskauas atau dacrah pemasaran fenenty,

Mengenal jangkavan atan dacrah pomasaran lerfentu ads  beberapa
pendapat sebagai berikut:
#} Franz Jurgen Sacker dan Jens Thomos Fuller

Mengidentifikasi pasar geografis dard sudut pasar pasckan dan pasar
permintaan. Ponenin pasar permintaan geogeafis adalsh pembelt dalom pasar
bersangkuian dapat ditukarkan antar wilaysh, Apabila pemasok dapat mencard
pembeli di daerab lajn, maka pombeli tersebut berada dalasn pasar bersangkutan

vang sama dari segi geografis™.

2} Ervropean Comnission
Mendefinisitkan pagar geogralis yang bersangkulan mencakup arca yang
didatamnya perusahaan yang dipersoalkan techibat datam suplai produk dan/atau

: - : 37
jasa yang didalarmmys kondisi persaingan cukup homogen™.

3) UNCTAD
Pasar geografis diartikan secara fuas scbagal area yang didalamnya penjual

praduk ajar jasa terlentu menjalankan usaha™,

$)Pasal | angka 16 VU no. 5 iahun 1999

Menyebutkan adanya dacrah pemasaran yang dalam prakisk tidak suiit entuk
mengidentilikasi pasac geografis. Tapl untuk mengindentifikasi pasar geografis
tidak dapat digonakan scoeara terpisah dari faktor-faktor lain yang membatasi lebih
lanjut daerah pemasaran yang mediputi strukiur distribusi, blaya transportasi,
pasokan barang dan/alau jasa yang ierikat fempot, keblasaan permintaan rertent

dan kondisi akses pasar™.

“ibid, bal. 105,

PEuropens Commission Notice, 25,

BUNCTAD Continned Werk, fbid.

¥Sih Yoliona Wahyuninglyas, Urgensi Pengonwan Testong Pasar  Bersoughutan
{Relevan Markeiy: Dalanm Hukim Pevsoingen Lsetho oF Feddoiiesin, Juemat Bukum Bisols, Yolume
19,2662 bal. 31,

Universitas Indonesia

Analisa Tentang..., Novita Milanda, FH Ul, 2009



Penguojian torhadap pasar bersanghotan dengan menggunakan dimensi
produk dan dimensi geografis dilakekan oleh European Commission dengan
memperhitunghan™;

I. the recerdt past, dalam Kasus tertento adalah mungkin untuk menganalisa bukii
berkaitan dengan variasi harpa sekarang,

2. the result of specific studies, elastisitas permintaan suatu produk dapat ditji
dengan melakukan uji ckonometrika dan statistik;

3. the views of customer competitors, yakni dengan menghubungi konsumen dan
pesaing uviama dari pelake usaha vang dipersocalkan untuk mendapatkan bukti
fakiual dan memperkirakan reaksi dalam hal fedadings variasi harga dalam
area gocgrafis;

4. consumer praference, yakni dengan menyinia peleku usaha yang dipersoalkan
untuk melakukan studi pasar sebelum meluncurkan suatu produk di pasar atau
menentukan harga;

barriers and cost, keduanya disertai dengan beralihnya permintaan ke produk

L% )]

afau area iain;
6. different categories of customer angd price discriminations, suaty kelompok
konsumen yeng {cipisah dapat mencipfakan pasar yang lebih sempit dan

terpisah ketika kelompok tersebut berada dalam diskriminast harga.

Metode penentuan pasar bersangkutan  digunakan untuk  menentukan
apakah terdapal pesaing aktual yang mampu menghambat persaingan usaha yang
sehat dan untuk mengkaji lingkal kompetensi nyata di pasar, terutama pada pasar

monopoli yang berkaitan dengan pelaksanaan praktek monopoii.

2.2 Monopoli Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha
Penbahasan mengenai monopali dimulai dengan pengertian tentang
monopeli. Monopoli menurut pasal | angka 1 ULl No. 5 tahun 1999

mendefinisikan bahwa:

¥ Eoropesn Covunission Notice /bid,
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Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran bavang dan
atay atas penggunasn jasa tertenty oleh saty pelakuy ussha aslau salu

kelompok pelaku usaha.

Sedangkan praktek monopoli didefinisikan pada pasal 1 angka 2 UU No. 3 talum
1999 vang menyatakan bahwa:
Praktek monopoli adalah pomusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih
pelaky usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran
atas barang dan ateu jaga testenty schingga menimbulkan persaingan usaha

tidak sehat dan dapat meregikan kepentingan wnum.

Sementara ity Black’s Law Dictionary mengartikan monopoli sebagai “a privilege
or pecilior vested in pne or more pRISONS oF compmuics, consisting in the
exciusive right ar power fo carry o8 4 particudar business or frade, menfochoe ¢
particylar artivie, or control the sole of the wiole supply of pariicuior
commiodi”™.

fika dibandingkan antara dpa pengertizn terscbhut, yaitu pengetian
menapoli dalam UU Ne. 3 tahun 1999 dengan pengertian monopoli berdasarkan
Black’s Law Dictionary terdapat perbedaan yang cukup mendasar, Dimana UU
No, 5 tahun 1999 memandang moenopol] sebagal penguasaan pasar, sedangkan
Black’s Law Dictionary memandang monapoli sebagai suai hak istimewa yang
dapat menghulangi adanya porsaingan bebas yang akan berakibat langsung pada
penguasaan pasar,

Apapun pengertian yang diberikan ferhadap monopoli, pada kenvatzan di
masyarakat, cksistensi monepoli  tetap  ada.  Keberadaanya, ada yang
menguiungkan dan ada vang merngikan perekonomian masyarakat.

Agpek yang menguntungkan darl keberadaan monopoli adalah sebagai
beikut'™:

u. Monopoli, efisiensi dan pertinbuhon chonomi

HHeney Cumpball Black, 8lack's Low Dictinnery, Sixth Edition, 81, Peul, Minn, West
Publishing Co., 1990 hal_ 1007,

“prathama Rahorja dan Mandala Manurung. Pengantar i Ekenami (Mikrackonomi &
Meakroskonomil, Jakaria: Fakultas Ekonomi Univergilos Indonesia, 2004, hal. 163.
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Monopoli mempunyai kelebihan vaitu mampu mengakumulast laba super
normal dalam jangka panjang, Kemampuan ini sangat dibutuhkan agar mampu
membiayai riset dan pengembangan dalam rangks mendapathan tekaologi
baru atau menyempurnakan tekaologi yvang sudah ada, guna meningkatkan
efisiensi. Dengan peningkatan efigicnsi, dari jumlab faktor produksi yang
sama dihasilkan output yang lebih besar. Dengan kata lain, jika monapoli
dikelola dengan baik akan mendorong pertumbuban ckonomi.

b, Monopoli dan ¢fistensi pengouadaan bavang publik

Tidak semua barang publik dapat disediakan secara efesien Jewat pasar,
karena barang poblik hanya efisien apabils pengadaannya dilaksanakan dalam
skala besar. Scbagai conich, pengadaan julon raya, pelabuhan Ifaut,
transportasi, telekomunikasi dan air minem. Karena efesien jika dalam skala
besar, perusahaan harus mendapatkan hak monopoli. Dalam jangka panjang
diharapkan mampuo menjadi monopolis alamiah vang memproduksi barang
publik dengan harga murah.

e. Monopoli dan peningkatan kesejatoraon masyorekat.

Perusahasn monopolt jika diblarkan mamang dapat merugikan kerena
mempraduksi barsng lebih sedikit dan menjual dengan lebth raahal, Namun
dapat diberlakukan kebijakan pengawran dus horge yang dapat digunakan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kebijakan ini memungkinkan

dilakukan peninglkatan owfpur melalui subsidi silang.

Selain memberikan aspek positif, monopoli juga memberikan aspek negatif dalam
persaingan usaha yaitu™:
a. Hilangnys atau berkurangaya tingkat seiahteraan konsumen.
b, Moemburuknya kondisi makroekonomi nastonal.
c. Memburuknya kondisi perekonomian internasional .
Olel karena monopoli memberikan aspek positit’ dan negatif, mzka perin

dijelaskan lebih lanjut mengenai jenis-jenis monopoli yang dilarang karena

Bihid bl 157

Universitas indonesia

Analisa Tentang..., Novita Milanda, FH Ul, 2009



21

merugiken masyarokat dan monopoll yang diperbolehkan karcon mengontungkan
bagl masyarakat yaitu**:

1. Monopoli vang terjadi karena dikehendaki aleh Undang-Undana{Monopaly

Pasal 33 UUD 1945 meonghendaki adanya monopoli nepara untuk
menguasai bumi dan air berikut kekayaan alam yang terkandung di dalamnya,
serta cabang-cabang produksi yang monguasal hajat hidup orang banyak.

Sefain Hu, benfuk Iain monopoli vang diakus dan dilindungi oleh Undang-
Undang diberikan kepada pelaku usaha vang memenuhi syarat terients atas hasil
riset dan inovasi yang ditakvkan scbagai hasil pengembangan teknologi yang

bermanfaat bagi umat manusia merupakan.

2. Monoooli vang lahir dap wmmbuh secara alamiah Karena didekung oleh iklim

Hnokunean usaha vane sehat (Monopoly by nature),

Monopoli bukanlah suaty  perbuaten jahat  atay  ierlarang  apabils
kedudukan ferscbut diperoleh dengan mempertahankan posist tersebul melalu
kemampuan prediksi dan naluri bisnis yang prolesional, kemampuan sumber daya
mangsia yang profesional, kerja keras dan slraiegi bisnis yang tepat dalam
memperighankan posisinya, Dimang perusabaan mainpe mengelola secara tepat
Hima fuktor persaingan schagaimana yang dikemukan olch Porter, vailu daya tawar
menawar pemasck, ancaman pendaisng baru, days tawar menawar pembeli,
ancaman produk atay jasa subtitusi dan persaingan antara perusahaan yang ada®.

Selain itu pelaku usaha atan perusahaan seperti di atas sering memiliki
rahasia dogang {rade secrer) yang mampu menempatkan perusahaan scbagai
perusahaan monopoll

Perusahan monopoli ini memitiki kontribusi erhadap cfesiens! ckonomid
dan keselahicraan konsumen karens mampt menawarkan sualu kombinasi antara

Kualitas dan harga barang/jasa sebagaimana dikehendaki oleh konsumen.

M rahony trshim, Op.Cir ud, 4044,

“Michad B Porer, Campenitive ddvamtnge. Creating and Sustadning  Swperior
Porformoncs, edizl tndonusiu: Kenneewlan Borsedng, Mesciptahon dan MMemperighodban Kinerio
{nggnf, diteriomahken pleh Apus Dharren ik, Erfangas, Sukarty, 1993, bal, &,
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Monopaoli alamiah juga dapat terjadi bila untuk suatu ukuran pasar akan
febih efisien bila banya ada satu pelsku usaha yang melayani pasar tersebut
Perusahaan kedun veng momasuki era persaingan akan menderita rugl dan
tersingkir secara alamiah, karcna vkuran pasar vang tidak memungkinkan adanyva
pendatatg baru,

Dalany bentuk lain, monopoli akarniah juga akan mwteul jika pelaku usaha
memiliki kekhususan yang ditawarkan pada konsumen, misalnya karena rasa dan
selera tertento yang tidak dapat ditirn oleh pelako usaha yang lain.

Berfakunya Undang-Undang No. 5 abun 1999 hanya univk memastikan
bahwa kekuplsn vang dimiliki oleh perusahsan monopoli tersebul tidak

disalahgunakan entuk mematikan persaingan usaha.

3. Mononali vane dineraleh melaiui fisensi dencan mengounakan mekanisimg

kekuasaan (Monopoly by License).

Monopoli seperti ini dapat terjadi karens adanya kolusi antara pelako
usaha dengan birokrat pemerintah. Kehadirannya mengakibatkan distorsi ekonami
karena mengpangn bokerjanva mekanisme peassr vang cfisien. Dengan lisensl
yang tclab diperoleh dan pemerintab, peloku usabia tinggal wmenungsu laba masuk

saia.

4, Monopali karena terbentuknya strakiur pasec akibat perilaku dan sifat serakah

manusia,

Setiap pelaku usaha yang menginginkan Keuntungan besar dalam wakiu
yang singkat dan dengan pengorbansn dan modal yang sekecii mungkin atau
modal yang sanzot besar untuk memperolel penguasaan pasar gung menggusur
pesaing vang ada. Manifestasinys dengan mengbindart muncuinya pesaing baru,
karena munculnya pesaing baro dalam berusaba akan menurunkan tingkat
keuntungannya.

Hal ini dapst terjadi karena keputnsan icntang kualitas, kuantitas dan
kebijakan harga tidak lapi ditentukan oleh satu pelakn usaha, tetapi dipenganthi
oleh pesaingnya. Itulah sebabnya para pelaku usaha cenderung melakukan hal-hal

yang bersifat anti persaingan dalam menjatankan usahanya.
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Jenis monopoli  ysng terjadi karena dikehendaki oleh Undang-Undang
(Monopoly by fmv) dan monopoll yang lahir dan tumbuh secara alamiah karcna
didukung oleb iklim Hngkongan usaha vang sehat {Momopaly by nanreiperly
diawasi dan diatur agar kekuatan ekonoesi vang dumilikinya tidak disalahgouakan.
Sedangkan monopoli yang diperoleh melalui lisensi dengan menggunakan
mekanisme kekuasaan (Monopoly by ticense) dan monopel: karena terbentuknya
strukiur pasar akibat perilaku dan sifat serskah manusia dapat mengganggn
mekanisme  pasar dan  harus  dilarang  karena  menycbabkan teriadinya

pembentukan pasar, pembagian pasar dan konsenteasi pasar secara sepihak™.

2.3 Metode Pembuktian Terhadap Peayaiahganaan Prakiek Monopoli

Guna miengetahai suatu tindakan pelaku usaba mcrupakan pelanggaran
terhadap Undang-Undang Persaingan Usaha, maka pendekatan per se #icedl dan
rade of reason menjedi acuan.

Pendekaton per se Hlegol diterapkan pada kondis) dimana tidak perlo ada
pembukiian lebib lanjul ats dampak yung ditimbulkan cleh pedanjian atau
kegistan usaha terscbut. Biasanya pendekaten per se illegaf diterapkan jika ada
ketentuan vang menggunakan istilah “dilarang”, w@npa anak kalimat “patut
diduga....” atau “yang dapat mengakibatkan...™

Dalam menerapkan pendekatan per s¢ Hiegal, erdapat dua syaral vekni
pertama, haras ditunjuk lebil kepada perilaka bisnis daripada sitvasi pasar, karena
putusan melawan hokwn difatuhken tanpa disertal pemeriksaan lebih lanjut,
Metode pendekamn ini dianggaep tepat jika perbuaten tlegal tersebut merupakan
tindakan sengaia oleh pelaku ussha yong schargsnya dapul dikindari. Kedus,
adanya identifikasi secara cepat atau mudah mengenai jonis prakick atan batasan

perilaku vang terlarang®™,

“pakpahan, Notsuin 8. Pokok-Fokok Pikivan Testang Hiden Persaingan Usola, Proyek
Pepgembongan Mukum Bkonomi dan Penvempurosun Sistem Pengataon, Drovek Elips, Jukarta
Eantor Menke Bkuwasbang. 1994, hal.3-6.

A M.Tri Acgeraini, Lo, Ci, hal, §

BCar! Kayson dun Doneld F. Turoer, Asviivusr Policy: an Econemic aud Legal Aualesis.
Cambridge: Harvard Universiiy Pross, 1971, hal. 143,
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Salaly satu manfaat terbesar penggunann metode per se Hlegol adalah
kemudahan dan kojelasannya dalam proses adininistrasi, [ samping ity
pendekatan ini memiliki kekuatan mengikat yang lebih ks daripada larangan-
larangan yang tergantung pada evaluasi mengenai pengaruh kondisi pasar vang
kompleks. Oleh karena itu, pengunsan pendekatan ini dapat memperpendek
proses pada tingkatan tertentu dalam pelaksanaan sebuah Undang-Undang. Suatu
proses yang mudah dan sederhang, karena hanva meliputi identifikasi pertlaku
yang tidak sah dan pembuktian alps perbuatan ilezal. Pendekatan ini tidak
diperivkan penyelidikan terhadap situasi dun karakteristik pasar™.

Namun demikian pendekalan ini momitiki hambatan yais kesvlitan bagi
hakim untuk membuktikan adanya perjanjian, kondisi ini menuntut hakim untuk

memiliki pandangan vang luas dalam memberikan keputusan®™.

Pendekatan rule of reason digungkan olch lembaga otorites persaingan
usaha unfuk moembuat evaluas mengenai akibat perjanjion atan kegiatan usaho
tertentu,  Menenitkan apakab  perjanjian  alaw  kegiatan  tersebur  bersifat
menghambat atay mendukung persaingan. Pencrapan ride of reason antara lain
ditihat dari bunyl ketentuan dalam Undang-Undang No.3 tahun 1999 yang
mencaniumkan kata “dapat mengakibatkan” dan atau “paput diduga”. Ial ini
menunjukkan perlunya  pencliian yang mendalam  apakah  suatu  tindakan
menimbulkan monopoli yang merugikan porsaingan™.

Penentuan pendekatan rule gf reason diawali dengan menctapkan definisi
pasar. Semua pethitungan, penilatan dan kepuiusan tentang implikasi persaingan
akibal perilaku apapun tergantung pada pangsa pasar dan bentuk pasar terkait™.

Datam melakukan pendekatan rede of reason, terdapat dua syarat yakni
perfama, adanya dampak kerugian yang signifikan dari prakiek tersebut. Kedua,

kerugian tersebut harus akibat dari praktek vang dilarang™.

b, hal. 142

rbid, hal, 142

AM. Tei Anggratini, Loc.Cit, hal. 9,

* hid, bat. 3.

2t awrence Anthony Suliivan, Aumtitensr, StPanl Minncsow Wust Publising, Co., 1977,
hal, 41,

Bt Kaysen. Loc.Cit hal. 143,
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Adapun iahapan pencrapan pendekatan sule of reason delam rangka

melakukan pembukiian snatu keglalan usaha melangpar Ketentuan peruadang

wndangan atau tidak adalal sebagai berikut®™:

L.

Melakukan pendefinisian terhadap pasar. Pasar vang dilakukan kajian atau

analisa adalah pasar terkait atan pasar relevan, yang meliputi pendefinisian

pasar produk dan pasar geografis. Pendefinisian pasar produk merupakan

upaya pengamatan terhadap pasar, dalam rangka mencatukan produk sejenis

termasuk produk peongganti, Sedangkan pasar geogralis menguraikan tentang

lokast produsen glan penjual produk. Proses pendefinisian terbadap kedua

koemponen pasar ini memiliki kesamaan dan tugas peayelidik adalah melipati

semua produk pengganti (elose substitnrsy dan alan sumber penawaran

produk yang sedang ditelifi, Pengamatan yang dilakukan dalam melakukan

penentuan pasar produk, membuiobkan kajian terhadap tiga hal pokok yang

mencakup:

a. Kenaikan harga,

b, Heaksi pembeli dan

¢ Prinsip pasac  terkect {unfuk mencegal) terbontuknva pasar vang
bermacim-nacam ;.

Melakukan pembuktian pasar geografis, artinya meneniukan ketersediaan

produk di berbagai Tokasi. Pasar goegrafis dilentukan atas pandangan pembeli

teniang ketersedinan produk pengganti yang dibuat atau dijuai di berbagai

lokasi. Pasar geografis biasanya ditentukan melalui batas-batas antara laim

a Biaya angkutan

b, Waktu Pengakotan dan tanif anghkutan

¢ Peratvran dan jangkuan iklas yang masih dibahas relevansinya.

Menentukan Dominasi Pasar

Hal ini dikaitkan dengan pcrsentase pangsa pasar yang telah ditentukan oleh

Undang-Undang. Dalam rangka menertukan persentase pangsa pasar terdapal

metade yang digunakan, Motode yang digunakan adalah melalui persentase

MAM. Vi Anggraini, Larangan Prokisk Monopoli dan Persaingan Usaha Tidok Sehat

Per Se Heged aian Rule of reason, Col, 1, Jokortx Program Poscasagjam Fakulus [ukem
Universilas Ddoncsia, 2003, hal. 104.
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nilal jual atau beli barang atau josa terfentu dalom satu kalender tohun
terteniu,

3, Membuktikan apakah tindakan pelaku vsaha itv mendorong atag menghambat
atau mematikan pesaing. Hal ini dapat dibuktikan melahti pengamatan alas
cara dun dampak yang dapat mengakibatkan prakick monopoli dan atau
persaingan usaha tidak schat oleh pelaku usaha dalam kegiatan vsahanya di
pasar bersangkutan. Cara merupakan wijud dari tindeken yang dilakuekan
oleh pelaky usaha yang merupskan suatu yang dilarang dalam Undang
Undang No. 3 Tahun 199, Sementara dampak sdalabs kondisi yang
dittimbulkan ¢leh kegiatan usaba pelaky usaha pada pasar bersangkutan yang
ditentukan dalam Undang-Undang No. 5 Tahua 1999, Pada beberapa pasal
dalam Undapg-Undang No. 5 Tahubn 1999 terkadang ditesnikan unsur cara
dan dampak.

EKeunggulan ride of reason adalah mengsunakan analisis ekonomi untuk
mencapai ¢fisicnsi guna mengelahut dengan pasti bahwa tindakan pelaku usaha
memiliki implikasi pada persaingan, Sedangkan kelemahannya adalah menuntut
hakim zkan pengetaliuan tenlang ol ekonomi dan sejgmlab data ekosomi yang
komplcks dimana hakim belum temtu memilikd kemampuan vang cukup uniik

menahaminys .

Penentuan penggunasm salah satu pendekatan (ersebut tidak semata-mata
fergantung pada bunyi kata—kata dalam ketentwan Undang-Undang  yang
menyalakan, misaloya kata “dilarang™ berarti mengzunakan pendekatan per se
H#Hegal, sedangkan kata “panu diduga’ alau “yang dapat mengakibatkan™ Lerarti
menggunakan pendekatan rafe of regson

Hal ini mengingat adanya ketentesa pasal 35 UL No. § 1ahun 1999 vang
menyatakan balwa ugas KPPU adalah inenilai semua perjanjian maupun
kegiatan pelaku usaha yang dapat imengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat. Qleh karena itu, KPPU memiliki kewenangan untuk
menggunakan sccars alternatif salab satu dari kedus pendckatan vang ada

tersebi,

AN, Tri Awparaini, Loe O, hal 9.,
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Dialarn  menetokan  saleh  satn dard pendekaman  tersebut, KPPU
mengpunakan pendekatan pada praktek yang disnggap paling baik untek moenilat
suatu perjanjian atay kegiatan ussha ierieniu, dengan teizp berpedoman pada .
fujuan pembentukan Undang-Undang No.3 tabun 1999, yang antara tain, adalah

. v 5p
efisien dan kesejahteraan konsmmen™ .

**AM. Tri Angeraind, Zoo 07, kel 12,
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BAB 3

PERERAPAN MONGPOLI BERDASARKAN
KASUS-KASUS DI INDONESIA

3.1 Penerapun Monopoli Berdasarkan Peraturan Perundang-andangan,
3.1.1 Putusan KPPU No. 22/KPPU-LA2007
301010 Pelaku Usaha
PT Angkasa Pura | {AP 1} merupakan sebuah badan hukem vang
didirikan berdasarkan Akia Notaris Muhaini Salim SH., No. | Tanggal
2 Januari 1993 yang telah beberapa kali diubub, terakhir dengan akta
No. 30 Tanggal 18 September 19982, Memiliki hak monopol:
berdasarkan peraturan porundang-undangan sehagai berikut*:
1) Undang-undang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan. Pasal
26 ayat | berbunyi:

“Penyelanggaraan bandar udara untuk umum dan pelayanas
navigasi penerbangan  dilskukan  olkeh  Pemerintsh  dan
polaksanaannya dapat dilimpabkan kepada badan usaha milik
negara vang didirtkan untuk maksud tersebut berdasarkan
peraturan perundang-undangasy yang berlaku”

23 Peraturan  Pemerintabh  No. 70 Tahun 206061 tenlong
Kebandarvdaraan, Pasal 26 ayat 1 berbunyi:

“Pelayanun jusu kebandarudoraan i bandar udoee wnum
yang dilakuwian aieh unit pelaksana wknis/satian kerja bandar
uefava unnon dapat ditimpabkan kepadn Badan Usahe”

3} Pada tahun 1993 PT AP ] ditngaskan olch Pemerintah untuk
mengeiols bandara Ngurah Bai-Bali, Polonia-Medan, Juanda-

Surabayva, Hasanuddin-Makassar, Sepinguan-Balikpapan, Frang

MK omist Peogawas Persaingao Usaha Republik adonesin, Putusan Perkara Laporan Mo,
TAKPPUL2807 Tentwng tentang Prakiek Monepolt Juss Kurgo o Bandar Udara Hasamskiin,
hal 4-7.
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Kaisiepo-Bisk, Sam Ratulongi-Manado, Adisutjipto-Yogyakaria,

Adisumarmo-Surakarta dan Syamsuddin Noor-Banjarmasin.

4} Keputusan Menteri Perhubungan No 48 Tabun 2002 Tentang

Penyelenggaraan Bandar Udara Umum.

Pasal 30 lwruf h berbunyi :

“Pelayanan jasa kebandarudaraan oleh penyelenggara bandar
udara dilaksanakan pada daerah lingkungan kerja bandar udara

vang melipotic

- TN :

B, e ;

h. penyediaan jasa pelayanan yang secara langsung atau

tidak langsung menunjang kegiatan bandar udara™.

Pasal 34 huvuf a angka 7 berbunyi:

“Usaha kegiatan penunjang bandar udara terdiri dari:

4.

usahia pelaysnan jasa yanp secara langsong menunjang
kepiatan penerbangan, meliputi

) B

7} jasa penanganan karge {(karge handiing service)
vaite kegiatan untuk melayani anpkutan kargo dari
gudang ke pesawat udara atau sebaliknya;

Pasal 33 ayat | hurufl b berbuayi:

“Usaba Kkegiatan penuvnjang bandar udara  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 dopat dilaksanakan oleh:

#

1

b.  Unit Pelaksana dari Badan Ussha Kebandarudaraan, pada

bandar wdara yang diselenggarakan elch Badan Usazha
Kebandarudaraan;

5} Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 29 Tahun 1997

tentang  Struktur  dan  Golongan Tarif Pelayanan  Jasa

Kebandarudaraan pada Bandar Udsen Umum. Pasal 11 huruf o

berbunyi
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“Pelavenan Jasa Kegiatan Penunjang Bandar Udara yang
dilavani sepenuhnya oleh Badan Usaba Kebandarudaraan,
besaran tarifnya  ditetapken  okh  Badan  Usaha
Kebandemdaraan.”

Pada tanggal 7 April 2004, dalam melaksanakan tugasmya yang
berkaitan dengan jasa penanganan kargo yaitu kegiatan untuk
melayani angkuian kargo dari gudang ke pesawat udara atas
sehaliknya, PT AP 1 membentuk Unit Usaha Speed & Seowre
Warehousing (SSC Warehousing) dimana wilayah kerjanya steril dati
pihak fuar,

Pada tanggal 1t Mel 2004 Direkst PT AP 1 melalui Surat
Keputusan  Nomor  Kep.39/KU.20.2/2004  menetapkan  {ocil
penumpikan  dalam  terminal atau godang kargo di Bandara
Hasanuddin, selanjutaya dikeluarkan lampiran Keputusan Dircksi AP
I Ko, Kep. 63/0M,18/2006 mengenai sistem dan prosedur operasional
SSC Wwmehousing menjadi pedoman bapl AP 1, Ekpedisi Muatan
Pesawat Udara (EMPU) dan Alriine. Pada tanggal 21 Desember 2806
Direksi  PT AP | mengeluarken  Keputusan  Nomor
Kep. 1 HZKUR02006 wntang Taril Pelayanan Jasa Kargo dan Pos
Pesawat Udara (PIKP2ZU) i Bandara Udara Hasapuddin-Makassar.

PT AP | menyatakan tujuan dibentuknya SSC Werehousing adaiah
untuk menambah sumber pendapatan PT AP 1 dari jasa pelayanan
kargo dan PT AP | tidak akan bekerjasama dengan pihak ketiga sebab
PT AP | merasa sanggup untuk mengelola jasa pelayanan kargo,
meskipun secara peraturan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
Rondisi  int  diperkual  dengan  adanya  saksi  Pemerintsh  dari
Departemnen Perhubungan, PT AP T tidak dilarang untuk mombentuk
S8C Warehousing dan tetap bertanggung jawab di bidang keamanan,
keselarnalan dan  kelancaran  bandar udara.  Sementara sakss
Pemerintah dari Kementrian BUMN menyalskan babwa PT AP |
dapat membentuk onit bisnis seperti SSC Warchousing selama unit

bisnis tersebul dipandang menguntungkan dard sisi pendapatan
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3l

perusahaan dan tidak melanggar peraturan vang ditetapkan oleh

reguitator dalam hatl ini Departemen Perhubungan Republik Indonesia.

Duduk Perkara

Pada tanggal 2 April 2007, ada laporan tentang dugean pelanggaran

terhadap Undang-undang Nomor § Tahun 1999 berkaitan dengan

Prakick Monopoll Jasa Karge di Bandara Hasanuddin, Makassar

Sulawesi Sefatan.  Berdasar  berdasarkan  kesaksian,  dokomen-

dokumen dan pembelaan PT AP [, duduk perkara adalzh scbagai

berikut™:

1) EMPU dan perusahaan maskapai penerbangan tidak memiliki
pilihan lain atau barus menggunakan jasa SSC Warehousing untuk
pengiriman kargo melaiyi udara di Bandars Hasanuddin, Maokassar
Sulawest Selatan;

2) EMPU harus menanggung beban hiaya lambaban sebab harus
menggunakan  jasa  SSC Warchowsing  sedangkan  SSC
Warehousing tidak memberikan nilal {embah bagl pengguns
Jasanva {ridak adanya pelayanan yang baik), akibatnya tingkat
keuntangan EMPU menurun. Sensentara di sisi lain  berdasarkan
faporan laba rugt tabun 2005 hingga tahun 2007 dan hasil analisa
ROE dan ROI pada tahun 2007 terlihat bahwa SSC Warchouving
memiliki tingkat keuntungan yang sangat tinggi:

3) PT AP T kurang membertkan keamanan dan keselamatan bagi para
pengguna jasanya.  Pertama, adanys pegawal  EMPU  vang
memasoki wilsyvah terminal kargo dan wilayah air side. Kedus,
hanya menugaskan satu orang avieiion security Gidak cokup
mengingat tingginya tlingkat falu lintas kargo di  bandara
Hasanuddin sehingga besar kemungkinan adanya kargo vang tidak
lerawasi tsinya ketika diperiksa oleh SSC Warehousing, Ketiga,
selama 2004 hingga 2007 X-Ray yang digunakan adalah X-Ray

vang bukan dikhususkan untuk kargo. Padahal kondisi-kondisi

Brhid, bal 15326,
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tersebut dapat dicegah sesuai dengan tanggung jawab PT AP L
Sehingga kehadiran S8C Warchousing tidak meningkatkan aspek
keamanan dan kesclamatan;

4y Kecepatan pelayanan dalam melakukan pemerikssan kargo masih
kurang, schingga pegawai-pegawai EMPU ataupun pihak yang
tidak berkepentingan vang menaikkan barang ke pesawat udara dan
mengangau keamansn dan keselainatan pencrbangan;

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa

beroperasinya SSC Warehousing adalah salah sate strategi PT AP 1

untuk  menambah  keontungan  perscroan, namiun mengabaikan

pelayanan  dan  tanggumg  jawab  keamaman  dan  keselamatan

penerbangan sebagatmana diwajibkan dalamn peratursn perundans-

undangarn.

Partimbangan Hukum Putusan KPPU

1} Terpenuhinya semua unsur-unsur yang ada dalam pasal |7 ayat {3}
Undang-Undang No. 5 Tahun {999

2) Menolak pendapat PT AP |  yang menyatakan  bahwa
penyelanggaraan SSC Warchossing masuk dalam pesgecualian
sebagaimana dietwr pada Pasal 36 huruf a Undang-undang Nomor
5 Tahun 1999

3} Tugas berat yang dimiliki PT AP I dalam melaksanzkan tugas
pelayanan jasa kebandar udaraan, di safu sisi barus memperoleh
keuntungan, disisi lain harus memberikan  pelayanan  sesuai
dengan persturan perundangan yang berlake,

4} Pasal 35 lwruf ¢ Undang-undany Nomor 5 Tahun 1998, Komist
memiliki tugas memberikan saran dan pertimbuangan Kepada
Pemeriotab, Majelis Komisi merckomendasikan perlu adanya
peningkatan  koordinasi antara  Departemen  Perhubungan  dan
Kementerian BUMN mengenai pelayanan kebandarudaraan dan

kewajiban PT AP I dalam mencari keuntungan.
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3.1.1.4 Putusan KPPU Terhadap Monopoli

1} Menyatakan bahwa PT AP 1 secara ssh dan meyakinkan
melanggar Pasal 17 Ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun
1999;

2} Memerintahkan kepada PT AP | uniuk meningkatkan pclayanan
dan keamanan delam jasa pelayanan kargo di  Bandara
Hasanuddin, Makassar selambat-lambatnya | (satu)  bulan
semenjak keputusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

3} Memerintahkan kepada PT AP Puntuk menghitung ulang tarif jasa
pelayanan karge sesual dengan hargs dan tingkat keuntungan
vang wajar;

4y Memerintahkan kepada PT AP | uniuk membayar denda sebesar
Rp.1.000.000.000,~ (safer milyar rupicly vang harus disetor ke
Kas Nugara sebagai Setoran Pendapaian Denda Pelanggaran

Bidang Persaingan Usaha.

3.1.1.3 Pertimbangan Hukum Pengadilan Neperi

1) Sctelah majelis hakim menganalisis menykaji secara seksama baik
putosan KPPU, bukii-boktialasan-alasan keberatan dari PT. AP |
dan penjelasan KPPU serla hasil pemeriksazn tambahan, majelis
hakim berpendapal bshwa puwusan KPPU sepanjang tentang
pertimbangan amar putosan tentang terbuktinys pelanggaran pasal
17 ayat {1) adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan
dan amar putusan KPPU tersebut diambil alify dan dijadikan
perlimbangan majelis bakim dalam putusan perkara ini dan
dikuatkan, deagan tambalsn pertimbangan sebagai berikut:
ay Terhadap unsir penguasaan atas produksi dan atau pemasaran

barang dun atau jasa yang menurut delil dan alasan PY AP T
mendapatkan hak monopoli berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlake, yaitu: dengan menunjuk ketentuan
pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Talun 1992 tentang

Penerbangan dan pelaksanaan penyelenggaraan Bandara Udam
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antuk  wmum dan pelayvanan  navigasi penecbangen vang
dilakukan oleh pemerintab dilimpahken kepada BUMN yang
dalam hal ini adalah PT. AP 1, di samping itu PT. AP I
medujuk pasal 16 PP No, 70 Tahun 2001, PT. AP | adalah
Badan Usaha Kcbandarudarsan vang bertugas menjalankan
fungsi pemerntah  ontuk  memberikan  pelayanan  jasa
kebandarudaraan di Bandar Udera omem untuk kepentingan
umum - guna  menunjang  keamanan  dan  keselamatan
penerbangan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas pesawat
udara, penumpang dan atas kargo dan  pos sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan vang hevlaku.
Bahwa apa yang disampaikan oleh PT. AP 1 adaiab tidak tepat
karena berdasarkan ketentvan pasal 26 ayat (2) dan (3)
penyelengpara Bandar Udara @itk smum  maupun  dan
pengadaan pengoperasian dan parawatan Tasilitas penungang
Bandar Udara untuk umum dapat dilakuken oleh peioerintah
atau Badan Hukum Indonesia, atau warga negara Indonesia,
demikian juga dalam PP WNo. 70 Tahun 200] {entang
Kebandarudarnan dalam pasal 28 dikatakan kegiatan penuajang
Bandar Udara, pada Bamdar Udara vang disclonggarakan gich
Pemermtal,  Pomerimtah  Provinsi dan Pemerintgh
Kabupaten/Kota  dan upit pelaksana dari Badan Usaha
Kebandaraudaraan, pada Bandur Udara yang disclenggarakan
oleh badan usaha Kebandarmdarsan jugs dapat dilaksanakan
Badan Hukum Indoncsia atau perseorangan sehingga monopoli
penvelonggaraan jasa pelayanan SSC Warehousing oleh PT.
AP | adslah semata-mata  sebagai pelaksanaan  fungsi
pemerintaly unluk menjaga keamanan dan kesclamatan seria
kelancaran penerbangan berdasarkan peratwran  perundang-
undangan vang berlaku adelsh ddak tepat kareng kedua
peratursy perindang-undangan  tersebut  di atas tidak

memberikan hak monopoli sccara abselute kepada PT. AP L.

Universitas Indonesia

Analisa Tentang..., Novita Milanda, FH Ul, 2009



35

b) Bahwa mengenal unsur menimbulkan prakick monopoli atau

persaingan usaha Gidak sehat yang disangkal oleh pihak PT. AP
I dengan mendalilkan lembaga yang berwenang menentukan
adanya pelanggaran mengenai keamansn dan kesclamatan
adalals Dirjen Perhubungan Udara Og Dircktorat Keselamatan
Pencrbangan, bahwa dalil tersebut benar adanya, akan tetapi
dalam konteks pertimbangen putusan KPPL vang menyatakan
prakick monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat vang
dilakukan oleh PT. AP [ dalam jasa pelayanan kargo di
Bandara Hasanuddin - Makassar Sulaiwvesi Sclatan adalah tidak
memberikan pelayanan  maksimal dan  fidak  memberikan
jaminan keamanan maksimal scbagaimana yang diwsjibkan
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaky sehingga
para pengguna jasa berkurang tingkat kesejahieraan baik dari
sisi pendapaian maupun dart sisi pelayanao yang didapsikan,
dengan demikian maka yang dipersoalkan adalah bukan adanya
pclanggaran terhadap Keselamatan dan keamanan tetapl tidak
memberikan  pelayanar  maksimal,  balnva  dari bentuk
pelayanan vang lidalk maksimal berdasschan keterangan saksis
saksi masib minimnya porter di $8C Warchousing yang dapat
mempengaruht speednya, masih adanys kargo yang tidak
lerangkut discbabkan S8L Warehousing tidak moenycrahkan
kargo/barang kepada ground handiing, sedangkan bhentuk
kuranp maksiimainya membenkan keamanan antara lain masih
seringnya ierjadi hilangnya kargofbarang seperti vang dialami
PT. Merpati, PT. POS, PT. Lion serts paralatan kargo sebetum
2007 tidak memenuhi standar yang ada. misalnya X-Ray yang
diperuntakkan bagi bagasi penumpang digunakan uotuk barang
di $SC Warehousing, petugas pemeriksa X-Ray hanya satu
orang dan dupun bukan Raryawan SSC Warchousing, masih

diketemukan atas lolosnya barang berbahayo/dhmgerons goods
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dari Bandar Udara Hasanuddin — Makassar berupa pertamax,
solar tanggal 5 oktober 2605,

2) Bohwa terhadap keberatan yang terkait denpan sankst berupa
tindakan adminisirasi berupa untok menphitung ulang tacif jasa
pelayanan kargo sesual dengan hargs dan tingkat keuntungan vang
wajar, menural majelis hakim keberalan tersebut dapat dibenarkan
karena ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tabun
1999 adalah bersifat fimitatif artinya tindakan administratif yang
bisa dijatubkan terbadap pelasggeran Undang-Undang No. 5
Tahun 1999 adalah terbatas pada apa yang ditentukan dalam pasal
7 ayat {2} sehingga penjatuhan tindakan administratif di Joar
ketentuan (erscbut adalah melanggar sses legalitas dan atau
melanggar kewsnangan yang diberikan Undang-Undang kepada
PLAPL

33 Bahwa terhadap amar dan perlimbangan geusan yang berkaitan
dengan pembayaran denda roenurut hemat majolis hakim sudah

tepat dan benar sehingga dapat diperkual.

3,148 Pumsan Maielis Hakim Peasattiian Negeri

1} Menerima permohicnan keberatan dari PU AP L
2}y Memperbaiki putasan KPPU sehingga amar scluruhnya berbunyi
sghagal berikut:
a) Menyatakan bahwa FT AP | sccara sah dun menyakinkan
metanggar pasal 17 Undang-Undang No. 3 Tahun 1699
b} Memerintahkan FT. AP ] ontuk meningkatkan pelavanan dan
keamapan dalam jasa pelayanan karge di Bandara
Hasanuddin, Makassar selambal-lambataya 1 (satu) bulan
semenjak keputusen ini memiliki kekualon bukum tetap.
¢} Memerintalkan kepada PT. AP 1 untek membayar denda
scbesar Rp. 1000000000 (satu milyar rupiah) yang harus

disetor ke Kas Negara,
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312 Putusan KPPU NeoS8/KPPU-172005
3.0.2.1 Pelaky Usaba
1} PT Survevor Indonesia {Persero) berkedudukan di Jakarta, dengan

kegiatan usaha sebagaimana torcantum dalom Akia Pendirian

Perusahaan Nomor 154 tanggal 29 Juil 1997 das Akis Perubahan

Anggaran Dasar Nomor 50 Tanggal 30 Mei 2081 yaitw:

a.  menyediakan/melaliikan  jasa<asa pemeriksaan  pra-
pengapakan dan Jasa-jasa yang berhubungan yang menunjang
pemeriksaan prapengapalan,

b, melakuken kegiaten surveyor mcliputi  pengawasan,
pemeriksaan, pengendalian dan pengkaiisn yang berkaitan
aas kualitas, kuantitas, kondisi, komoditi atavw obyek usalba
dalam upaya menentakan harga dan nilal independen,

¢ melakukan usaho jasa-jasa vallu jasa pelayanan mangjemen
mute dan Hngkungan, jasa konsubtasi bisnis dan pardagangan,
Jasa pelatihan dan

d. melakukan kegiatan lain yang disctujui olch Rapat Ussam
Pemcgang Sobam dan tidak bertentangan dengan kstentuan-
ketentuan yang beriaky.

Bisnis utamanya adalah jasa inspeksi, survey, dan konsultasi.

Komposisi sahate PT Surveyor indonesia adalab dimilikl Megara

Repubiik Indonesia sebesar 8§5,1% (delapan puluh koma satn

perseny, Sosiele Generale de Surveillance Holding 8.A., Geneva

sebesar 10,4%  {(sepuinh  koma zowpat  perseny, dan PT

Superintending Company of Indonesia sebesar 4,3% {empat kema

lima perseny’”.

2y PT Seperintending Company of Indoresia (Persero) berkedudukan
di Jakarta dengan kegiatan usaha schagaimana tercantum dalam

Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 3 tanggal 4 Mei 1998

PRomist  Penpawas  Persaingan  Usshe  Republik  Indosesic.  Puwwsen  Perkoar
No.OSACPPL-172005 Tenlang Penyedionn Jasa Verilkasi At Penslusuron Teknis boapor Gulp,
hal %
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dan Tambahan Berita MNegara Republik Indenesia Nomor 6

tanggal 18 Januari 1999 yaitu:

ay pemeriksaan, pengawasan, pemantavan, pengujian, penilaian,
penaksiran dan pemeliharasn vang berkenasn dan berkaitan
dengan  perbankan, isdustrl, teknologi, komoditas doo
perdagangan,

b} sertifikat dan  andit yang borkenaan  dengan  sistem
manajemesn smuty, lingkungan dan Keselamaian dan kesehatan
kerja dan

¢) mamajenen yang berkailan dan berkenaa dengan ogstik,
pergudangan, properti dan sistem informasi

Bisnis utamanyz pada jasa inspeksi, supervisi, peogkajian dan
pengujian. Komposisi ssham PT Superintending Company of
Indonesia adaiah dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sebesar
U8% (sembilan pululs lima persen) dan SGS Geneva sebesar 5%

{fima persen)™ .

3.1.2.2 Duduk Perkara

Pada tangzal 17 Scpicnber 2004 adanyz kebijakan Pemermiah yang
tertuang dalam Keputusan Mentert Perindustrian dan Perdagangen
Republik Indonesia Nomor: 32Z/MPP/Kep/972004 (cntang Ketentian
impor Guola yang didalamaya juga mengatur fentang verifikasi atau
penetusuran tekais impor gola (selanjutnya disebut SK Meoperindag
diberikan  Departessen  Perisdustrian  dan Perdagangan  Republik
Indonesia kepada importir gula. Dimana ketenluan pelaksanaaonya
diatur dalam Keputusan Dircktur Jenderal Perdagansan Luar Negeri
Departemen  Perindusirian dap  Perdagangan  Republik  Indonesia
Nomor: 31/DAGLUKP/X/2004,

Pada ftanggal 23 September 2004 dikeluarkan Keputusan Menterd

Perindustrian  dan  Perdagangan Republik  indonesin  Nomor:

Benid bl 9-10
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394MPP/Kep/9/2004  tentang  Penunjukan  Surveyor  Scbagai
Pelaksana Verilikasi Afsu  Penelusuran  Teknis  Impor Gula
(selanjuinva discbut SK Menperindag No. 594/2004) vang wmenunjuk
PT Surveyor Indonesia dan PT Superintending Company of Indonesia,
SK Menperindag No, 304/2004 menyatakan bahwa yang ditunjuk
dapat memwungwt imbalan atas jasa yang diberikan dard importir gula
yang besarannys disesuatkan dengan azas mantaat yeng diajukan saat
Inspection  Reguesi  diajukan, wmamun  SK  tersebut  fidak
mengamanatkan pembentukan Kerjasama Operasional (KSOP .

Pada tanggal 24 September 2004 perg pihak menandaiangani
kesepakatan kerfasama pembentukan KSO dalam rangka pelaksansan
verifikasi atau penclusuran teknis Impor gula.

Pada tanggal 23 Juni 2003 FT Surveyor Inddonesia imenyatakan babwa
perdagangan don pengadaan gola melalul impor merupakan sebual
sekior usaha yapg diatur secara khusus dan segala aspek kegiatan
pendukung vang berkaitan dengan pengadaan gula melalul impor
termasuk kegiatan verifikast atay penelusuran leknis impor gula pada
hokekatnyz merupakan bagian Kewenangan, tugss daa taaggungjawab
prmerintah atan setidak-lidaknya berada & bawah pengawasan yang
kelat dari Pemerinlahb, oleh karenanya hukan merupakan bidang jasa
yaug dikompotisikan, Sedangkan pembentukan KSO  merupakan
alternatif terbaik dipandang dan sisi stakeholder, scivata-mata hauya
ditajukan untuk mengopkimalkan efckfivitas dan efisiensi pelaksanaan
wigas verifikasi atau penelusuran teknis inpor gula sebagal wujud dari
tangging jawab erhadap fugas yang dibebankan oleh negara kepada
kepads PT Surveyor Indenesia dan PT Superintending Company of
Indonesia. Blaya verifikasi yvang dipungut KSG merupakan hargs

¢ + - ] . 4
yang ditetapkan mclalui proses negosiasi dengan pengguna Jasaé".

Snid hal. 14,
Crtid, bl -7
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Pada ranggal 24 Juni 2005 PT Superintending Company of Indonesia

menyatakan memberikan pernyvataan yang samsa dengan PT Serveyor

Indonesia®.

Pads tanggal 26 Joli 20038 Direkiur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

Deparlemen Perdagangan Republik Indonesia menyatakan babwa

alasan pelaksanaan verifikasi aley penclusuran eknis Umper gaia

adatah:

I3 rendahnya harga gula petani yvang mengakibatkan repdahnya
pendapatan petani teby lokal;

2) rendahnys harga gula impor Karena adanya subsidi dari negar
faar;

3} merjaga pasokan gula baik scbagai bahan baku industri maupun
untuk indusiei™,

Berdasarkan keterangan dari PT Rajawsli Nusantara Indoncsia, PT

Caca Cola Boltling Indonesia, Asosiagi Minuman Ringan/ASRIM,

Gabungan  Pengusabs  Makasan &  Minmnan  Scluruh

lndonesia/GAPMMI, PT Nestle Indonesta, PT Frisian Flag dan PT

Sinar Sosro menyatakan bahwa dengan adanya kowajiban verifikast

atau peselusuran ieknis impor gula yang dilaksanakan sleh K80

membebani importir karena:

1} langka wakiu mpor yang semakin lama,

2} penambahan biaya penvimpanan di gudang;

3) penambahan biaya produksi akibat biaya yang harus dibayar untuk
verifikasi atan penelusuran teknis impor gula kepada KSO®.

Setelah  melakukss Pemeriksaan  Pendahuluas, Tiin Pemeriksa

mengambil kesimpulan; pertama, kewajiban pelaksanaan verifikasi

atau penslusuran ekats impor gulo telal moeaciptakan pasar bary yaitu

pasar jasa verifikasi atau penelusuran tekais impor gula dalam witayah

bt ot 4,
S ebid bhat. 11
B rpid, hal, 16,
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hukom Republik Indonesia. Kedua, pembentukan KSO berpotenst

reenghalangi sucveyor lain umtuk masok dalam pasar jasa verifikasi®.

3.1.2.3 Pertimbangan hukum Potusan KPPU

1) Terpenuhinya snsur-unsur pasal 17 Undang-Undang No, 5 Tahon

1999

2) Perjanjian KSO tidak termasuk dalam pasal 30 huruf ¢ dun Pasal

31 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

3y Pertimbangan-portimbangan Jain dard majelis meliputi:

4} Setiap biaya yang timbul scbagai akibat dari pelaksanaan
tugas negara dibebankan kepuda negara, dan oleh korenanya
sefiap pungutan yang borkaitan dengan pelaksanaan tugas
negara harus distur dengan jelas dafam Undang-undang.

b} PT. Surveyor Indonesia dan PT. Superintending Company of
Operasi (KSO) terhitung sojak tanggal 3 Oktober 2003.

¢} PT. Surveyor Indonesia dan PT. Superintending Company of
Indonesia  melaporkan  perkembangan  program  kerja

pengakhiran KSO kepada Majelis Komisi®'.

3.1.2.4 Putusen KPPU Terhadap Monopoli
1} Menyatakan  bahwa PL. Surveyor  Indonesis dan P

Superintending Cowmpany of Indonesia terbukii secara sah don
meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor
§ Tahun 1999,

2) Memeriniahkan kepada  PT.  Surveyor Indonesia dan PT.
Superintending Company of Indonesia untuk  membatalkan
Kesepakatan Kerjasama antara PT. Surveyor Indonesia (Persero}
dan PT. Superintending Company of Indonesia {Persero) mengenad
Pelaksansan Verifikasi alau Penelusuran Teknis Impor Gula dan

menghentikan seluruh kegiatan verifikasi atau penelusuran eknis

“tbid. hal. 443,
bkt tul 32
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impor gula melals KSO selambat-lambatnya 38 {tiga puluh) hari
terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan ini;

3) Memerintahkan kepada PT., Swveyor Indonesia dan PT.
Superintending Company of Indonesia univk membayar denda
masing-masing sebesar Rp 1.560.000.000,- {sara milvar lima ratus
juta rupiak} dan disetorkan ke Kas Negara paling lambat dalam
wakty 30 (tiga puluh) harl  terbitung  sejak  diterimanya
pemberitabhvan Potasan ini;

4} Memerintahkan kepada PT. Surveyor Indonesia dan PT.
Superintending Compagy of Indonesia wntuk tidak mesmungut
biava jasa verilikasi impor gula darl importir gula scbeinm
pungutan tersebut mendapat persetujuan dari Dowan Perwakilan
Rakyat Republik indoncsia (DPR R1) scsual dengan kotentuan
perundang-undangan yang berlaku terhitung sejak diterimanya

pemberitaigan Putusan ini.

3.1.2.5 Pertimbanoan Hukom Mabkamah Agong

1} bahwa oleh karena perbuatan dan perjanjian yang dilakukan oleh
kepada PT. Swrveyor Indonesie dan PT. Superintending Company
of Indomesia adalah  didasarkan pada Kepulusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan No3Z7/MPP/Kep /972004 (anggal
17 September 2004 entang Keteatuan lmpor Gula, dan Keputusan
Menleri Perindustrian dan Perdegangan No 394AWPP/Kep/f 2004
tanggal 23 September 2004 tentang Penunjukan Surveyor sebagai
Pelaksana Verifikas: Atau Penclusuran Teknis Impor Gula, dalam
rangka melaksanakan perataran perupdang-sadangan.

2) bahwa putusan Pengadilan Megeri  dalam pomkara ind tidak

bertentangan dengan hukem dan/atan undang-undang.

3.1.2.6 Putusan Mabkamah Asung
Menelak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KPPUL
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3.2 Penerapan Monopoli Berdasarkan Agrecment/ Lisensi
3.2.1 Putusan KPPU No O4/KPPU-1/2003
32.L1 Pelaku Usaha
Pelaky yang melanggar pasal mengant monopoli adalah PT. Jakarta

International Contatmer Tenminal, disingkat dengan PT. JICT yang
didirikan pada tanggal 27 Maret 1999 berdasarkan Akta Nomor 72
yang dibuat dihadapan Ny. Nelly Elsye Tahamata.

Pada awalnya pelaku bukan merupakan entitas bisnis yang berbadan
hukam tetapi merupakan unit bisnis strategis dari PT. Pelabuhan
indonesia I, disingkat dengan PT. PELINDO I, vang dikenal dengan
Unit Terminal Petikemas T dan Unit Terminal Petikernas 1. Komposisi
kepemilikan sahamnya 99% (sembilan pululy sembilan persen) dimiliki
oleh PELINDO 1} dan sisanya dirailiki oleh Koperasi Pegawai
Maritim, selanjutnya disebut Kopegmar®™.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 PT.
PELINDO 11 pemegang hak pengelolaan pelabuhan wmum dan
berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 pasal 26 ayat
{Iydan (2}, PT. PELINDO Il schagai BUMN menerima pelimpahan
fungsi pelaksaraan dari pemerintah dalam hal memberikan pelayanan
jasa di pelabohan yang berkaitan dengan keloncaran lalu lintas kapal,

penumpang dan bamng@

3.2.1.2 Duduk Perkara
Adanya sural Meneg PBUMN Nomor S-483A/PBUMN/1998
terianggal 14 Desember 1998 menyetujoi untuk melakakan privatisasi
pada PELINDGO I Padu tangeal 27 Maret 1999 didirikan PT. JICT
yang aksn  menjadi obyek  privetisast  dan PELINDO U
mengikutsertakan P, HCT sebagai Badan Hukum Indonesia dalam

kerjasama pengelolaan ontak masa konsesi 20 tahun yang diwvujudkan

“Romisi Pengawas Persaingan Usshe Bopublik Sndonesia, Pusan Perkars Loporan
NoBHRPPUSI0OS Tentong oawhorization agreomemt Priaskana Imcrmalienal  Container
Teeminal (P77, JJCTS, kal. 3.

“bid, bal2,
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dalam Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dap Pemeltharaan
Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Prok selanjuinya disebut
authorization agreemer. Klausul 324 di dalam  awhorization
agreement lerschut menyatakan babwe para pihek setuju tidak akan
ada pembangunan Terminal Petikemas Internasional lainaya yasog
dilaksanakan di Pelabuhan Tanjung Priok sebagai tambaban atas
Terminal Petikemas 1, I dan Il sampat throughput di Pelabuhan
Tanjung Prick tclah mencapar 75% {wjuh pulub lina persen} dari
kapasitas rancang bangun tahunan yail 3,8 juta Teus.

Pada ianggal 30 Maret 1999 melalui privatisasi Grosbeak Pre.lid.
berhasil menguasai 319% (lima pulsh satu persen) saham PT, HCT.
Pengalihan atau penjualan saham tersebul ditvangkan dalam surat
Perjanjian Jual Beli saham,

Pada tanggal 3 Okiober 2001, PELINDG I dengoan Segoro melakukan
Periangian Korjasama Operasi uniuk masa konssst 5 tabun dalam
pengelolaan dermaga 300 antara yang diwajudkan dalam bentuk
dokumen Joint Operation Agreement of Pigr 300, Pilling Yards 214 &
300 as Multipuepose Tenninal al Tanjung Priok.

Pada tanegal 12 Pebraari 2002, PT. ICT menggunakan kausul 32.4
81 dalam authorizeion agreepreni wrsebut untuk meminta klanfikasi
dan memprotes Kebijakan PELINDQ I yang memberikan ijin operasi
kepada PT. Segoro Falar Satryo, uawik menggunakan Denwnaga 300
yang kemudian melayani jasa bongkar muat petikemas sebagaimana
dilakukan oleh PT, JICT,

Pada tanggal 5 April 2862, PT. JICT pengiraman sural penscgasan
kepada salah salu pongguna jasanya yang pada pokoknya menyalakan
bahwa untuk mendapatkan pelsyanan bongkar muat petikemas di
pelabuhan Tanjung Priok mereka harus mengikatkan din pada kontrak
yang bersifat ckslusif. Tanps adanya kontrak yang mengikat tersebut,
maka mereka tidek akan dilayani oleh #7. HOT,

Pada tanggal 15 Pebruar 2002, PELINDO II mendirikan Perscroan
Terbatas dengnn nama MT1, sebelumnya dikenat sebagal Divisi Usaba
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Terminal yang terietak di Pelabuban Tanjung Priok_berdasarkan Surat
Mepeg PBUMN Nomor S-47/M-BUMN/2001 tanggal 22 Oktober
2001,

Pada tanggal 10 Aprll 2002, PT. JICT dan MTI mengadakan
Perjanjian dalam bentuk Pexjaniian Pemberian Kuasa Pengoperasian
dan  Pemelihoraan  Terminal Petikemas di  Regional  Harbour
Pelabuhan Tanjung Priok uniuk konsesi kuvasa pengoperasian dan
pemeliharaan selama 20 tahun.

Pada tanggal 5 Pcbruarl 2003, menyampaikan surat kepada FELINDO
I yang pokoknya raenyampaikan bahwa pengoperasian dermaga vang
dikelola oleh MTI uniuk melayani terminal bongkar muat petikemas
internasicnal dianggap oleh PT. JICT telsh melangyar Klausul 32.4

dari Autiorization Agreemand.

Pertimbangan Hukum Putusan K PPL

1) Menilai dan mengedepankaan pertimbangan ekenomi bahwa klausul
32.4 di dalam Authorization Agreement bukan meropakan corminan
kerjasama scbagaimana dimaksud di dalan Pasal 26 ayat {2)
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992, melainkan  bentuk
transaksi pelimpaban kewenangan algopun transaks) pelimpahan
Hak Monopoli.

23 Terperubinya unsur-unsar pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. §
Tahun 1999

3} Ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1909
yang berkaitan penvesuaian perjanjian dengan Undang-Undang No.
§ Tahun 1999

Buissan KPP Terhadan Mononol

1} Menyatakan bahwa PT. JICT secara sal: dan moeyakinkan toinh
melanggar Pasal 17 ayat {13 Undang-Undang Nomor 3 Tahun
15999,

Universitas Indonesia

Analisa Tentang..., Novita Milanda, FH Ul, 2009



a6

2} Menyatakan bahwa Klausul 32.4 Perjanjian Pemberian Kuasa
Pengoperasian  dan  Pemeliharaan  Terminal  Petikemas  di
Pelabuhan Tamjung Priok terfanggal 27 Maret 1999 antara PT.
JICT dan PELINDO II batal demi hukn;

3) Memgrintahkan  PT. JICT uwntvk  mienghentikan  kegiatan
sebagatmana dimaksud dalam Pasal 17 aynt (1}

3.2.2 Putusan KPPU No. 01/KPPIL.L/2804
3.2.2.1 Pelakn Usaha®

PT. (Persera) Pelabuhan Indonesia § (Pelindo Dadalah Badan Usaba

Milik Negara (BUMN) vang mengelola pelabuban di Indonesia dan

membawshi 20 (dua puluh) peiabuban 41 3 (lign) propinsi, yaitu:

Nangroe Aceh Dorusalam, Swinaters Usra, dan Risu. Berbentuk

badan lwkem yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan
perundang-undangan negara Republik Indonesia dengan Peraturan .
Pemerintah No, 36 Tahun 1991, berkedndukan di Medan dengan Akta
Notaris Imas Fatimah, 831 No. 1 Tanggal [ Desember 1992 dan telah
diumumkan dalan Berita Negara RI No. 8612 Tahun 1984, Tambahan
Berita Negara RI No, 87 Tahun 1994 tanggal | Nopember 1994 dan
Tambaban Berta Megara RI No. 1 Tanggal 2 Januari 1999 dan
Tambahan No. 61, dengan keglatan osaha persercan  uniuk
menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhan dan ussha lainnya
yang menunjang pencapaian tujuan perseroan yang meliputi:

1y Kolam-kelam palabuhan dan perairan untuk lals Bintas dan tewpat-

lesnpat berlabuhnya kapal
2} Jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan {pHorage) dan
pemundaan kapal;
3} Jasa dermaga dan fasilitas laln untuk bectambat, bongkor muat .

barang termasuk hewan dan fasilitas naik turunnya peoumpang;

R omisi Pengnwas Persuingan Usahs Republik Indonesis, Putusan Perkars Lopiwin
Mo O VEDPLWLIZ004 Tectang Perjanjian Sews ofch PT, (Perscrs} Pelbuban Indenesia & hal. 7-9,
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4) Gudang-gudang dan tempat penimbunan barang-barang, angkutan
bandar, alat bongkar muat serta peralatan petabuhan;

5} Tanah dan berbagar jaminan dan {apangan, industri dan gedung-
pedung/bangunan yang  berhnhungan  dennan kepesiingan
kelancaran angkutan laug

6} Penyediaan listrik, bahan bakar minyak, air minum, dau instalasi
timbah pembuangan;

7y lasa terninal, kegiatan konsolidasi dan distribusi barang termasuk
hewan;

8) Jasa konsultasi, pendidikan dan pelatiban yang berkailan dengan
kepelabubanan;

9) Usaha-gsaha yang dapat menunjang tercapainya tujuan perasahaan

Puduk Perkara

Sejak tahun 1987, dermaga dan gudang 109 —~ €11 tclah ads mapnal
carveyor yang melayani jasa bongkar must bungkil kelapa sawil dan
copex di Pelabuban Belawan yang dilaksanakan oleh porusahman
swastd secbagat penyewa. Untuk mempercepst pemuatan  secla
mengurangt waktu sandar kapal (bertling tinme) di Pelabuhan Belawan
meaurut Kajian konsulian Sir Williamn Halorow & Pariners Lid. Pada
tanggal 30 September 1996 Teehnical Assistance TA. No,2386-INQ,
dilakukan dengan cara memodemisasi fasilitas bongkar muat Curab
Kering, Pelindo T memutuskan untuk melakukan pengadaan Tenminal
Curah Kering {TCK} madern melalut proses tender.

Pada langgal 20 Nopember 2000 dikeluarkan Keputusan G
Pelsbuhan Belawan No. SKAL- $344/BLW-PR.O2 Tentung Tala
Cara Lelang Pengusshaan dan Keria Sama Bongkor Muat Cuh
Kering di Gudang 109 dan {11 Pelabuhan Belawan, namun pada saat
aary{fzing pada tangaal 4 Desember 2000 judud berubah menjadi Tata
Carg Persewaan CGudang 109 dan 111 Ujung Bara DBelawan
Khususnya untak Kegiatan Bongkar Muat Curah Kening. Pemenaag

tender menyediakan fasilitas bongkar muat dan mengoperastkan alat
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artuk kegistan penumpukan dan bongkar muat corah kering yang
digunaksan untuk gudang 109 dan 111 dengan masa persewaan gudang
adalah 10 tahun dan dapat diperpaniang. Peserta tonder yang bukan
PBM diwajibkan bekerja sama dengan PBM yang terdaftar di
Pelabuhan Belawan’',

Pada tanggal 5 April 2001, Pelinde I dan Pemenang  tonder
moenandatapgand  Pegjanjian Sewa  Menyewa dap Pengoperasian
Cudang 109 dan 111 scria Lapangan Pepumpukan di Pelabuhan
Belawan dan menunjuk woit bosgkar muaat milik Pelindo 1 guna
menjalankan usahanya.

Pada tanggal 1 Oktober 2003, pada Pelindo | mengeluarkan surat No.
BXIV-400/BLW-US,13 perihal Pengoperasian TCK, yang ditujukan
kepada 7 (tujuh) perusahaan eksportic bungkil kelapa sawit dan copex
¢i Pelabuhan Belawan.

Pada tanggal 3 Okiober 2002, Pelinde 1 menerbitkan swraf No,
G475/BLW-US. 13 Administrator Pelabuhan, agar menerbitkan Surat
Edaran teptang Pelaksannan Pengoperagsion TCK Khusus Bungkil dan
Kelapa Sawit ddi Pelabuban Belawan.

Pada tanggal 13 Qlaober 2002, Administrator Pelabuhan meroberikan
jawaban dengan mengeluarkan surat No. AL.G2/6/14 ADPEL BLW-
012 perihal Pengoperasian TCK, yang pada intinya meminla Pelindo |
untuk mengarahkan kegiatan penimbunas dan pemusian curab Kering
khusus bungkil melalui TCK, melaksanakan Regiatan bongkar muat
bungkil hanya di TCK khusus bungkil vang telah tersedia dan
dioperasikan dan mengupayakan optimalisast dedicated berthh TCK
unfuk mencapai sasaran eftsiensi Pclabuban B3elawan secara umum™.
Pada langgal 8 Oktober 2003, & fenam} perusaban ekportir vang sueati
oleh Pelindo 1 menyartakan keberatan dengan alasan harga vang sangat
tingsi dan meminta agar mawwmal conveyor tetap boich dilaksanakan

berdampingan deagan TCK. Jiko rmarmual conveyor dihilangkan, maka

M thid hal. 1112,
Bl hml. 15
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perusabiaan bongkar muat {PBM) akan banyak yang tutup dan terjadi
pemutusan hubungan kena,

Terhadap dalil pelapor; Pertama, Pelindo I melakukan perbandingan,
dari hasil perbandingan tersebut dapat dilithat bahwa denzan
menggunakan TCR febih menguntungkan sehingga harga busgkil
dapat bersaing dengan Malaysa dan pengguna TCR mendapatkan
intensif pembeli karena keunggulan dari TCR”. Kedua, menolak
pernyataan babwa akan banyak PBM yang gabung tikar, karena PBM
vang tidak lagi beroperasi ada gudang 109 dan 111 yang (clah
menggunakan TCR  dapal beroperasi pada pudang vang masih
menggunakan sistern manna! conveyor. Ketiga, Pelindo I juga
menalek dalil balwa akan terjadi pemutusan hubungas kerja
berdasarkan saksi Asosissi Perusahaan Bongkar Muat yang berada di
wilayah Sumatcra Utara yang menyatakan balwa PBM itu tidek
mempunysi tenaga kerja bongkar muat sendirl, Tenaga kerja bongkar
muat lerpabung dalain Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM}
yang berlugas mengerahkan temaga kerja bongkar muat berdasarkan
perfanjian Surat Perjanjian Kecga (SPK) aniara pemibik barang dengan

PBM yang ditunjuk uniuk mclakukan kegiatan bongkar muat’,

Pertimbangan Hukum Putusan KPPU

1) Terpenuhinya vasurunsur pasal 17 Undang-Undang No. 5 fahun
199,

2} Tindakan yang kooperafif Pelindo 1 selama pemeriksaan.

3y Tindakan yang memberatian Pelindo 1 vaitu mengeluarkan surat
di fuar kewenangannya dao keriasama antara Pelindo | dengan
pemenang tender TCR.

4} Pasal 38 horof e Undang-uadang Nowmor 3 Tabun 1999, Komisi
memiliki tugas memberikan saran daw pertintbangan  kepada

Pemerintah yaitu Departemen Perhubungan Republik Indonesia

P1hid, hal. 19,
“ibid, hal. 20-21.
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uniuk memberikan sanksi administratif kepada Pelindo | sesuai
peraturan perundang-undangan yang berfaku,  Selain itu saran
kepada Pelinde 1 dan pemenang tender agar menghapuskan
penunjukan hanyza PBM Pelindo | yang melakukan usaha bongkat
musat,

3) Perbedaan pendapal dalam musyawarah pengambilan putusan
perkara ini yaitu salah satu Anggola Majelis Komisi, Erwin
Syahril, S.H.

3.22.4 Pulusan KPPU Terbadan Monopok

1} Meoyatakan bobwa Pelindo | terbukii secara sab dan meyakinkan
melanggar Pasal 17 Undang-undang Nomeor 5 Tahua 1999,

2} Memerintahkan kepada Pelindo 1 dan Pemenang Tender agar
membuka kesempotan kepada PBM lain.

3} Memerintahkan kepada Pelindo [ dan Pemcnang Tender agar
menyesuatkan Perjanjian Sewa- Menyews agar tidak melangpar

ketentuan Undang-undang No. 3 Tahun 1999;

3.2.3 Putusan KPPU No. 03/KPPUWL/2004

1} Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia {Perum
Pergri} adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1983 sebagaimana telah disesnaikan
dengan Peraturan Pemerintah Nomer 34 Tahun 2000 fentang
Perusahaan Umimt Percetakan Uang Republik Indonesia {Pecum
Peruri} dengan kegiatan usaha scbagai berikut:;
a} mencelak uang rupiah untuk Bank Indonesia;
b} mencetak barang celakan berharga, surat berharga dan barang

cetakan lainnya sera membuat barang cetakan logam;

¢) membual bahay wang dan bahan cctakan berhargs, serta jasa

yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan;

Universitas Indonesia

Analisa Tentang..., Novita Milanda, FH Ul, 2009



51

d) mencetak vang, barang cetakan berharga, membuat bahan uang
dan hahan cetaken berharga untuk negard lain;

¢y usaha-usaha Ipinnya vang dapat menunjang fercapainya tujuan
perusahaan;”

2} PT Pura Nusapersada adalah  baden usaha yang didirikan
berdasarkan hukum dan persturan perundang-undangan negara
Republik Indonesia, berkedudukan di Kudus dengan Akta Motaris
Nomsor 36 tanggal 24 April 1993 dan teiab diubab terakhir dengan
Akta Notaris Nomor 8 tanggal 17 Mej 2004 syang dibuar oleh
Notaris Arida Dewi Gumuljo, SH dan twelah mendagatkan
persetujuan dari Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan
Homor C2-12.298 HT.01.04.THS7 manpgal 26 November 1997 dan
selanjulnya ielah diumumkan dalam Berits Negara Republik
indonssia fanggal 12 Mel 1998 Nomaor 38, Tambahan Nomor 2560
dengan kegiatan usaha sebagai berikuls
&) berusaha dalam bidang industri kortas dan pengamanaa untuk

barangbarang cetakan dan kerlas/surat berharga yang berasal
dari baban keras, plastik, film, aluminiom, dalam arti kata
scluas-luasnya;

b) melakukan perdagangan umum, termasuk di dalamava export
dan fmpors, iokal dan interinsalaby baik uvstek perhitungan
sendiri ntaupun wntek perhitungan pihak lsin juga bertiadak
sehagal agen, grosin, leveransiv, penyalur serta pengadaan
rupa-rupa barang dagangan:

5 o 0 o 15
¢} schagai agen penjualan sermua mesin-mesin ©.

3.2.3.2 Duduk Perkara
Pada tanggal 3 Februari 2004 Komisi telah melakukan klarifikasi

hahwa PI. Pura Nusapersada merupakan pemasok  tunggal

“Komisi Penpawas Persaingan Usahs Republik Indonesia, Patusan Peckara Laporan No,
BHKPPL-LA2004 Tentang Holoprany, Il #3,
"o rhid Gk, 11
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berdasarkan kesepakaian pada tangpal 9 Mei 1995 vang dituangkan
dalam

Surat Perjanjian Nomor SP-302/V/1995 tentang
284 MIV S
Pengadaan Hologram  unluk Cetakan Pia Cokai, samun dolam

perjaniian terschut éidak diatwr mengenai balas waktu berakhirnva
perjanjian. Namun ada perjaniian turunan yang berlaku untuk periode
bulan Jamuari sampai dengan bulan Desember yang diperpanjang
seliap satu tahun’".

Pada tanggal 17 Maret 2004, Pelapor momberikan kelerangan yang
menyatskan  memproduksi  holograrmm  meskipun  sasl  inl masih
melakukan vsaba pemasaran dan belun melakukan produksi secara
komersial, Pernah  membentuk  Konsorsizm  untek  mengajukan
penawaran Sebags: pemasok hologram pita cukad kepada Perum
Peruri’®,

Pada tanggal 19 Marel 2004, Perum Perurd moenyatakan bahwa
pelaksanakan Peraturan Pemerintoh Nomor 34 tahun 2000, yang
mempunyal tugas untok mencetak sang Rerias dan wasg logam serta
mencetak dokumen sckuariti vang menyangkul kcamanan negasa.
Adanya Surat dari Digen Bea dan Cukal Nomor SR-48/RCH9GS
tentang Pengadaan pita cukal hasil fembakau dengan memakal
hologram pada tanggal 2 Mei 1993, sehingega mengikutseriakan PT
Pura Nusapersada dalam hal mencetak dan melekatkan holograny pada
pita cukal. Selanjutnya mengadakan perjanjian kerda sama dengan
disuksikan dan disetujui oleh Difjen Bea dan Cukal dimana perubahan
atay pembatalan pedaniiae kerja sama hanya dapat dilakekan sctelah
mendapat perselujaan Diticn Bea dan Cukat. Sebenarmya ado 3 (tiga)
perusahaan selain PT. Pura Nusapersada yang mampu menceiak dan
melekatkan hologram pada pila cukai dan menjamin spply dan
pengawasannya maka Perom Peruri menyerankan uniuk membentuk

suaiy konsorsiwn dalam mengajukan pergwvaran Schagai pemasok

ibid, hal, 1.
Fatid hal3,
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hologram pita cukai, namus Ditjen Bea dan Cukal tidak menyetuju
pemasok  hologram  lebih  dari satu  perusalisen kareno  sulit
pengawasannya

Pada wnggal | April 2004 PT. iPura Nusapersada menyatakae bahwa
memiliki keplatan usaha di bidang produsen kertas dan hologram dan
konsuimen. Sekitar talinn 1994 untuk pengamanan terhadap pemalsuan
vang banyak terjadi dilakukan uji coba secara tckals dengan Perum
Peruri dan mendapat perselijuan darf Ditjen Bea dan Cukai®®.

Pada tanggal 9 Mei 1995, diadakan peianiian kerja sama anfara
Perum Peruri dengan PT. Pura Nusapersada yang berlaku hingga saat
int dimana pelaksanaan perjaniian dievaluasi setiap tahun,

Tanggal 10 Maret 2004 Ditien Bea dan Cukal memberikan keterangan
bahwa berdasatkan Sural Keputosan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor S0NEMK/DT), Perum Perwi lelab  ditunjuk
langsung untuk mencetak pita cukai dan penunjukasn iy tidak pernah
terubali hingga saat ini, Torhadap perjaniian tersebut di alas, dapat
dibatatkan asalkan oda janiinan kepastisn ketersediaan pita cukai™ .
Pada tanggal 17 Mer 2004, Saksi } sonyatakan bahws scjak tahaa
1996 memiliki kemampuan yaog sama dengan PT. Pura Nosapersada
dan bara mampu melengkapi persyaratannva pada akhir tahun 2002%,
Pada tanggal 24 Mei 2004, Saksi i memberikan keteranpan bshwa
telah mendapatkan eckomendasi darl Botasupal dan bersedia untuk
ikut serta dalam tender™.

Pada tanggal 8 Juni 2004, Saksi I memberikan kelerangan balwa
akan mernbeli mesin master apabila telah ada kepastian untuk menjadi
pemasok hologram pila cukai den tclah mengajukan rckomendsasi

namun hingga saat ini Botasupal belum memberikan rekomendasi™,

Fhied, hal, 3-4.
1bid, hat. 4,

M ki, had. 5
B2 1hid hal. 7.
© thid

i,
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Pada langpal 31 Mei 2004, meminia keterangan dari Ditjen Beo dan
Cukai yang menyalakan setujn apabila pengadaan hologram pita cukai
dibuka pamun kendalanya perusahgan pengadaan herus menjamin
kontinuilas  ketersediaan  hologram dan tingkat  keananan,
Kewenangan membatalkan perjanjian berada pada kedua pibuk yang
melakukan perjanjian®,

Pada tanggal 31 Met 2004 Botasupal menyatakan bahwa berdini
berdasarkan Instroksi Presiden Nomor 71 Tahun 1991 tentang Badan
Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu dengan tuges dan wewenang
metakukan pengawasan dan pembinaan terhadap poerectakan dokumen
sekuriti. Bahwa ada 2 {dua} perusahaan helegram yang dapal
memenuhi seluruh kebutuhan hologram pita cukai yang berjumlah 17
{tujuh belas) Milyar keping yaitu PT. Pura Nusaperseda dan PT Karya
Aroma Seiati. Bshwa Botasupal belum memberikan rekomendasi fjin
usahi/aperast dokumen sekuetti kepada Pelapor dengan alasan Pelapor
masih mengambil mesin master dari fuar negeni™,

Poda tanggal 2 Juni 2004, Perum Perurt memberikan keterangan
bahwa telah melakukan peninjakan unluk mengurangi ketergantungan
pengadaan hologram namun terbentur dengan adeasya  perjanjian
tersebut di atas. Ditien Bea dan Culkal menyetuitd peeunjukan pihak
fnin sebaga: pemasok hologram pita cukal mamun belum perssh
direslisasikan®’.

Pada tanggal 10 Juni 2004, PT. Pure Nusapersada membetikan
keterangan tidak bersedia mcenempatkan mesin celak dan pelekatan
hologram - pada Perwm Peruri  dengan alasan  tidak dapat
mengembangkan teknologl hologeam dan akan tedadi mefisiensi.
Tidak keberatan untuk mengobal perjaniian apabila bertentasgan

dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Telah dilakukan

fhied, hal. &
i
bidk vl S,

Universitas indonesia

Analisa Tentang..., Novita Milanda, FH Ul, 2009



LAt
L]

pertemmuan  dengan  piliak  torkait vang  menyepakati  perubahan
perjanjian Pengadaan Hologram™,

Berdasarkaa peayelidikan lapangan, sudah perusabaan hologram fain
yang mampy untek menjadi pemasok hologran pita cukat pada Perum

Peruri dilihat dari segi tcknis dan administratif®,

3.2.3.3 Pertimbaygan hukum Polusan KPPU

i} Terpenubtinya unsur-onsur pasal 17 avat (D dan (@) adanb
2) Ada itikad balk dart Porwm Persri dan PT. Pura Nusapersada
dengan alasan sebapal berikut
a} Pada saal perjaniian dibuat, Udak ade perusahaan lain yang
layak selain PT. Pura Nusapersada;
by Peram Peruri das PT. Pura Nusapersada bersedia suengubah
kontrak untuk discsuaikan dengan Undang-Undang No.3
Tahus 195%;
¢)  Ditjen Bea dan Cukal, Perom Peruri dan PT. Pura Nusepersada

bersedia molakukan 1ender terbuka dan iransparan.

3.2.3.4 Putusan KPPU Terhadap Monppoli

13 Menyatakas bahwa Perum Peruri dan PT. Pura Nusapersada

terbuskii secars sah dan meyakinkan melanggar pasal {7 avat (1}
dan ayat {2) huruf b Undang-undang Nomeor 3 Tahun 1999

2y Memerintahkan kepada Perum Peruri dan PT. Pura Nusapersada
wtnk  menghentikan  Xegiatan  vang nengakibatkan  terjadinya
oraktek monopoli dan slau persaingan usaha tidak sehat;

3) Memerintahkan kepada  Perum  Porurt untuk membuka  pasar
pengadaan  hologram  pada  pita cukal dengan memberikan
kesempatan yang sama kepada setiap pelaku usaba nntuk turat serla
dalam pengadoan hologram pada pite cukai melalui tender vang
terbuka dan transparan, selambat-lambatnya unluk pengadaan

hologram pada pita cukat tabun anggaran 2003.

ki
S hid bal. L0
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3.2.4 Putuzan KPPU No. Z8KPPU-1/2(67

3.24.1

Pelaky Usaha

1} Koperasi Karyawan Otorita Bafam (KKOB) didirikan pada tahun
1983 dan melakukan kegiatan wsaha di ndonesia dengan keglatan
usaha diantarenya jasa simpan pinjam, joss peagadaan barang,
usaha pengadan perumahan, usaha jasa konsaltan, jasa partamanan,
jasa cleaning scrvice, usaha transportasi umum/barang, pariwisata,
pcrtanian, peternakan, dan perikanan, ekspor-impor, pengadaan
java waruny telekomunikast dan pos, stasiun pengisian bahan bakar
wnien {SPBUY, usaha peaunjang kegiztan Bandara Hang Nadim,
nsaha penunjang kegiatan pelabuban lant, usahza apotek, usaha
waserba, serta jasa transportasi taksi dengan nama Port Taksi™.

2} Keperasi Pandu Wisata Batam didirkan pads tahun 2001 dan
melakukan kegiatan usaha di Indoncsix dengan Kkegiatan usaha
diantaranya jasa transporfasi taksi dengany nama Taksi Pandu
Wisata Batam®".

3) Koperasi Pengemudi Taksi Domeslik Sckupang (KPTDS) didirikan
pada tahun {998 dan melakekan keglatan wsaha di Indonesia
dengan kegiatan usaha diamtaranya jasa transporiasi faksi dengan
pama Taksi KPTDS®.

Duduk Perkara

Pada Januari 2667, KPPU melals Kantor Perwakilan Dagrsh Bam

melakukan penelitian rorbadap jasa pelayanan taksi di kota Batan dan
pada tanggal 23 Mei 2007 melakokan kegiatan public heoring
Berdasarkan kegiatan tersebot diketahui tercatat 22 {dua pulub dua)
perisahaan 1aksi.  Perusabaan-perusahaan lersebut beroperasi i 8

{(delapan} wilayah operasional yang borbeda, dimana setiap wilayah

T amisi Pengawvis Persaimgan Usoba Hepublik indonesis, Putusan Perkara Insiotif No,
IR EPUN200T Tertang Pengelolnan Taxi di Bamm oleh Koperast Pegawni Olorita Batam, hal,

3-5.

Nrbid hal. 6.
P bt
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tersebut dikuasai olel 1 {sat) sampai |2 (dua belas) badan
usaha/koperasi. Perusahaan takst yang (idak masuk dalam wilayah
operasional yang telah ditentukan tidak dapat mengangkut permnpang
dari wilayah tersebut namun hanya dapal mengantar penumpang
saja . Sedangkan Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS,
228/HK/AX/200! 1entang Penyvelenggavaan Angkutan Orang dengan
Kendaraan Umum di Jalan Kota Batam bahwa wilayah operast taksi
meliputi kota Batam dan terbuka bagi semua laksi schingga tidak
dibenarkan suatu perusahass atas koperasi faksi fertenfu ontuk
mematopoli wilayah atan tempat-tempat antrian taksi tertenta”™,
Bahwa Badan Otorita Batam sclaku pengelols Bandara Hang Nadim
dan Pelabuhan Domestik Sckupang welah meminta KKOB untuk
menyediakan 1akst di Bandara Hasg Nadim dan merupakan satu-
satunya, dimana kegjasaina dilakakan tanpe adanya perjanian iertulis.
PT Pinki pernali mencoba wnluk meminta izin operasi di Bandara
Hang Nadim kepada Badan Otorita Batam selaku pengelola bandara
Hang Nadim, namun fidak mendapatkan jawaban. Pernah ada Taksi
Eksekutif yang beroperasi i bandara Hang Nadim namun dicabut iiin
operasinys dikarenakan mencrapkan farif taksi dibawab taril taksi
KKOB»,

Bahwa unit-unit taksi yamg beropcrasi i Pelabuhan Domestik
Sekupang adalah berasal dari 5 (Hima} koperasi taksi yaitu Koperasi
Primkoppol {Taksi Metro), Kopankad, PrimKkopad (Taksi Bima), PT.
Win Trangport Utama ({Taksi Win), dan Primkopal (Taksi Jala)
kemudian bergabung dalam 1 {satu) wadah koperast KPTDS yang
tidak memperbolelikan bagi Taksi lain untuk kot mengantri pada jolay
antrian di Pelabuban Domestik Sekupang. PT Finki {Taksi Pinki)

pernah mencoba untuk memmta (zin operasi di Pelabuban Domestik

b hat 3
Mrbid hal 11
H thiel. bl 13,
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Sekupang kepada pengeioia Pelabubian Domestik Sckupang, namun
tidak mendapatkan jawaban™.

Bahwa  berdasarkan  Surat  Keputusan  Otorita  Batam
Ne. ZI/AUT/PMANT1997 tanggal 19 Juni 1997 tentang Pemberian
I}in Usaha Tetap untuk mengelola Pelabudhan Marina City kepada PT
Marina Cily yang didirikan pada bulsn Oktober 1989 di Jakarta vang
kemudizn berubah aama menjadi PT Senimba Bay Resont (“PT
Senimba®). Kemudian PT Senimsba membuat perjsnjian «dengan
Koperasi Pandu Wisata univk memberikan jasa pelayanan taksi bagi
penumpang di Pelabuhon Marina City. Bahwa pada saat peimeriksaan
perkara ini ferdapat 3 {Higa} pelaku ussha taksi vaong beroperasi di
Pelabuhan Marina City yaitu PT Win Transport Utama {Taksi Win),
Koveri (Teksi Kowverl), dan Xoperasi Panduy Wisata (Taksi Pandy
Wisata), ketiga koperasi tersebut dikoordinasikan olel Koperasi
Pandu Wisata®’.

Dalam pembelaannya menyatakan halnva KKOB tidak melaksanakan
prakick monopoli melainkan mefaksanakan konsesi yang memperoieh
izin operasional dari Bandara Hang Nadim, Mengenai pencabutan ijin
vang dilakukan karena perusebaan  yang bersangkutas tidak
melengkap persyaratan sesuni Ketentgan yang berlaku. XX OB tidak
mengetahui  adanye  pengajuan PT Pinki (Taksi Pinki) kepada
pengelols Bandara Hang Nadim untuk beroperasi di Bapdara Hang
Nadim, Fasililas taksi Queue sudaly ada i Termipal Bandurn Hang
Nadim. Namon tidak bergalan penyelenggarasnaya di loar Rompetensi
KKROB™,

Pembelsan  pengurus Koperasi Pandu  Wisata DBatam  dengan
menyatakan bahwa menpurus dan menjalankan tila tertib yang sudah

dibuat oleh pengurus lerdabuln dan berjanji aken menjalankan aturan

" thid, il 15-16.
¥ rbied, hatl. 18
P 1bid hal, 4.
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- aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batam dan Pemerintah
Pusat™,

Dalam pembelaannys KPFTDS menyatukan bahwa akasn tetap membela
hak KPTDS vang telah dama bernaung di Pelabubian Domestik
Sekupang ketika kondisi hanya pefabuhan hanya berupa tonggak-

tonggak saja’ ™.

Pertimbangan hukum Putusan KPPU

13 Terpenuhinya unsur-vosur dalam 7 {Indang-Undang Nomor 3
Tahun 1959

23 Badan Otorita Batam selaku pengelols Bandare Hang Nadim, clab
mengirimkan Surat Permohonan Pergbahan Perilaku terfanggal 24

Maret 2008,

Putusan KPPL Terhadap Monopal

1) Menystakan KKOB, Koperast Pandu Wisats Batam dan KPTXS
secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 Undang-Undang
Nomor 3 Tatun 1999.

2} Memerintahkan kepada KKOB, Koperasi Pandu Wisata Batam dan

KPTDS untuk menghentikan praktek monopeli dalam pengelolaan
taksi di Bandara Hang Nadim, Pelzbuban Domestik Sekupang dan
PFelabuhans Maring City seiak putusan ind memitiki kekuatan hakum

tetap.

3.3 Penerapan Monopoli Berdasarkan Penguasaan Pasur
Putusan KPPU No. §7/KPPU-LZ867

33.]

Pelakuy Usaha

PT. Telckomunikasi Selnlar {Tetkomsel} sdalal badan hukem vang
didirikan berdusarkan Akia Notaris Poerbaningsth Adi Warsite, S.H.
No. 181 tanggal 26 Met 1995 dengan perubahan terakhir Akla Notaris

Nelly Sylviana $.H. No 3 tanggal 3 Mei 2003 dengan alamal Wisia

Frhid, hal. 46-47.
" rpid. el 47
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Muilia it, 15, Il Jend. Gatot Subroto MNe 42, Jukarta 12718, Melakukan

kegtaian usabz dalam bidang peayediaan sarana dan penyelenggaraan

jasa telekomunikasi bergerak tennasuk Jasa Sambungan Telepon

Bergerak Selular Global Systemm For Mobile Comamunication (STBS-

(GSM) dengan layapan dunl band 900/1800 jaringan OSM, GPRS, Wi-

Fi, EDGE, dan 3-G Techonology dalam wilayah hukum Republik

Indonesia’™,

Produk utama dart PT Telkomsel adalalh:

a. Kartu Halo, kartu GSM pasca bayar yang diperkenalkan pada tahun
1995 dengan wtal pelanggan hingga tahun 2005 telah mencapai
14,7 juta schingga merupakan marke! feader dalam pasar pasca
havar;

b, Sinpati, kartu GSM pra bayar perlama yang diperkenalkan di Asia
nagta tahun 1997 dengan target pasar siddle class;

e. Kartu As, kariu GSM pra bayar yang diperkenalkan pada fahan
2004 dengan target pasar fow end.

Cakupan layanan PT Telkomsel adalah yang terluas di Indonssia,

mencapai 100% dari keseluruhan kabupaten di Indonesia dan hampir

40% dari sehuruh kecamatan di Indonesia’ ™.

3.32 Duduk Perkara

Telkomse! sejuk masnkova KPN Belanda pada tahun 1996 berubah
statusnya menjadi perusahaan Pepanaman Modal

Asing {PMA) vang disetujui pada langgal 11 Maret 1996 oleh BPEM.
(Akta Notarig Sutjipte SH No 194 tanggal 21 Juni 1996)'%, Srrukiue
cross-ownership Telkon dan indosat di indestri telekomunikasi
seluler di Indonesia telah dibapus oleh pemeriniah sebagai tindak
tanjut dard Keputusan Mendert No 72 Tabua 1999 dalam bentuk svwap

kepemilikan antarg Telkom dan Indosat terhadap Teikomsel dan

K omist Peogawas Pursaingas Ussho Republik Indonesii, Putussn Perkarn Lagoras

No0FKPFEU-LAZE7 Tenlang Temasek, hal. 394,
2 1bidt. bal. 40.
W3 bt kal. 36
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Satelinde yang lerealisasi tahun 2001'%

. Temasek melatui Singlel
mnengakuisisi saham Telkomse! dari KPN Belanda sebesar 22,3% pada
akhir @ahun 2001, Kemudian pada Juli 2002 SingTel meningkatkan
kepemilikan sahamnya dengan mengakuisisi kepemilikan Telkom
pada Telkomsel menjadi sebesar 33%'% Proses divestasi Indosat vang
difakukan olkeh pemerintali pada akhir talwm 2002 menyelabkan
beralthnya kepemilikan Indosat kepada Singapore Technologies
Telemeslia Pte. Lid.(STT) vang merupakan anak perusahean Temasek
dan kemudian dimiliki oleh anak perusahaannya yang didirikan di
Mauritins  yaitu Indonesian Communication Limited (101"

Sehingga dupat dilthat bahwa steokiue kepemilikan sabam adalah

secbagal berikut;
Temasek Heldings
[Private) Limitsd
-l 1 a
100% ' T84, 15%
Singapore Singapore
Technologies Telecommunications
Telemadia Pte Lt
1%0% L
STT Lompmuniodiion
Lid
o
fys Y
1!.:(}& 23{}%
éndone§1a%‘ Singapore Palecom
OMNIERS 52 & 4.0n Mobile Pte Ltd
Timiged
21, 9% 16
Tndosat Tolkomsel

Berdasarkan gnalisa yang dilakukan ofeh KPPU, werbukti bahwa Temasek

memitiki kemampuan stk mengendalikan Telkomsel dan Idosat

Wereidbad, 11
¥ rhid hat, 13414,
Wrhid hal, 10,
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sehingga struktur cresy awnership pada pasar felekomunikasi seluler i
indonesia terbentuk kembali'”’.

Datam tanggapannya Telkomsel menvatakan bghwa istilab "meniliki
saham” menvrut  Undang-Undang No, 3 Talun 1999 hares diastikan
schagat “kepemilikan laagsong”. Dengan demikian, kesimpulan yang
seharvsnva  dikelearkan  olch KPPU  berkaitan  dengan  "Cross-
ownership'®™  adalsh:  TIDAK  TERBUKTI ADA  CROSS-

OWNERSHIP'?.

3.3.3 Pertimbanean hukum Putusan KEEL

13 Terpenubinya unsur-upsur pasal 17 ayat (1) Undang-Undag No. 3
Tahun 1999, Penjelasan unsur-vssur dilakukan secara rinel yang
meliputh: Pelaku Usaha, Pangsa Pasar, Periloku termasuk didalamnya
pembalhasan mengenal grice Jeadership dan harga cksesif, juga
membahas dampak vang didalammys jugs memaparkan mengenai .
kompetisi dalam industet seluler Indongsia, profit eksesif dan keragian
konsumen.
2} Bahwa kegiatan ckonomi di Indonesis periu dijalankan berdasarkan
asas demokrasi elconomi sesvai dengan Pasal 2 Undang-Undang
Nomor 5§ Tahun 1999 yaite  kogistan ckonomt vang
mempertimbangkan  keseimbangan kepentingan pelsku usaha  dan
kepentingan uyum,
3} Bahwa semua kepiatan usaha i Indanesia bertnjuan untuk menjamin
kepenlingan wnom dan meningRatkan efisicasi ckonomi psional
sehagai salah satu upaya dalam meningkatkan kescialieraan rakyat.
4) Bashwa pemerintah dalam melakukan privatisasi dalsm becbagai
bentuknys perfu memperhatikan ketentuar Undang-Undang Nomor §
Tabtn 1299 _

ibid, walh 14,

Wepemilikan silang sengat bekaive deopan peoguassan alas produksi dan at .
pemasarsn sn yang mcrupakan salabh salo ensur dalas pusal 17 Undang-Undang No.§ Tahen
1999 yanp haves dibukiiken olch KFPU.

154, il 574,
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Bahwa semug pihak di Indonesia perlu berupava maksimal uniuk
mencegah teradinya pentusatan kekuatan ckonomi oleh pelaku usaha
tertenlu, termasuk melabhui kepemilikan silang.

Ralwa sektor telckomunikast merupakan sekior strategis yang meliput
satelit, jaringan kabel bawah laul, dan arcrowave Hinks yung
racnguasal hajat hidup orang banyak, schingga pemerintab berhak
mengatur agar tidak werjadi pelanggarany hak-hak kedaulatan indonesia
dafam memiliki akses telekomunikasi international.

Bahwa scktor telekomunikasi adalah sektor yang penting dan
memberikan kontribust yang substapsial terbadap perkemibangan
skonumi nosional meskipun telah terdapal banyak operator fetapi
belum menunjukkas kincris persaingan yang oplisy

Bahwa penegakan UL Nomger 3 Tabun 1992 merupakan upays unfuk
menjamia kepastian hukom bagi pelaku usaha.

Sesual dengan ketootuan LU No 5 Tabon 1999, Majelis Komisi dalam
perkara ini tidak berada pada posisi yang berwenang moenjaluhkan

sankst ganll rugt untek konsumen.

3.3.4 Putusan KPPY Terhadap Mangpoli

1

3

Menyatakan bahwa Trikomsel terbokit secama sah dan meyakinkan
imeclanggar Pasal 17 avat (1) ULl No 5 Tahun 999,

Memerimiahkan  kepada Temasek bersama-sama  STT, S1T
Communications, Asia Mebile Holding Company, Asia Mobile
Heldings, ICL, Indosesia Communication, SingTel, dan Singapore
Telecom Muobile intuk menchentikan tndakan kepemitikan ssham di
Teikomsel dan Indosal dengan cara nelepas sehuoub kepemilikan
sahamnya di salah satu perusahaan iorsebut. Dalam wakiu pating lma
2 (dus} tahun terhitung sedak putusan ini moemiliki kekvatan hukom
ietup.

Pelepasen  kepemiiikan  sabham  scbagaimana dimaksud di atas

dilakukan dengan syarat sehagai berikul:
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a} unfuk masing-masing pembeli dibatasi maksimal 5% dart total
saitam yang dilepas;

b} pembeli tidak bolch temsosiasi dongan Temasek maupun pembeli
lain dalam bentuk apa pun.

Memerintahkan Telkomsel untuk menghentikan prakiek pengenaan

tarif tinggi dan menurunkan tarif layanan selelar sekurang-kurangnya

sebesar 15% (lima belas persen) dard tani yang berlaku pada fanggal

dibacakannya putusan ini.

Menghukum Telkomsel mentbavar denda stbesar

Rp.25.000.000.000.00 (dva puluh lima miliar rupiah) yang harus

disetor ke Kas Negara,

3.3.3 Pertimbangan Hukum Kasasi

b

2)

3)

4

Bahwa Temasek termasuk “Pelaku Usaha” sebagaimana  yang
dimaksud dalam Pasal | ayat (5) Undang-Usndang No. 53 Tabun 1999
karena dari fekta-fakia yang icrungkap di persidangan 1erbukii baliwg
Temasck telah  melakukan  kegiotan  ussha  melaise anak
perusahaannya, sehingga walanpun Temasek tidak secara langsung
melakukan  kegiatan  wsaba,  pamun  dengan  melalii anak
pecgsahaannya vaitu STT. 81T Conununication, Asia Mobile Holding
Company, 101, ielah menguasai saham Indosat lebih dard 40%. Begitu
puta Temasek melalnl SingTel {Temasek sebagai pomcegang sabam
54,15%} telah menguasal 33% sahan Telkomsel.

Bahwa dengan dikuasainya saham i Indosat lebih dari 40% dan
Telkomsel 353% oleh Temasek, maka {ercipta pemusatan kekuasaan
ekonomi atas pesac felekomunikasi di indonesiz sehingga dapat
menentukan harga barang dan/atau jasa telckomunikasi,

Balwwa telah dappt dibuktikan Temasck menguasar pangsa pasar
telekomunikasi Indoneyia lebih dari 75%, sehingga berpotessi untuk
teriadinya praktck monopoli.

Bahwa fidak ada satn aturan yang memberi kewenangan keeada

Romisi Pengawas Persaingan Usaha maupun Pengadilan  untuk
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menentukan keharusan bagi pelaku usabiz yang lerhbukti melakukan
praktek monopoll untuk melepaskan sahamnya dalam jumlah terenty,
karena yang (erpenting adalah tdak lagi ferjadi pemusatan vang
menaimbulkan atau  bersifat monopolt atas paser  telekomunikasi

indonesia.

et i n bl o BoLah

Menyatakan bahwa Telkomsel terbukti secara sah dan mevakinkan
melanggar Pasal 17 ayat (1) UU Neo 5 Tahun 1999,

Memerintahkan kepada Temasek bersamg.sama STT, 5T
Communications, Asia Mobilke Holding Company, Asia Mobile
Holdings, 1CL., Indonesia Communication, SingTel, dan Siugapore
Telezom untuk menghentikan  tindskan kepemilikan saham i
Telkomsel dan Isdosat dengan cara melepas selursh kepemlikan
sabamnys i salah satu perusahaegn tersebut dalam wakta paling laina
12 { duabeias) bulan terhitung seiak putusan ini momiliki kekoatan
kukum tetap

Atayu

mengurangl  kepemilikan  sabam  masing-masing  50% & PLL
Telbomse! dan Indosat dalam wakte paling Jara 12 { dusbelas) bulan
terhiiung sefak putusan il memiiiki kekuatan hukasn giap.
Memerintahkan  kepada  Temasek, bersama-sama ST, STT
Communications, Asiz Mohile Helding Company, Asia Mobile
Holdings Pte, ICL. Indonegsia Communication, Sing'Fel, dan Singapoce
Telcoom Mobile untuk memuluskan perusahaan yang akan dilepas
kepemilikan sahamnya serla smclepaskan hak suvara dan hak untuk
mengangkat direksi dan kemisaris pada salah satu perusahaan yang
akan dilepas sampai dengan dilepastiva sasham secare keseluruhan atau
mengurangi kepemilikan sabam masing-masing 30% di Telkomsel

den Indosat,
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4] Menghukum Telkomungel membayar denda schesar
Ry 15.0060,000.000,060 (hwa belas siliar rupiah) yang haros disetor ke

Kas Negara,
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BAB4

ANALISA YURIDIS PENERAPAN MONOPOLI
DALAM PUTUSAN-PUTUSAN KPPU

4.1 Konsistensi Pulusan-Putusan KPPU Terhadap Penerapan Prakick
Mounapuali
Kriteria mengenal monopoll dopst diketahui pada pasal 17 Undang-
Undang No, 5 Tahun 1999 yang menyatakan sebagai berikut

1. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produkst dan atau
pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya
prakick monopoll dan atau persaingan usaha tidak sehat.

2. Pelako vssha patut didugs alau dianggap melakukan penguasaan atas
produksi dan atgu pemaseran barang dan atau gasa schagaimana
dimaksud dalam ayat {1) apabila:

a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum acds substansinya;
atau

b.  mengakibatkan pelaku ussha lain tidak dapat masuk ke dalam
persaingan usaha berang dan alau jasa yang samg; alay

¢. saty pelaku ussha alau satu kelompok pelaku usaha menguasa
lebin dari 30% {(lima paluh perses) pangsa pasar saiu jenis harang

alau jasa tertenty,

Dari ketentuan terscbut «fi stas dapat disimpulken babwa Kriteria dari

monopel mellputi:

i, Pelaka Usaha

2. Penguasaan Atas Produksi dan aiau Pemasaran Barang dan alau Jasa
dengan kondisi:
a.  barang dan atay jasa yang bersangkutan belum ada substansinya; atau
b, mengokibatkan pelako vsaba lain tidak dapal masok ke dalam

persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atay

¢.  satu pelako usaha atau satn kelompok pelaky usaho menguasal kebik

Analisa Tentang..., Novita Milanda, FH Ul, 2009
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dari 30% (lima puluh porsen) pangsa pasar salu jenis barang glau jasa
tertenty.

3. Mengakibatkan Terjadinya Praktek Menopoli

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, akan dianalisa konsistensi periimbangan
hukum terhadap putusan KPPU perkara No22/KPPU-L/2007 dengan pelake
usaha PT. Angkasa Pura I, No. 04/KPPU-IFZ003 dengan Pelaku Usaha
PT.Jakarta tnternational, No.OlI/KPPU-L2004 dengan Pelaku Usaba PT.
Pelindo I, No. 03/KPPU-L/2004 dengan Pelaku Usaha Perusahaan Unium
Percetakan Uang Republik Indoncsiz (Perum Peruri) dan PT Pura
Nusapersada, No.OS/KPPU-IZ2005  denganPelaku  Usaba PT Surveyor
Indonesia (Perserojdan PT Superintending Company of [adonesia (Persero},
No. 28/KPPMJ-1/2007 dengan Pelaku Usaha Kopersst Karyawan Olorita
Batam (KKOB), Koperasj Pandu Wisata Alam dan Koperasi Pengemudi
Taksi Domestik Sekupang {(KPTDS) dan No. 0FWKPPU-L/2007 dengan
Pelaku Usaha PT Telekomunikasi Seludar,

Konsistenst yang dimakeud dakem analisis pada kasus-kasus i adalah
konsistensi pertimbangan hukum antars majelis komisi yang satu dengan

yang lainnya dengan perbahasan sebagai berikut:

4.1.] Belaky Usaha

Apabila dilihat dan saiu pulusan dengan pulusan yang lainaya,
diterukan 3 {iiga) macam bentuk dalam putusan KPPU vang Lerkaitan
dengan  Kreiteria pelaku  usaba  yatlu  pertama, yang menjelaskan
pengeriian dari pelaku usaha terlebib dahulu sebagaimana tercantum
pada pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. § Tabun 1999 kemudion
menuniuk pelaku usahs yaog dimaksud sedangkan poajelasan meagenal
pelaku usaha mengacu pada penjelasan yang ieloh ada sebelumnya,
Kedua, yang tidak enjelaskan  pengertion dari  pelaku  usaha
sebagaimana tercantum pada pasal | angka 5 Undang-Undang No.3
Tahun 1999, vertimbangan unsur pelaky usaha longsung menunjok

pelaku usaha. Ketiga, vang tidak menjelaskan pengertian pelaku usabia
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teriehih dahulu sebagaimana dilelaskan pada posal | angka 5 Undang-
Usidang No, 3 Tahun 1999 dan juga tidak menyebutkan pelaky psaba
tertentu yang memenuhi kriterla pelaku usaha sebageimana vang
dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang No. 3 Tahun 1999,

Bentulke pertama ditemnkan pada 3 {lima) putusan KPP yang
mehiputt perkara No22/KPPU-LZ2887 dengan pelakn wsaha PT.
Angkasa Pura 1, No.OI/KPPFU-LZ2004 dengan Pelake Usaha PTL
Pelindo 1, No.O8/KYPU-I/2003 dengan Pelakn Usaha PT Survevor
Indonesia (Persero)dan PT Superintending Company of Indonesia
(Persero}, Mo, 28KPPU-IA2007 dengan Pelaku Usaba  Koperas)
Karyawan Otorita Batam (KKOB) dan Koperasi Pengemudi Taksi
Domestik Sekupang (KPTDS)dan No, 07/KPPLLLAZ0G7 dengan Pelaky
Usaha PT.Telekomunikast Selular. Bentuk kedua ditemukan pada
putusan majells komisi perkara Pulusan KPPU No 04/EPPU-H2003
dengan Pelaka Usaha PT. Jakarta Intersational. Scdangkan bentuk
ketigas ditemukan pada pulusan majelis komisl pekara Noo 03/KPPU-
L2004 dengan Pelaku Ussha Perusahaan Umium Percetakan Uang
Republik Indonesia (Perum Peruiri) dan PT Pura Nusapersada. Dalam
kasus ini, mmajelis komisi tidak memboktikaa pelaku asaba snsur dari
pasai 17,

Dengan  demikian, wjelis komisi  tidak  konsisten  dalain
merumuskan atau menguraikan pesgertian pelaky sssha antara poiusan

kasus yang satu dengan yang lainnya,

Penguszaan Atas Produksi dan alay Pemasaran Barang dan gtau Jasa
Berdasarkan analisa terhadap pudusan-putasan KPPU yang (erkalt

dengan pasal mengenal monopoli dapat diketahui bahwa ada penetapan
pasal yang fidak konsisten pada putusan-putusan yang dianalisa,
Dimana para pelaku usaha delam putusan KPPU dinyatakan secara sah
dan menyakinkan melanggar pasal 17, Pasal 17 ayat {1}, atau puasal 17
ayat {1} dan ayat (2} horuf b Undang-Uadang No. 5 Tahun 1995,

Perbedaan tersebut akan sangat terlihat ketika putusan-putusan tersebut

{Iniversitas indonesia
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diinventalisir berdasarkan penguasaan pasar. Perbedaan tersebut akan
disajikan dalam 3 {tiga) pendekatan yaitu peadekatan pertama dengan
membandingkan putusan-puiusan yang menjalubkan pasal yang sauma
dan pendekatan kedua dengan membandingkan putusan-pulasan yang
menjatuhkan pemenuhan unsur-bngr yang sama dan yang keliga
membanding dalam satn kasns hubungan antara pemenuhan unsuc
unsur penguasean posar dengan pasal yang dijstuhkan,

Dengan menggunakan pendekalan portama yaong membandingkan
pencrapan pasal yang dijatuhkan dapat diketahui babwva darl 7 (tujeh)
putusan KPPU yang dianalisa dapat dapat dibagi menjadi 3 (tiga)
kelompok  vaitu kelompok pertama adalah putusan KPPU vyang
meniatubkan pasal 17 Undang-Undang No.5 tahun 1999 kepada pelakn
usaha terdapat dari 3 (tiga) putusan, keiompok kedua adalab pitusan
KPPU yang menjatubkan pasal 17 ayat {1) Undaag-Undang Mo, 3 tahun
1699 kepada pelakol usaha terdapat 3{liga) putusan dan kelompok ketiza
adalah putusan KPPU yang menjatubikan pasal |7 ayat (1) dan (2}
huref b terdapat | (satu) putusan.

Relompok pertama, pendekatan berdasarkan persamaan pasal yang
diiptubkan vailu pasal 17 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 adalah
putusan KPPU perkara No, 01K PPU-LZ2004 dengan Pelako Usahs P
Pelindo [, No 08/KPPU-IZO05 dengan Pelaku Usaha PT Surveyor
Indonesin (Persers) dan PT Superintending Company of Indonesia
{(Persero) dan No. 28/KPPL-1/2007 dengan Pelaku Usuha Koperasi
Karyawan Otorita Batam (KKOB), Koperast Pandu Wisata Ratam dan
Koperasi Pgngemudi Taksi Domestk Sekupang (KPTDS) Antara
putusan No. 0 1/KPPU-L/2004 dengan Pelaky Usaha PT. Pelinde T dan
No, 28/KPPU-172007 dengan Polake Usaha Koperasi Karvawan Otorita
Batam (KKOB), Kopcrasi Pandu Wisata Batam dan Koperast
Pengemudi Taksi Domestik Sekupang (KPTDS) terdapat kesamaan
yailu langsung menjelaskan bahwa pelaku usaba telal melakukan
tindakan monopoll baik vang dilakukan berdasackan perjaniian maupun

berdasarkan perijinan, fanpa menjelaskan tindakan daci pelake usaha
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yang patut diduga melakukan peaguasaan atas produksi dan atau
perasaran barang dan atau jasa sepertl yang tercantum pada pusal 17
ayal {2). Sedangkan putusan KPPU perkara NoSU/KPPU-L2004
dengan Pelaku Usaha PT. Pelindo | menjelaskan penguasan pasar yang
dimaksud adalah sebagaimana yang tercantum pada pasal 17 ayat (2)
huraf a yaitu barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada
subsiansinya.

Kelompok kedua, pendekalan berdasarkan persamaan pasal yang
dijatoblan yaitu pasal 17 avat (1) Lindang-Undang No. 5 Tahun 1999
adalzh putusan KPPU perkara Mo, 22/KPPU-L/2007 dengan pelaku
usaha PT. Angkasa Pura 1, No, 04/KPPU-L2003 dengan Pelaku Lisaha
PT.Jakarta Internarional dan No. OF/KPPU-L/2007 dengan Pelaku
Usaha PT.Telekomunikasi Selolar. Antara putusan KPPU Mo,
22/KPPU-L/2007 dengan pelakn usaba PT. Angkasa Pora 1 dan No.
07/ KPPU-LA2007 dengan Pelaku Usabs PV Telckomunikasi Selular
terdapat kesamaan yaitn pemenuhan penpausaan pasar tidek disertad
dengan penguasaaun pasar sebagaimana yang lercanivm pada pasal 17
ayat (2). Sedangkan putusan perkara KPPU No. 04/KPPU-IR2003
dengan Pelaku Usaba PT.Jakaria International membahas mengenal
penguasaan paser scbagaimana yang tercantue pada pasal 17 avat (2)
huref ¢ Undang-Undang No. 3 tahon 1999 vailu penguasal pasar lebih
dari 50% {lima puloh persen} panpgsa pasar gatu jenis baranz atay jasa
jertentu.

Kelompok ketiga dari pendekatan berdasarkan persamaan pasal
yang dijatubkan, yailu pasal 17 ayat (1) dan (2) huref b adalah putusan
KPPU No. No. U3/KPPU-L/2004 dengan pelaku usaha Perim Perurd
dan PI Pura NMusapersada, dimana putusan perkara ini berbeda deagan
6 {enam} putusan KPPU lainnya. Pada putusen in mmjelis bakun
mempertimbangkan  unsur  pengussaan  pasar  schagaimana  vang
tercantum pada pasal 17 ayat (2) huruf b yaito tindakan pelaky
mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam

persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama. Kemuodian dalam
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putusannya mencatumian bahwa pelaky usaha selain melanpgar pasal
17 ayat {1} jugs melaggar ayat (2 huruf b, Sedangkan pada 6 {enam)
pulusan kinnya KPPU vaitu putusan KPPU No. 22/KPPU-L2007
dengan pelau wsaha FL AP I, No. G4/KPPU-1/2003 dengan pelaka
usalia P JICT, No OUKPPU-L/2004 dengan pelaku usaha Pelindo |,
No 08/KPPU-1/2005 dengan pelaku usaha PT Surveyor Indonesia
{Persero)dan PT Superimending Company of Indonesia (Persero}, No.
28/KPPU-L2007 dengan pelaku usahs Koperast Karvawsn Otorita
Batam (KKOB), Koperasi Pandu Wisata Batam  dan Koperasi
Pengemudi Taksi Domestik Sckopang (KPTDS) dan  No. 0W/KPPU.-
L2007 dengan pelaku usaha PT, Telkomsel dalam pertimbangan
hukumnya ada yang mencastumkan pemenuhac unsur pada pasal {7
ayat {2} huwruf a, b dan atav ¢ pamun adan juga vang tidak
mencaptumkan pemenuhan pasal 17 avat {2). Pada kenvataannya hanya
ada satu putusan yaitw perkara No. 03/KPPL-LZ2004 dengan pelaku
usaba Perum Perunl  dan PT Pore Nusapersada vang mencantumkan
pasal 17 ayat {2) dalam putusan perkaranya,

Pendekatan kedva dengan membandingkan putusan-potisan yang
menjatuhkan  pemenvhan  unsur-upsur  yang  sama. Berdasarkan
pendekatan ini, 7 (tujuh) putosan yang diangsliss dapat dibagi menjadi
dua bagian vaitu perlama adalab putusan yang dalam perlimbangan
hukumnya tidak mengkaitkan pengoasan pasar scbagaimana  yang
lercantinn pada pasal 17 ayat (2) dan kedua  adalab keputusan yang
dalam portimbangan penguasaan pasar mengkaitkan dengan keleniuan
sebagaimang yang tercanlium psda pasal 17 ayat {2). Adapoa priusan
KPP yang termasul dalam bagian pertama ada 3 (liga) putusan yaitu
putusan No. Z2KPPULAR007 dengan pelaku ussha PT. AP |,
No.O8/KPPU-2005 dengan pelakw usaha PT Swsrveyor Indonesia
{Persero) dan PT Superintending Company of Indunesia (Perscro} dan
No. 07/KPPU-L/2007 dengan pelaku usaha PT. Telkomsel. Sedangkan
puluson KPPU yang termasuk dalam bagian kedua ada 4 {empat)

putusan yailu pulusan No. 04/KPPU-I2003 dengan pelaku usaha PT,

Unfversitaz Indpnasgia
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HCT, NoOI/KPPU-L2004 dengan pelaku usaha PT. Pelindo |,
No. §3/KPPLLLA2004 dengan pelpku usaha Perum Perurt das PT Pura
Musapersada dan No. 28/KPPLML/2007 dengan pelaky usaba Koperasi
Karyawan Otorita Batam (KKOB), Koperasi Pandu Wisata Balam dan
Koperasi Pengemudi Takst Domestik Sckupang {(KPTDS),

Pada putusan bagian perfama ditemukan ketidakkonsistepan KPPU
dalam menjatuhkan pasal kepada pelaka usaha yaitu pada pertimbangan
penguasaan pasar vang Gdak mengkaitkan pada pasal 17 ayat (2}
terdapat 2 (dua) macam putusan yakai putusan yang menjatuhkan pasal
17 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 kepada pelaku usaha
vaitu pada putusan KPPU No, 22/KPPU-172007 denzan pelaku usaha
PT. AP 1 dan No. 07/KPPU-LZ2007 dengan pelaku wsahe PT.
Telkomsel dan putusan yang menjatuh pasal 17 Undang-lindang No. 5
Tahun 1999 kepada pelaku usaha yaile putusan No.O8/KPPU-12065
dengan pelake  vsaha PT Surveyor [ndonesia (Perserojdan PT
Superiniending Company of Indonesia (Persero).

Pada putusan bagian Redua juga ditemukan ketidakkonsistenan KPPU
dalam meniaiuhkan pasal kepada pelako usaha, dimana terdapat 3 {tiga)
macam  penjatshkan pasal vaitlu pertama, ada dua perksra yang
dijatvhan pasal 17 Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 vaitn putusan
Na.OI/KPPU-L2004 dengan pelaku usaha PT. Pelindo | dan No.
28/KPPU-I/2007 dengan pelaku usaha Koperasi Karyvawan CQtorita
Batam {KKOB}), Koperasi Pandu Wisala Batam dan  Koperasi
Pengemudi Takst Domestik Sekupang (KPTDS). Kedua, penjauhan
pasal 17 ayat {1} Undang-Undang No. 5 Talum 1999 pada putusan No,
J4/KPPU-/2003 dengan pelaku esaha PT. HCT. Ketigs, penjotuban
pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) haruf b Undang-Undang No. 5 tahun 1999
pada putusan No. 03/KPPL-L/2004 dengan pelaku usaha Perum Perur
dan PT Pura Nusapersada.

Pendekatan ketiga membanding dalan saly Kasus hubungan anfara
pemenvhan  unsur-unsur  penguaspan  pasar denpan  pasal  yang

dijatubkan, Walaupun KPPU  terdibat  tidak  konsisien  dalam
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menjatihkan pasal terkail tindakan prakiek monopoll, samun secara
garis besar dapat diketabu babwa jika semua unsur pada pasal 17 ayat
(1) terpenuht baik dengan mengkaitkan penguasaan pasar dengan
Ketentuan pada pasal 17 (2) alau tidek, putusan KPPU akan
moniatuhkan pasal 17 atau pasal {7 aval {13 Undang-Undang No. §
Tahon 1999, Khusus pado putusan No. §3/KPPU-LA2004 dengan
pelaku usaha Perum Perusi dan PT Pura Nusapersada dijatubkan pasal
17 ayat {1} dan {2) huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 1999, padabal
dalam pertimbangan hekumnya secamz tegas dapat diketahul bahwa
pelake usaha juga memenuhi syarat terhadap pelanggaran pasal 17 ayat
{2} huruf a. Scdangkan pada puiusannya pasal 17 ayad (2) huruf a tidak

dicantumkan,

Mengakibatkan Teriadinya Prakiek Monopoli dun atan Persaingan
Usaha Tidak Schat.
Setelah melakukan penclashan tethadap 7 (ujuh) putusan KPP

yang meniadi objek penclitian lerkalt dengon unsur ketiza pada pasal 17
Undang-Undang Ne. § Tahou 1999 vaitw mengakibatkan terjadinya
praktek monopel dan atau persaingan usaha tdsk sehat, maka dapat
diketahui babwa KPPU dalam rangka pembuktian unsur tersebut i atas
secara garis besar melakukan 2 (dua) mwoam perincian. Pertama,
menjabarksn  tindakan pelsku usaha tertentu  yang berhubungan
langsung dengan pasal yang dilanggar, Kedua, menjabarkan scmma
tindakan pelaku ussaha vang melanggar seomuz pasal terkalt dengan
prakiek monopeli dan ataw persaingan tidek sehat. Rimcian dari
penyaiian putusen bentuk periama schagai bertkue
a. Penjelasan pengertian praktek monepoli dengan mengacu pada pasal
I ayat {2) Undang-Undang No. 3 Tabun 1999,
b. Penjelasan  pengertian  pemusatan kekuoatan ekonpmu yang
merupakan  bagian dari pengertian  prakiek  monopoli  dengan

mengacu pada pasal | ayat (3) Undsng-Undang No. 3 Tabun 1999,
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¢. Penjabaran tindakan pelaku usahs yang memenuhi keiteria schagai
tincakan penyalahgunaan prakiek monapoli.

d. Penjelasan pengertian dari persaingan usabm Gdak schat dengun
mengacy pada pasal | ayal {6) Undang-Undang No. § Tahun 1999,

e. Peniabaran tindakan pelaku usaha yang memenuhi kriteria sebaga
tindakan yang menimbulkan persaingsn usah dak sehat,

Sedangkaa bentuk penyalian yakni dengan perumusan kedua
dengan rincian sebagai boriken

a. Penjelasan pengertian praktek monopoli dengan mengacu pada pasal
I ayat {2) Undang-Undang No. 3 Tahua 1999,

b. Penjelasan  pengertian pemusaten  kekuvatan  ckonomi  vang
merupakan bagian dari pengertian praktek monepoli dengan
mengacy pada pasal | ayat {3) Undang-Undang No, 5 Tahun 1999,

c. Pepjelasan pengertian darl persaingan usaha tidak sehwt dengan
mengacy pada pasal b ayat (6) Undang-Undang No. § Tahun 1999,

d. Penjabaran tindakan pelaku usaha yang memenubi keileria sebagai
tindakan penyalahgunasn praktek monopoli dan yang menimbulkan

persaingsn usah tidak sehat,

Ketidakseragawman bentuk penyajian puiusan KPPU terkait dengan wnsur
rincian yang mengakibatkan lerjadinya prakick monopali dan atau persaingan
ussha yang tidak sehat sebagai berikuty
a. Penjelasan pengertian prakiek menopoli yang mengaju pada pasal | ayat
(2) Urdang-Undang No. 3 Tehun 1999,
Pada 7 (ujuh) putusan KPPU vang diapalisa terkail dengan

pengectian prakick menopoli diketabsi ada 3 (figa) macam bentuk vaitu
pertama, yang mencalumkan pasal dan pengertian praktek monopeli,
kondist ini dapat dilihat pada 2 (dua) putusan yaity putusan No, 22/KPPU-
L2007 dengan pelaku usaha PT. AP 1 dan NoO8/KPPU-I/2003 dengan
pelaku usaha PT Surveyor Indonesia (Perscro) dan PT Superintonding
Company of Indonesia (Persero). Kedua, yang hanya mencantumkan pasal

saja dimana kondisi ini dapat dilihat pada 2 (dus) putusan yaitu putusun
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Ne. 04/KPPU-1/2003 denpan pelaku usaha PT. JICT dan No.OI/KPPU-
L2004 dengan pelaku usaba PT. Pelinde 1. Ketiga, yang fidak
mencantuntkan pasal dan pengertian prakick monopoli ada 3 {tiga) putusan
yailu putusan No, 03/KPPL-L/2004 dengan pelaku usaha Perwm Perusi
dan PT Pura Nusapersada, No. ZEKPPU-122007 dengan pelaku ussha
Koperasi Karvawan Otorita Batam (KKOB), Koperasi Pandu Wisala
Batam dan Koperasi Pengesnudi Taksi Domestik Sekupang (KPTDS) dan
N, DZKPPULL2007 dengan pelaku usaha PT. Telkomsel,

Penjelasan nessertian pemusatan kekuatan ekonomi vang mmernpakan

hagian glari pengertian prakiek monopoli denzan mengacy padda nasal 1
avat {33 Undang-Undans No. 3 Tahug 1999

Terkait dengan pengerlian pomusatan kekuatan ekonomi juga

ditemukan perbedaan dalem penyanpaian putssan KPPU yang juga
terbagi ke dalam tiga macam yaitu pertama, yang mencantumkan pasal dan
pengertian pasal, terdapat 2 (dua) putusan vaim No. 22/KPPU-L/2007
dengan pelaku ussha PT. AP I dan NeOI/KPPU-L/2084 dengan pelaku
uszha PT, Pelindo L Kedus, vang banya mensantumkan pasal saja tanpa
pengertiannya yaitu putusas No.04/KPPLU-1/26063 dengan pelaku usaha PT.
JICT. Ketiga, vang tidak mencantumkan pasal dan juga pengertian dari
permusaian kekuatan ckonomi ferdagat 4 (cmpaf} putusan yaiu No.
O3/KPPU-LA2004 dengan pelska usaha Perum Perori dan PT Pura
Nusapersada, No.OR/KPPU-1/2005 denpan pelaku uszha PT Surveyor
Indonesia (Perscen) dan PT Superintending Company ol Indonesia
{Perscro), No, 28K PPUI/2007 dengan pelaku usaha Koperasi Karvawan
Otorita Batam (KKOB), Koperasi Pandy Wisata Batam dan Koperasi
Pengemudi Taksi Domestik Sekupang (KPTDES) dan No. 07/KPPU-L/20067
dengan pelaku usaba PT. Telkomsel.
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¢. Peniabsran Uindakan pelaku ussha vang memenohi kriteria  schasai

tindakan penvalahgunaan prakick monopoli,
Scielal menjelaskan pengortian prakiek monopoli dan juga terkait

didalamnya mengenai pemusatan kekuatan ckonomi, tabap sclanjutnyn

menonjukan tindakan dari pelaku vsaha vang wemenubi ketenluan

penyalabigunaan prakiek monopoli.

Berdasarkan 7 (twuh) putusan yang dianalisa, terdapat 2 {dua)
putusan yang menunjukkan tindakan pelaku usaha sehingga terjadi
penyolahgunaan prakick monopoli vaitu putusan NoOI/KPELL2004
dengan pelaku usaha PT. Pelindo 1 dan No. 07/KPPU-L/2007 dengan
pelaku usaha PT. Telkomsel

Dalam putnsaonys, KPPU jupa menvebutkan tindakan yang
mengakibatkan PT. Pelinde § memenuhi unsur pesyalahgunaan prakiek
monopolt yaitn:

1) Memiliki  penguesaan yang  meayeluruh  atss ayanan jasa
kepelabuhanan berdasarkan Undang-Undang Ne. 21 Tahun 1992 dan
Peralnran Pernerintah No. 6% Tahun 2001,

23 Tarif penggunaan jasa bongkar muat bungkil kelapa sawit dan copex di
TCK ditetapkan oleh Pelindo I sebagaimans ditetapkan dalare Pasal 8
ayat {1) Perjaniion Sewa Menyewa dan Pengoperasian Gudang 109 dan
THi serta Lapangan Penumpukan di Pelabuhan Belawan

Pada putusan KPPU mcengenal perkara PT. Telkomsel juga mencantamkan

tindakan PT. Telkamsel yang memenuhi usnsur penyalahginasn prakick

monopoelt sebagail berikut:

1) Hambatan interikoneksi yang dilakukan oleh Telkomsel.

23 Ada pembeiaan daci pelaky usala terkail dengan sukst doan rekayasa
BAP,

3} Pertimbangan KPPU (erhudap pembelaan.

4} Telkorsel melakukan price leadership.

5y Telkomse] menglapkan harga jasa seluler secara eksesit,

Sedangkan 5 (ima) pwtusan KPPU lainya menyatakan babwa

penyalahgunazn  prakick monopoli  tidak  terpenuhi, dengan  caro
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penyampaian terbagt menjadt 2 {(duas) macam yaity putusan yang secara
teeas menyatakan bahwa tidak ada tindakan pelaka usaba yanyg melanggar
penyalahgunaan prakick monopoli yang dapat dilibat pads putusan No,
047K PPU-1/2003 dengan pelaku usaha PT. JICT, Sementara 4 (empat)
putusan lainnys tidak memberikan penjelasan terkalt dengan tindakan
pelako usaha vang menyalahgunakan praktek monopol! yaitu putusan No.
22K PPU-LI2007 dengan pelaku usaha PT. AP 1, No. D3/KPPU-L20604
dengan  pelaku  usaha Perum  Peruri dan PT Pura  Nusapersada,
No.08/KPPU-IF2005 dengan pelaku usaba PT  Surveyor Indonesia
(Persero) dan PT Superiniending Company of Indgnesia (Persero) dan No.
YK PPULI/2007 dengan pelaku usaha Koperasi Karyawan Otorita Batam
(KKOB), Koperast Pandu Wisata Batam dan Koperasi Pengemudi Taksi
Domestik Sekupang (KPTDS).

. Peniclasan pengertian dari versaingan vsaha tidak sehal dengan mengacu

nada pasal 1 avas 66 Undang-Lndane No, 3 Tahun [999%,

Seperti pada penjclasan pengertian dari prakisk monopoll bahwa
dalany peogertian persaingan ussh fidak sehat juga terdapat 3 macam
bentuk peoyempaian yang ada dalam 7 {tujub) putusan KPPU yaitu
pertame puiasan yang menyebutkan pasal dan juga pengertian dari
perseingan usaha tidak schat, ada 3 {figa) putusan yaiu putusan No.
JYKPPLLLA2007 dengan pelaku usaha PT. AP I, No.0I/KPPU-L/2004
dengan pelaku uwsaha PT. Pelindo 1 dan No OB/KPPU-I2005 dengan
nelaku usaha PT Surveyor indonesia (Persero) dan PT Superintending
Company of Indonesia (Persero). Kedua, penyampaian hanya dengan
menvebutkan pasal saja tanpa menyebutkan pengertian dari persaingan
usaha tidak schat vaiw pada pulusan No. S4/KPPU-I/2603 dengan pelaky
usaha PT. JCT. Ketiga, tidak ade ponyebutan pasal dun juga pengertian
dart persaingan usaha tdak sehat, terdapat 3 (tiga} putusan yaitu putusan
Mo, 03/KPPU-LA2004 denzan pelaku usaha Perum Peruri den PT Pura
Nusapersada, No. 28/KPPU-1/2007 dengan  pelaku wsaha Koperasi
Karyawan Olorita Batam (KKOB), Koperasi Pandu Wisata Batam dan
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Koperasi Pengemudi Taksi Domestik Sekupang {KPTDS) dan WNo.
8FKPPL-1/2007 dengan pelaku usaha PT. Telkomsel.

. Penigbaran_tindakan pelaku usaba vane memenuhi  kriteria sebanai

tindakan persaingan useha tidak sehat
Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa dalam putusan

KPPU terhadap penjabaran tindakan pelaku vsaha yang memenuhi kriterig

sebagai tindakan persaingan usaha tidak sehat. Penjabaran terssbut dapat

dibagi 1wenjadi 3 bagian yaitu pecana, 2 (dus) pulusan  yang
mencantuinkan tindakan pelake usaha yang meyebabkan persaingan usaha
tidak sehat yvaitu putusan NeQ4/KPPU-Y/2003 dengan pelaku usaha PT.

JCT dan Ne. 0F/KPPU-L/ZEG7 dengan pelaku usaha PT. Telkomsel.

Putusan KEPU memaparkan tindakan PT. JICT yang menyebabkan
persaingan usaha tidak seha! vallu dengan menghambal operasionslisast
dermaga 300 atau Segore dan dermaga 009 atau MTI] untuk melayani
aktivitas boaghar muat petikemas di pasar bersanglutan,

Paparan techadap tindakan peayebab persaingan usab tidak sehat
juga ditemukan pada perkara PT. Telkomsel yang menyatakan bainva:

1) Industri seluler Indomesia adalab  tidak  kompetitif, pesjelasan
nienunjuk pada keterangan vang sudah diberikan sebelumnya.

2) Telkomsel memperoleh Profit Eksesif, penjelasan menunjuk pada
keterangan yang sudah diberikan sebelinwya dan ada keterangan
tambahan.

3) Kerpgian konsumes denpan memberikan keterangan sonclan,

Sehingga terdapat 5 (lima) pwtusan dimana pelaku usaha tidak
melakukan persaingan usaha tidok sehal. Dari 3 {lima) putusan fceschut,
tordapat | {satu} yang menjelaskan ada tindakas pelaku usaha vang tidak
menyebabkan terjadinya persaingan wsaba tidak sehat vaity putusan No,

OV/KPPULLA2004 dengan pclaku wsaha PT. Pelinde | yaile dengan

menyatakan babwa persaingan dapat terjadi sebelura masuk ke dalam

pasar (comperition for the marker) atau persaingan dapat terjadi di dalam

pasar {competition in the markef) pada kssus ini persaingan tegadi pada
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sast sebelum masuk ke pasar yaitu deogan ada eemyifzing pekeriaan,
selingpa tidak terjadi persuingan usah tidak schat,

Sedangkan 4 (erapat) putnsan lainnye yalio No. 22/KPPULL/2007
dengan pelaku usaha FT. AP 1, No. QFKPPU-LA2004 dengon pelaku vsaha
Perum Peruri dan PT Pura Nusapersada, No.0B/KPPU.IZ2005 dengan
pelaku ussha PT Surveyor indonesia (Persero) dan PT Superintending
Company of Indonesia (Persero) dan No. 28/KPPULI2007 dengan pelaky
usaha Koperasi Karyawan Otorita Batam (KKOB), Koperast Pandu Wisata
Ratzn dan Koperast Pengemudi Takst Damestik Sekupang (KPTDS) tidak

memberikan keterangan terkail dengan persaingan usaha tidak schat.

t. Peniabarac tindakan pelaka gsaha vane owemenuhi kriteria  sebagas

tindakan penvalahounasn praktek monopoli dan atau vang menimbulkan
persaingan ysaha tidak schat,

Penjabaran tindakan gelaku usaha bdak dibahas sccara parsial
berdasarkan pasal-pasal vang dilanggamya, melainkan  dijabarkannya
tndakan pelaku usaha wntuk kemudisn dinyatakan sebagal tindakan
penvalahgunaan prakiek monopoii dan atau persaingan usaha tidak sehat,
Dari 7 (wjub} putusan yang dianalisa terdapat 4 {ompat) putasan yang
menggunakan penggabungen findakay, sedangkan 3 (tiga) putusan falnnya
menggunakan penjelasan tindakan secara parsial. Adapun {empat) prtusan
tersebut yaitu:

1} Putusan Ne. 22/KPPU-L/2807 dengan pelaka usaba P AP 1, dimana
tindakan gabungan yang wmengakibatkan penyalabgunaan praktek
monopoll dan atau persaingan asaha  tidak schat adalah  ddak
memberikan  gelayvanan dan  keamanan  msksimal sespal deagan
peraturan vang ada schingga para pongguna jasa berkurang tingkat
kesciahieraannya baik dari sisi pendapaian maupun dari sisi pelayanan
yang didapatkan.

2} Putusan No, 83/KPPU-L/2004 dengan pelaku usabia Perum Peruel dan
PT Pora Nusapersada, dimana tlindakan  gabungan  yang

mengakibatkan penyalahgunaan  praktek  monopolt  dan alaw
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parsaingan usahin tidak sehat adalah kegiatan yang mengakibatkan

penguasaan atas seluruh produksi hologram yang dilekatkan pada

setiap piia cukai rokok.

Putusan No O§/KPPU-I/2605 pelaku usaba PT Surveyor Indonesia

{Perserey dan PT Superistending Commpany of Indonesia {Pergero},

dimana tindakan gabungan yang mengakibatkan penyalahgunaan

prakick monopcl dan atan persaingan usaba tidek schat adalah

membentuk K50 vyang secara langsung telah  mengakibatkan

terjadinya pemusatan kskuatan dan pengeesean penyedisan jasa

verifikast impor gula, sehingga mengakibatkan:

ay Para importir gula Gdak mempunyai pilihan uvnwk mendapatkan
penyedia jasa verifikasi impor gula lain selain melalui K8O.

b} Para raportir lidek akan pernah memperckeh harga dan fayanan
pentbanding.

¢} Imbalan yany hares dibayar oleh para hmportir meniadi relatf
sangatl tinggi yang mengakibatkan moningkatnya blava produksi,
barga jual dac mengurangt daya  saing  produk dimans
peningkatan biaya produkst dan kenaikan harga jual peoduk
sehingga akan sanakin membebani konsumen sebagat penpeuna
produk  tersebut, das hal ini mengakibatkan kerusian bag
konsuimen dan kepentingas umun.

Putusan No. Z8/KPPU-I2007 pelaku usaha Koperasi Karyawan

Otorita Batain {KKOQB), Koperast Pandy Wisata Batam dan Koperast

Pengemudi Taksl Domestik Sekupang (K¥FTDS), dimana tindakan

cabungan yang mengakibatkan penyalahigunasn prakiek monopoli dan

atau persaingan usaha rfidak seha! adalah menguasai jass pelayanan

ksl yang mengakibatkon tidak adanya persaingan, sehingga moemiliki

dampal sebagai berikut:

a) ‘Tidak ada piliban teksi fain.

B} BMengakibatkan tdak terjadinya persaingan.

¢} Ronsumen tidak mempunyai pilihan lain dalam menggunakan

Tasa pelayanan taksi,
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d) Konsumen harus membayar torif taksi iebih mahal,

Dalam pembahasan unsur “mengekibatkan prakick monopoli dan atau
persaingan wsaha ticdak schar™, terkait tindakan pelaku usaha, Putusan KPPU
ada yang memuat pembelaan dari pelake usaha dan ada yang tidak maemuat
pemvbeiaan dari pelaku usaha, Selain itn juga tidak dapat ketabin kapan
pembelaan dari pelaku usaha boleh atau harus dimugt dalem putusan KPPU
dan kapan tidak, padahal setiap pelaka vsaha memiliki hak yang sama untuk
melakukan pembelsan. Dard 7 {tujuh) putusas yvang dianalisa hanya tecdapat 2
{dua) putusan memuat pembelaan pelaky usaha yaitu putusan No. 07/KPPL-
L2607 dengan pelaku usaha PT. Telkomsel dan  Wo, 2R/KPPU-12007
dengan pelaky usaha Koperasi Kacyawan Qtorita Batam {KKOB), Koperasi
Pandu Wisata Batan don Koperasi Pengemudi Takst Domestik Sekupang
{KPTDS).

Metaide Pembuktian Praktek Mogopoli

Berdasarkan teori sebagaimana yang telab dijelaskan pada Bab 1,
penerapan pendekatan rule of reasan dalam rangka menentakan apakah suatu
kegiatan nsaba melakokan ponyalabigunaan prakiek mosopoll atwn tidak
ditentukan dilakukan dengan tahapan memeriksa pasar bersangholan yang
melipull pasar produk dan pasar geografls, dominasi pasar dan tindakan
selako vsaha fle mendorong atau menghambat arau mematikan pesaing yang
meliputi pengamatan atas cara dae dampak. Pombahasan mengenai sub bab
ini mengenai penerapan pendekalan rufe of reason yang dilakukan olch
KPPU terkait dengan penyalahgunaan prakiek monopolt pada putusan-
pulusannya.
421 Pytusan KPPU No22/KPPU-L/2007 dengan  pelaku  usaho PT.

Angkasa Pura |
Pada pulusan inl, dapat dilibat bahwa Udak ada pengstas,
pembatasan dan atau ruang lingkup atas pasar bersaagkutan baik yang

meliputl pasar produk maupun pasar geografis.

Universites indonesia

Analisa Tentang..., Novita Milanda, FH Ul, 2009



83

Tahap selanjuinya yaite dengan memeriksn domninasi pasar, dalam
putusannya divyatakan babiwa PT AP 1 melalui SSC Werehousing
adalah satu-satunys peloku usaba atau kelompok pelaku usaha yang
menguasal Jasa Pelayanan Kargo Bandara Hasanuddin, Makassar,
Sulawesi Selatan'™. Schingga terfadi penguasasn pasar 100%.

Tahap terakhir vaitu memeriksa tndakan pelaku usaha yang terdiri
dari perilaku dan dampak vang ditimbolkan. Dalam putasan KPPU
terkait dengan perilaku PT. AP 1 dinvaiskan babws majelis komisi
tidak menermukan gerilaku PT AP | yang menolak san menghalsngs
pelaku usaha lain untuk bergerak di bidang jasa pelayanan kargo di
Bandara Hasanuddin Makassar Sulawest Selatan. Hal i disebhabkan
PT AP | melalui SSC Warchousing moemiliki hak monepoli uniuk
mengelola jass pelayanan kargo di Bandara Hasanuddin Makassar

Sulawesi Selatan''t

Namun myjelis komisi menyatakan dalam

pulusannya baliwa PT. AP § sudah melakukan tindak yang menailiki

dampak mengakibatkan ierjadinya  prakick monopoli dan  atau
persainaan usahia tidak sehat sebagal berikut!'™:

a3 Habwa PT POS, EMPU, dan perusahaan maskapal penerbangan
tidak memifiki piliban lain atau harus mengpunakan jasa SSC
Werehowsing untuk pengiriman kargoe melalui wdara & Bandara
Hasanuddin, Makassar Sulawes: Selaian.

b} Bahwa PT POS dan EMPU hasus mesanggung beban biaya
tambahan sebab harus menggunakan fass 88C Warchonsing dan
beban biaya tambahan fersebut telabh mengakibatkaa menurunnya
tingkat keuntongan PT POS dan EMPU,

¢} Bahwa SSC Harehousing terbukti masih Kurang memboerikan rasa
keamanan bagt para pengguna jasanya,

d) Babwa SSC Warehonsing tidak dapat memberikan keamanan

sesuai dengan langgung jawab PT AP L

YK omisi Penpnwas Persaingan Usahi Bepublik Indonesin, Putusan Perkars Laporan No.
2HRPPULLZO0T Tenlang entang Prakiek Monopoll Tuso Korgo ¢f Bendar Udgra asanuddio,
hal 28,

U ibidt, hal 29

Withict, hal. 24-26
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¢} Bahwa baik PT AP | dan S8C Warehousing tidak memberikan
tingkal keamanan yang baik.

{}) Bahwa tingkat kewwungan yang sangaf tinggl tersebut tidak
diimbangi dengan pelayanan yang baik schingga S5C #urchousing

tidak memberikan nilai lumbeh bagi pengguna jasanys.

Putusan  KPPiE No O BPU-2005 dengan Pelaky  1isaha PT

Survevor Indonesia {Perseroldan PT Superintendine Company, of
ndonesia (Persero}

Pemeriksaan terhadap pengertian pasar, majelis komisi menyatekan

baliwa pasar bersangkulan dalam putusan ini adalah pasar yang baru
scbagaimana dinyatakan sebagai berikat’
Bahwa kewaliban pelaksunaan wverifikasi alau ponelusuran lekais
wnmar pula telah menciptakan pasar baru yaitu pasar jasa verifikasi
atau penelusucan teknis impor gula dalam wilayab hukum Republik
Indonesia. Dalam hal ini, para importir gula adalah pengguos atau
konsurnen jasa tersebui, sedangkan perusabaan survey atau surveyor
adalah penjual jasa wrsebut

Sedangkan penjelasan mengenak pasar produk dan pasar goegealis
dalam putusan dinyatakan scbagat berikut

a} Bzhwa dalam interaksi tevsebut, PT Surveyor Indonesia
{Persero) dan PT Supenntending Company of Indonesia
{Persero} berada dalom pesist sebugai penyedia jusa verifikasi
atau peneluswan tcknis unpor gula dan para importic gula
berada dalam posisi scbagai sengguna alag pemakal jass
verifikasi.

bl Bahwa Terlapor | dan Terlapor 11 menyedakan jasa verilikast
atau penclusuran teknis impor gula bagt importir gula vang

berada di dalamm wilayah Negara Republik indonesia,

M3y s Pengmwny  Persainpan Psobs Republik  Indenesiz Powsan Perkurs
No 0FKPFLLZ005 Temang Penyediaan Jass Verifikosi Alau Pencluzuran Tekuis Imper Galw,

hald.
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Pada putusan ini, hal terkeit dengan pemeriksaan dominasi
dinyatakan sebagai berikut:

Bahwa dengan demikian, ensur barang dan alau jasa vang
bersangkutann  belwn ade subsitusinya  ¢roee mengakibatkan
pelaka ugaba lain tidak dapat masuk ke datam persaingan ussha
barang dan atau jasa yang sama aanr satu pelaku usaha atau satg
kelompok pelaki vsalia menguasai lebih dart 30% {lima puluh
persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa erienty.

Terhadap tindakan yang menghambat atau memstikan persaingan
yang yang terkait dengan perilaka dinyatakan datam putusan'™;

Bahwa findakan PT Surveyor Indonssia (Perserp) dan PT
Superintending Company of Indonesis (Perscro} membentuk
K80 secara langsung telah mengakibatkan lerjadinya peinusatan
kekuatan dan penguasuan ponyedisan jasa veciiikast tmpor gula,
dan oleh karenanya mepiadakan persaingan dalam penyadiaan
jasa verifikasi atau penclusaran teknis impor gala.

Sedangkan ferhadap tndakan yang menghambat atauy mematikan
persaingan yang vang terkajt dengan perilaku dinyatakan dalam
putusan’'

a} Babwa para bmportir gola tidak  mempunyai pilihas ook
mendapatkan penvedia jase verifikasi umpar gula lain selain
melaiui KSO.

b} Bahwa para importic tidak akan pernall memperoleh harga dan
layanan pembanding.

¢y  Bahwa imbaizn yang haros dibayar oleh para importir menjadi
relatif sangat tinged mengakibatkon meningkainya biaya produksi,
harga jual dan mengurang dava saing proaduk.

d} Bahwa peningkatan biaya produksi dan kenaikan hargs jusl
produk akan scoakin membeban konsumen sehagal pengguma

produk tersebut, dan oleh karenanya hal tersebut mengakibatkan

kerugian bagi kepentingan umum.

Mk, tal, 27,
B3 ihid, o). 37-28

Universitas indonesia

Analisa Tentang..., Novita Milanda, FH Ul, 2009



86

e} Bahwa berkurangnya daya saing produk juga akan merugikan

kepentingan para importir sebagai produsen.

4.2.3  Puusan KPPU Ne, 04/KPPU-I/2003 denoan Pelgku Usaha PT. Jakaria

Internationat

Pada putusan ini, majelis komist melakukan penctapan terhadap pasar
bersangkutan dengan turut membahas mengenal pasar produk dan
pasar goegrafis vang menjadi bagian dari pasar bersangkutan. Maijelis
menctapkan pasar produk dengan menyaiakan' '

Bahwa berdasatkan  pengklasifikasian  karakicristik  (@rminal
tersebut i atas, mmaka  karaRieristik  terminal yang  dapat
dipersaingkan di dalam nsaha jasa (erminal yang dapat melayani
bongkar muat petikemas dalam perkara inf adalah antara fenming
petikemas internasional dan terminal petikemas ndfipurpose,
karena keduanya dapat melakukan pelavanan bongker muat
petikemas Inlernasional.

Sedangkan untuk pesar geosrafis, majelis komisi reenyatakan'':

Babwa janpkavan atan daerab geografis penasaran sebagaimana
dimaksud dalam definisi pasar bersangkutan di dalam perkara ini,
didasarkan atas kedekalan antara wilayah penyedia jasa terminal
yang dapat melayani bongkar muat petikemnas dengan wilayah
tujuan akhir pengiriman barang oleh pengguna jasa terminal yang
dapat melayani bongkar muat potikemas dengan alassn-alasan
ekononiis scbagai berikut:

a} RBahwa bukan emcrupakan tindakan vang efisien secara
ekonamis bila pengiriman barang olkeh pengguna jasa i
lakukan melalui terminal yaug dapat melayani bongkar miost
petikemas yang jauh dari wilayah tajvan akhic pengivhnan
barang olch pengguna jasa

b} Bahwa deuagan asumsi celerds poribus, maka  wilayah
penyedia jesa terminal yang dapat meluyani bongkar moat
petikemas vang letaknya jaub dari tujuan skhir pengiriman
bareng oleh pengguna msa lerminal vang dapat melayani
bongkar muat potikemas bukan merupakan substitusi dari
wilayah penyedia jusa terminal petikemas yang lctaknya Iebih
dekat.

HeRomisi Pengowss Persaingan Ussha Republik Indonesia, Fulusan Perkara Lagoran
MNe HYRPRU-VI003 Tontong amhorizafion  agreemenr PlJakaric  Infernptionpd  Cowmsiner
Terminal SPTK JICTS, bal, 13

Wibid.
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Berdasarkan keteranzan di aias, maka majelis komisi meneiapkan
ballwa pasar jasa lerminal yang dapasl melayani bongkar muat
petikeras internasional di wilayah Pelabuhan Tanjung Prick’",
Terhadap pomerikspan dominasi pasar dalam putusan KPPU ini
bersumber pada pengakuan pelake usaha dan data yang dinyatakan
dalam putusan sebagai berikut'™”:

a) Bahwsa PT. JICT menyatakan pengoasaan pangsa pasar PT.JICT
di Pelabuban Tanjung Priok sampai dengan saat ind Jebih dari
50% (lima puluh persen), sedangkan untuk sehovh Indonesia
kurang dari 40% (empat puluh persen).

b} Bahwz berdasarkan data arus bongkar muat  petikemas
intornasional di Pelabuhan Tanjung Priok selame kusen wakiu
2002, PT, MCT menguasul pangsa pasar sebesar 68,53% (enom

pubub sembiian koma hma puluh tga persen).

Pada tahap tindakan pelsku usaha yang mengakibatkan terjadinya
praktek monopalt dan atan persaingan usaha tidak sebat, putusan
majehis komisi tidak menyebulkan perilaku dari pelaky usaha, namun
menyebutkan bahwa tindakan dari pelaku vsahe iersebut memberikan

dampak negelil terkadap lu inflasi yang  dinyatakan  sebagai

berikat

Fungsi pelabuhan  yang memperlancar arus  uwpor  daa
memperkuat  iptegrast  pasar  domestik,  pada  gilirannya
membertkan - sumbongan vang  signifiken bagi  stabilitas
makroskonomi, khususaya dalam hal penurunan bigya disiribosi
khususnva dan biava transaksi vmumoya, yang selenjulnya
berdampak pada pesurunan laju inflasi,

Wéymid, hal, 13
HEreid, hal.
Perhiel, hal. 18
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4.2.4 Putusan KPPL No.Ol/KPPU-1/2004 denean Pelaku Usaha PT.

{PPerseroy Pelsbuhan Indonesia |

Poneriksaan awal bedkonaan dengan pasar bersangkutan dalam
putusan najelis kosite sebagai berikud'®:

Balwa yang menjadi pasar bersaagkutan (refevant merker) dalam
perkara ini adalab kegiatan jass bongkar muat bungkil kelapa sawil
dan copex i dermaga 109 dan {11 yang ditclepkan sebagai
denmaga uniuk kegiatan hongkar muat bungkil kelape sawit dan
copex {dedicated berth di Pelabuhan Belawan.

Pada tahap kedsa yaitu mengesai dominasi pasar, dalam putusan
majelis komisi menyatakan'2:

Bahwa Pelindo 1 memiliki penguaszan yang menyeluruh atas

layanan jasa kepclabuban berdasarkan Undang-undang No. 21

Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintal No. 69 Tahun 2001.
Terhadap pembuktian mengenal menghambat  atay  mematikan
persaingan yang (erkail depgan perilaku pelaky usaha, putusan dalam
perkara ini dinyatakan sebagai berikut'™:

Bahwa tindakan kerasuma bongkar muul vang dilakukan oleh
‘Terlapor 1 melalui LIBM dengas Terlapor 1 vang dituangkan dalam
perjanjian yaag dilakukan Terlapor I dengan Terlapor 11 menutup
kemungkinan PBM yaug lainnya melskuken kegiatan bongkar
mwat di TOK.

Sedangkan dampak yang ditimbuikan dari perilako peiaku usaha tidak

dinyatakan dalam putusan majelis komist.

4235 Putosan KPPU No.  03/KPPU-1/2004  dengan  Pelaks  Usaba
Perusabaan Umum  Percetakan Usng Republik Indonesis  (Pernm

Peruel)_dan PT Purs Nusapersads

Tahap penbukian levkalt dengan pasar bersanghkutan, majelis

- - !
komisi menyatakan' =

K omist Pengawas Persainges Usaha Republik tndonesia, Putnsan Perkara Loporan
Mo OVEPPU-L/2004 Tentang Perianiino Sewa oleh PT. {Persero) Pelabulan ndonesia [ hul 32

P bid Gal 29.

"I1bid, hal 34

R omisi Pengawas Persoingin Usaha Republik Indonasis, Putugan Perkara Taporan No.
GE/KPPU-LA200M Tentang 1iologram, hal. 13,
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Bahwa pasar bersangkutan  untuk  hologram  adalab  pasar
hologram untuk pila cukai rekok.

Sedangkan tahap pernbuktian dominasi dan perilaku dari pelaku usaha
dinyaiakan dalam putusan scbagai beriku('™:

kegintan vang dilakukan oleh Terlapor | sebagal pemberi
pekeripan dengan Terlapor [l scbagal pemasok lologram pita
cukai yakni berupa penguasaan atas selurub produksi hologram
yang dilekalkan pada setiap pila cukai rokok.

Pada putusan tersebut lidak ditemukan adsnya  dampak  dari
pelaksanaan  perjaniian oantare Perum  Ponwri dengan PT Pura

MNusapersada.

4.2.6  Putusan KPPU No, Z8/KPPU-I/2007 denuan Pelaku lisaha Koperas:

Koperasi Penceinudi Taks: Domestik Sekupane (KPTDS) -

Tahap pertama dalam hal membukitkan ada atau  tdeknya
monopoll yaitu dengan menentukan roang Hagkup pasar bersangkutan
yang df dalamaya juga meliputi pasar produk dan pasar geografis.
Pada perkars ini pengertian pasar produk dan pasar geogralis seria
pasar bersangkutan sebagai berikut'*®:

a} Pasar produk dalam perkara ini adalah jasa layanon angkutan taks
yang diselenggarakan oleh badan usaba baik yang berbentuk
badan hukum maupun bikan badan hukum,

b} Pasar zeografik yailu Bandam Hang Nadim, Pelabuban Domestik
Sekupang, Pelabohan Internasional Sekupang, Pelabuhan Balam
Center, Pelabubgs Marina Ciy, DPelabuban Harbour Bay,
Pelabuhan Nongsa Pura, dan Pelabuhas Telaga Pungguer i

Batam:.

¥ bid, tsal. 14

"R omist Pengawas Parsalngan Usaba Ropubiik [mdonesia, Putssen Perkara Insiatit No, .
2SEPTLLLE00T Tentang Pengelodaen Taxi di Batam oleh Koperast Pegowat Ororitn Busar, hal
1e.
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e} Pasar bersangkutan adalah jasa angkutan wmuny jenis taksi yang
beraperasi di masing-masing wilayah yaitu Bandara Hang Nadm,
Pelabuhan  Domestik  Sekupang, Pelabuban  Internasional
Sckupang, Pelabuban Batam Conter, Pelabnhan Marina City,
Pelabuban Harbour Bay, Polabuhan Nongsa Pura, dan Pelabuhan
Telaga Punggur di Batam,

Pemeriksaan terkait dengan domingst pasar, dolam putusan gl

dinyatakan berturut-turut untuk pelaku vsshe Koperasi Karyawan

Olorita Batam (KKOB), Koperasi Pandu Wisata Balam dan Koperasi

Pengemudi Taksi Domestik Sekupang (KPTDS) sebagai berikut™’:

a) Bahwa Majelis Komisi menilai di Bandara Hang Nadim hanya
dikuasai oleh satu pelaks psaha taksi vaits Koperasi Karvawan
Otorita Batam.,

b} Balva Majelis Komist menilai rclah terjadi pengoasaan fass -
pelayanan taksi vang dilakukan olch KPTDS di Pelabuhan .
Domestik Sekupang.

¢) Bahwa Muajelis Komisi menilai di Pelabulan Maorina City hanya
dikuasai oleh saiv pelaku usaha taksi vailu Koperasi Pandu Wisata

Batam.

Hada pembukiian ada hambatan persaingan usaha vang terdinl dar
perilaku dan dampek darl peritake pelaku usaha, pada putusas i
tidak ada pemgelasan mengenal perilaku usaha yang menghambat
persaingan assha, Namun dari putusan ini dapat Retabui ada dampak
duri perbuatan pelaky usaha yang dapat menghambak porsaingan usaha
}-’aiiam:

a} Mengakibatkan tidak terjadinya persaingan.

b) Konsumen tidak mempunyai pilihan lain dalam monggunakan jasa

polayanan taksi.

¢} Konsumen harus membayar tarif taksi lebih mahal,

" rhid, hal 96, 106,108
Frhid, hal. 97 dan 109,
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427 Putusan KPPL] No, 0VKPPU-LA2007 dengsn  Pelaky  Usaha

PT Telekomunikasi Selulag

Pemnbuktian torhadap paser bersangkutan  yang melipwli pasar
produk dan pasar geografi, dalam putusan majelis komisi menyatakan
pasar produk yaitu layanan telekomunikasi schular, sedangkan pasar
geograflis berkaitan dengan jangkauan alau dacrah pemasaras, tidak
diketornukan adanva hambatan baik dari sisi tekaologi maupun
regulasi bagl para operator selular untuk memasarkan produknyva di
seluruly wilayali Indoncsia. Dengan demikan, pasar bersangkutan
galam perkara ini adalah layanan telckomunikasi sclular di selurob
wilayalr Indonesia' .

Pads tahap pembukiian mengenat dominasi, putusan majelis
komisi menystakan bahwa Telkomsel memiliki pangsa passr lebib
dari 50%, dengan ratorata schesar 61,2497,

Pada takap terakhir yaite membuktikan ada hambatan persaingan yang
meliputi perilaku PT. Telkomsel ada 3 perilaku adalah hambatan
interkoneksi, price feadersiip dan harga cksesiP, Scdangkan
dampak vang ditimbulkan oleh pelaku usaha yaitu kompetisi dalam

industri sefuler Indonesia tidak kompetitif dan profit eksesif*2,

Apabila penjefasan di stas dibuatkan sinwlasi berdaswkan tahap yang
ditempuh, maka dapat dengan cepat dikelahui perbedaaap hap pemeriksaan
pasa tiap-tiap kasus, vaitu scbagai berikut:
1. Tahap pemeriksaan pasar bersanghutan.
Pada tahapan ini pemeriksaan terbagi menjaadi Higa yaitu periama,
pemeriksaan yang tidak memberikan ruang lingkup pasar bersangkutan
termasuk  di dalamnya pasar produk dan pasar geografis. Adapun

pulvsannya adalah No. 22/KPPU-L/2007 dengan pelaku usaba PT.AP [

TR amisi Pengawas Persainpan Usain Republik Indonesia. Puusan Perkara Lagoran No.
OHKPEULAG0T Tentang Temnsek. hal. 7-8,

Pothid, hal 673,

M ibid, bat 674-678,

i rhid, bl 678-681,
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Kedus, pemeriksaan mengenai pengertion pasar dijelaskan padsa
bagian tersendirl, dimapa didalamnya juga mesnjelaskan mengenal pasar
produk dan pasar goegrafis. Ada 4 {empat] putusan perkara pacde
pemcriksaan Kedva ini vaile perkara No. NoOS/KPPLU-L20035 dengan
pelaky usaha PT Swrveyor Indonesia (Perseroldan PT Supcrintending
Company of Indonesia (Persero), No. 04/KPPLU-1/2003 dengan pelaku
nsaha PTJICT, No. 28/KPPU-I2007 dengan pelaku usaha Koperasi
Karyawan Morita Batam (KKOB), Koperasi Pando Wisata Batam dan
Koperasi Penpomudi Taksl Domestik Schupang (KPTDS) dan No.
97/KPPU-L/2007 dengan pelaku usaha Pi.Telkomscl.

Ketiga, pemeriksagn mengenai pasar dijadikan satu dengan ungur
pada pasal 17 velingga pengertiun dari pasar produk dan pasar goegrafis
Hdak dicantspkan. Adapun putusan yang diperiksa adalah  perkara
No.0l/KPPU-L/2004 dengan pelaka wsaha PT. Pelimdo 1 dan No.
O3/KPPULLA2004 dengan pelaku usalin Porum Perwrd dan PT Purs

Nusapersada.

. Tahap pemetiksaan dominasi pasar,

Pemeriksaan bagian ini, scmua putusan memttiki dominasi pasar.
Perbedaannya dari cara penentuae dominasi vaitu ada pulusan yang
langsung menyatakan bahwa pelaky usahs memiliki dominsast pasar,
namun ada juga vang memberikan alasan berupa pengabkuoan pelaku usaba
dan data, bordasarkasn perjeniian, berdasarkan  Undang-Undang dan
berdasarkan penflaian KPPU di izpangan.

. Tahap pemeriksaan hambalan atay mematikan persaitgan.

Tahap ini meliputi perilaku dan dampak. Pada putusan dapat
diketahid ada 3 {tiga) kelompok yaitu kelompok pertama yang memenuhi

perilaku dan dampak yaitu pada putusan No. Putusan KPPU No. 08/KPPU-

172005 dengan pelake usaha PT Swrveyor Indonesia (Perscrojdan PY

Superintending Company of Indonesia (Persera) dan No. 0T/KPPU-L/2007

dengan pelaku usaha PT. Telekomsel.
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Kedun, hanya memenvhi perilakn $aja yaitu putusan perkara
N G URPPU-L/2064 dengan Pelaku {Usaha PT. Pelindo 1 dan No. 93/KPPU-
L/2004 dengan pelaku usaha Peram Peruri dan PT Pura Nusapersada.

Ketiga, hanya memenchi dampak sajs yaitu puiusan No, 04/KPPU-
2003 dengan pelsko usaha PTJICT dan No22/KPPU-L/2007 dengan
pelaku wsaha PT, AP 1 serta No. 2&KPPU-I2007 dengan Pelsku Usaha
Koperasi Raryawan Oasiia Batam (KKODB) dan Koperasi Pengemudi Taksi
Domestik Sekupang (KPFTDS) Namun Koperast Panda Wisata Batam tidak

merenuhi baik perlake maupun dempak.

Rerdasarkan papar tersehut dapal disimpulkan bahwa tidak semua
tabap  ride  gf reasor  imrpenuhi  dalam menctapkan  pasal  terkait
penyaiahgunaan prakick monopod, yaitu penentuan pasar pada putusan
No 22/KPPU-L/2807 dengan pelaku usaha PT. AP 1 dan menghambat
persaingan pada puwusan No. 28/KPPU-I/2007 dengan pelaku usaha hanya

Koperast Pandu Wisata Batam.

Penerapan Monopoli berdasarkan Undasg-Uwdang No. 5 tahun 1999
Terhadap dalam Putasan KPPU

Tujuan pembentukan Undang-Usndang No. 5 Tahun 1999 tercamum pada
pasa 3 yang menyatakan

a. menjaga kepentingan  gmum  dan mesingkatkan  efisionsi  ckonomi
nasional sebagal salah satu upava vniuk meningkatkan kesejaliteraan
rakyal;

b, mowujudkan iklim vsaba yang kondusif melaful pengaturan persaingan
usasha vang sehat schingga menjamin adanya kepasitan kesempatan
berusaha yang sama bagi pelako usaba besar, pelako usaha menengalh,
dan pclaku usabsa keciky

¢ mengegah prakiek monogoli dan atau persaingan usaha Ydak sehat yang
ditimbulkan oleh paiaku ssaha; dan

d. terciptanya efcktivitas dan elisicnsi dalam kegiaton nsaha,
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Secara garis besar dengan mengacu pada pasal 3 Undang-Undang No. 3
Tahun 1999, tujuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah:

{. Efismesi ekonomi.

2. Kesempatan berusaha,

. Mencegah praktck monopolt dan atay persaingan usaha {idak schat yang

il

ditimbulkan oleh pelaky usaba,

A

. Terciptanya efekiivitas dan slisiensi,

Dalany rengka menganalisa tentang penyalahgunaan prakiek monopols
berdasarkan putusan-putsan KPPU, maka pada sub bab ini akan dibahas
apakah pertimbangan-pertimbangan dalam putusan-putusan KPPU sodah
sejalen deagan tufnan dari pembentukan Undang.Undang No. 3 tahun 1995,

Dari sempa 7 fujub) putusan vang disnalisa, dapat diketahui bahwa yang
menjadi  pertimbangan-pertimbangan majelis  komist  dalam  mengambil
keputusan terhadap penyalohgunaan prakiek monopoli sehagai berikut:

1. Pertimbangan ekonomi

2. Pertimbangan tecpenuhinya vnsus-unsar pasal 17

3. Pertimbangan masa transisi berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun
199§ sebagaimany diatur dalan pasaf 32

4. Pertimbungan menjalankan Usdang-Undang sebagaimana diatur pada
pasal 50 a dan 5t

Portimbangan tindakan vang meringanken

Pertimbangan indakan yang memberatkan
Pertimbangan adanya perbedaan pendapat huknm

Pertimbangan adanya itikad baik

S @ o oo W

Pertimbangan kescimbangan aatara pelaku uszha dengan kepentingan
wuum sebagaimana diatur pada pasal 2

10. Pertimbangan pencegahan adanya Konsentrasi pasar

11, Pertionbangan menjamin kepastian hukuim

12. Pertimbangan KPFU tidak berhak menjatubkan bukuman ganti rugi guna

kepentingan konsumen
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Dari pecbandinpan antara tujuan pembentukan Undang-Undang No. 3 Talum

1999 dengan denpan pertunbangan majelis komisi dapat diketabui bahwa

pertimsbangan yang diberikan oleh mejelis komisi sangat fergantung pada

permasalahan vang dihadapal, namun pada (rinsipnya (etap mengacu agar

tujuan pembentukan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dapat terlaksana.

Pada dasarnya, penerapan monopoli memiliki keuntungan dan kerugian.

Aspek yang mengumungkan dari keberadaan suonopoli adalah sebagai

betkut' >

t. Maonopoli, efisfenst dun partmnbubion ghonomi
Monopoli mempunyal kelebihan yadly mamps mengakumulasi lsha super
normal dalam jJangka pasjang, Kemampuan inl sangat dibutubkan agar
mampy membiayal riset dan pengembangan dalam ranghka mendapatkan
weknelogi borp atau menyempurnakan teknologt yaas sudal ada, gung
meningkatkan efisiensi. Dengan peninghatan efisiensi, tlari jumiah faktor
produksi vang sama dihasilkan ouiput yang lebih besar. Dengan kata Jain,
itka monopoli dikelola dengan baik aken mendorony permsmbuhan
ckonomi.

b. Monopoli den efisiansi pengaducr borarg publik
Tidak semua barang publik dapat discdiakan secara sfesion lewat pasar,
karena barang publik hanva efisign apabila pongadaannys dilaksanakan
dalam skale besar. Sebagai conteh, pengadaan jalan raya, pelabuhan lasi,
transportasi, telekomunikasl dan air minum, Karena ¢lesien jika dalam
skala besar, perusahaan harus mendapatkan hak monopol. Dalam jangka
panjang  diharapkan  mampu  meniadi - monopelis  alamiah  yang
memproduksi barang publik dengas harga murah,

e Monopali dan peningkaton kesejateraan masyarakat,
Perusshasan monopeli jika dibiarkan momang dapai merugikan koarens
menproduksi barang lebih sedikit dan menjual dengan lebih mahal
Namun dapat diberlakukan kebijakan ponpaturan dua harga yvang dapat
digoaakan untuk meningkatkan keselaheraan masyarakat, Kebijakan ini

memungkinkan dilakukan peningkatan cmpud melalui subsidi silang.

P eathama Rabarja dan Mandala Manurung. Op.Cir, hal. 163,
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Sclain memberikan aspek positif, monopoli juga memberikan aspek negatif
datam persaingan usaha yaitu'>*:

a. Hilangnya atau berkurangnya tingkat seishicraan konsumen,

b. Moemburuknya kondisi makrockonomit nasional.

e. Memburukoya kondisi perekonomian internasional.

Berdasarkan keterangan di atas, babwa mongpoll lidak  selamanya
berdampak negatif, walaupun memang mosoepoli memiliki dampak nega#if.
Penerapan monopoll juga sejalan dengan (wjuan pembentukan Undang
Undang No.3 Tabun 1999 seperti mendorong pertumbuhan ekonomi dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kerugian vanyg ditimbutikan dari penyalahgunaan prakick monopoll dapat
teriadi, hal inil dapat mengakibatkan {idak tercapainya tujuan pembentukan
Undang-Undang No, 5 Tahun 1999 ifika penerapan monopoli tersebut
disalshgunakan. Guna mengawvasi prakiek monopoli yang ada di masysrakat
diperiukan peran serlz negara. Dalam melaksanakan tugas pengaiwvasan
tersebut, negary mombeniuk mnstitusi yaili KPPU, Namun periu ditekankan
dan dilngat bahwa Undang-Undang No. 5 tahun 19990 tidak melarang adanya
prakick imonopoll, yang dilarang adalah penyalshgunaan prakick monopoli,

Jadi Undang-Undang Ne. 3 Tahun 1999 gdak anti (erhadap perusahasn
besar dan yang menguagai pangsa pasar. selamia kekuataan posar yang
dintilikinya Ddak disalahgunskas vang berakibat tidak tercapainya ujuan
pembentkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999,

KPPLU dalam rangka melaksanakan pengawasan orhadup persaingan vsaha
vang juga merupakan perpanjangan fangan dari tugas negara diberikan
kewenangan, sebagaintana digtue pada pasal 36 yang menvaiakan;

Wewenang Komisi meliputi
a.
b.

i memutuskan dan menetapkan ada atau {idek adanya kerogian di pihak

Birnia, hal. 357,
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pelakul usaha lain atau masyarakat;

k. memberitahukas puinsan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga
melakukan praktek monopoll dan atau persaingan usaha tidak schat;

| menjatuhkan sanksi berupa lindakan administralif kepada pelaku usaha

yaug melanggar ketentuan Undang~undang ini.

Terkait dengen wewenang KPPU terhadap tindakan administmasi diatur

lebih fanjut pada pasal 47 yang menyatakan:

I, Komisi berwenang menjatulikan sanksi berupz tindakan administratif
terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentwan Undang-undang ini.

2 Pndakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat {1} dapat
berupa
a ..,
by...

8. pengenaan denda serendal-rendabnya Rp [.000.0006.000,00 (saw
mibiar rupiah) dan setinggi-fingginya Rp 23,000.000.006,00 {(dua

pulish Hma miliar rupial).

Dikenakannys suksi berupa denda pada Rasas penyalahgunaan
prakiek monopoli lebih cfcktif diterapkan daripada memcnjarakan pelaku
usaha, hal ini jugs mengingat bahwa pelaky usaha dapat berups badan
hukum yang tidak dapat dipenjora. Penerapan sistem denda pada
penivalahgunaan  praktek  monopeli  iebih fepat  karema  Xarona
penyalahgunsan prakiek monopel bukanlah wmerupakan bentuk keiahalan
karena ada kemungkinan pelaku usha tidzak bermaksud merusak persaingan
hanya tcrdorong unlung racncapal keuntungan vang selinggi-tingginya.
Oleh karena itu febih tepat uniuk menggunakan pendekatan perilaku yaitu
memerinlaltkan petaku ushsa untuk menghentikan perilaky yang dapat

merintangi/menghalangi proses persaingan.
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BAB &
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

{. Terkait dengan konsistensi putusan-potusan KPPU terhadap penerapan

dalam membuktikan unsur-unsur praktek monopoli yang terdini dart unsor-

unsur

&,

Pelaku usaha.

Penyampaiaé dolam putusan terkait dengse pelaku usaha tidak

konststen dbmana ads pultsan yang mengacyu pada pasal wentang

pelake usaha, ada pufusan yang langsung menusjvk bashwa unsur
pelaku usaha telah terpenuhi dan putusan yang tidak menycbutkan
pelaku usaba terfentu dalamn pemenuban unsur pelaku vsaba yang

menjadi salah satu unsur pada pasal 17.

Penguasaan Alas Produksi dan alau Pemasaran Barang dan atau Jasa.

Pembahasan mengenai penguasaan atas produksi dan atau pemasaran

barang dan atau jasa terbagl menjadi figa yaitu

{) Pencrapan pasal bahwa ferhadap putusan yang sama termyata
penguraian terhadap pemenuhan unsur tidak sama, Ada vang
memusukan peagusaan berdasarkan pasal 17 ayet (2} ada yang
tidak.

2} Peperapan pasal tethadop penguraian pemenuhen unsur aniar
putusan sama yaitu melibatken pasel 17 ayal (2). Mamun
peniatuhan pasal pada amar putusan berbeda.

3} Penergpan pasal dengan usaian pemenuhan pasal tidak konsisten,
Pada uyralan dinyatakan bahwa unsur ferschyt terpenuly, namun
pada amar putusan tidak mepstutikan putasan iersebut.

Mengakibatkan Teradinys Praktek Monopali dan atau persaingan

usatha tidak sehat.

Pada pembshasan ini, putusan lerlihat tidak konsisten keroma ada

putusan yang menunjukan secara feges tindakan pelaku usaba yang

mengakibatkan terjadinya prakick monopoll dan atau persaingan

Analisa Tentang..., Novita Milanda, FH Ul, 2009



2.

99

usaha tidak schat. Namun ada juga pulusan yang mencaniumkan
tindakan pelaku usaha dan kemudin menyatakan  bahwa tindakan
tersebut  mengakibatkan tedadinya  prakiek monopoeli  dan  atau

persaingan usaha tidak schat,

Metode Pembuktian Prakick Monopoli

Berdasarkan feort bahwa untuk membuktikan prakiek monopoll digunakan
nendekatan e of reasor dimana tabapannya dengan memeriksa pasar,
dominisi pasar dan adanva hambatan persaingan. Pada putusan majelis
komisi ditemukan bahwa ada penerapan putusan tanpa pemeriksazn pasar

dan pemeriksann terhadap hambatan persaingan,

. Pencrapan Monopoli berdasarkan Undang-Usndang No. 3 tahus 1999 dapat

dililsat dari pertimbangan-pertimbangan daiam putusan KPPU dan putusan
pengadiian vang sengat tergantung pads keadaan masing-masing perkara.
Adakalanya pertimbangan yang berbeda menghasilkan putusan yang

berbeda antara putusan KPPU dengan puiusan pengadilan.

52 SARAN

L

Konsistensi  putusan-putusan  KPPU  terhadap  pencrapan  prakisk

monopoli

a.  Dalam penyampaian putusan, KPPU scbalknya memiliki stodar
deagan mengace pada Reientuan yang ada den adanya penegasan
bahwa unsur tersebut tclah terpenuhi,

b Dalam hal pescrapan pasal sebaiknya juga ada konsistenst aniara
perkara yang saty dengan yang lain, walaupun masilh berkenaan
dengan pasal 17. Baik konsistensi dalam pesnecapan pasal don
penguraian posel antara satu putusan dengan potusan lainnya serts
konsistensi antara uraian deagan amor putusan dalam perkara yang

S
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Pendekatan yang diterapkan dalam praktek mionopols menggunakan rule
of reason, dimang dapat diketahui babwa ada penyalahigunasn monopoli,
Mamun apabila dampak positif yang ditimbulkan lebih besar, maka
pelaku  usaha  sebaikaya  tidak  dikenakan  kefentwan  tenlang

penyalahgunaan praktek monopoli atau dinvatakan tidak bersalah.

erberian hak monopoli schaiknya tidak diberikan sccara aliernatif, [Mal
ini  disebabkan wmonopoli memiliki dampak positif dan  negatif
Pemberian hak monopoil harus dengan kepastian dengan tertebih dahulu
mempertimbangkan =itk pegatif dan cara meminimalishmya serta

pengawasan lerhadap prakiek monopoli
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